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PENGANTAR PENULIS 


Bagi kaum intelektual menulis adalah bagian dari nyawa dan darah dalam spirit 
perjuangan. Jika dunia tanpa tulisan maka akan gelaplah dunia ini. Menulis juga merupakan 
lahan ekspresi tanpa batas, mampu menembus ruang dan waktu selama bertahun-tahun, 
bahkan berabad-abad, bahkan juga mampu menembus ratusan generasi manusia. Daya 
pikir manusia itu tak terhingga dan tak terbatas, walaupun ada yang Maha Kuasa yang lebih 
unggul. Dalam catatan John Ralston Saul dalam bukunya The Collapseof Globalism dia 
menulis: 'suatu saat Ghandi muda dan Tolstoy mulai menjalin korespondensi mendetail 
yang menetapkan bagaimana kelompok yang bekerja diluar pemerintah dapat mengubah 
dunia. Tolstoy dan Ghandi berupaya keras untuk menemukan kembali kosakata negatif, 
untuk memperkenalkan kembali kata jangan dan tidak kedalam sintaksis moral kita.' Yah, 
ternyata menulis bagi mereka berdua adalah sebuah perlawanan yang maha dahsyat! 

Nah, sahabat sekalian, sekelas Gandhi dan Tolstoy ini pada waktu itu sejak tahun 
1900-an telah bermimpi menggunakan tulisan untuk mengubah dunia yang menindas. Apa 
bedanya mereka waktu itu dengan kita sekarang ini, yang membedakan hanya momentum, 
kita punya daya pikir yang sama kan? Semangat inilah yang membuat saya ingin menulis 
dan terus menulis sampai tidak bisa lagi menulis. Pernyataan ini juga pernah diucapkan 
Mahbub Junaidi dan Pramoedya Ananta Toer. Kalau kita tilik KH Hasyim Asy'ari ternyata 
juga penulis produktif dizamannya yang mengubah konfigurasi dunia pemikiran Islam. Maka 
tunggu apa lagi, menulislah biar dikenang sejarah! 

Buku Panduan Journalism Basic Training atau pelatihan dasar jurnalistik saya tulis 
awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan kader-kader pergerakan diberbagai pelosok 
nusantara yang membutuhkan bahan kajian tertulis yang mampu memberikan dasar-dasar 
pengetahuan tentang jurnalistik. Berawal dari pengalaman selama berproses di Lembaga 
Pers Paradigma Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta sekitar tahun 2002 atau 
ketika saya menginjak kuliah semester empat, momentum ini menjadi tonggak penting karir 
jurnalistik dan kepenulisan saya. Ditunjang waktu di Jogjakarta saya mendapat bimbingan 
langsung dari senior-senior yang memiliki kemampuan menulis dengan baik. Seingat saya 
mereka yang sangat berpengaruh dan saya betul-betul menimba ilmu dari mereka adalah 
sahabat Islah Gusmian, Nur Kholig Ridwan, Muhammad Mustafid, Muhammad Khudori, 
Yossi Suparyo, Ahmad Nur Hasyim, Nurul Huda AS, Abdul Waidl, Jadul Maula, Ali Mahzumi, 
Sariduddin, Rizal, dll, mereka ini tidak mungkin pernah saya lupakan. 

Buku panduan atau Hand-Out Journalism Basic Training (Materi Pelatihan Dasar 
Jurnalistik) ini, terdiri dari lima bagian, yaitu: sejarah pers indonesia, ideologi pers dan media, 
kode etik jurnalistik, tehnik dasar penulisan jurnalistik, analisis wacana media & analisis 
framing: didalamnya memuat 19 hand-out. Tentu contents didalamnya masih banyak 
kekurangan. Namun paling tidak bisa menjadi referensi penting tentang jurnalistik dasar. 
Walaupun tentu masih banyak kekurangan—dan saya mohon kritik konstruktii—semoga 
buku panduan ini bermanfaat sebagai bahan rujukan training-training jurnalistik atau 
kepenulisan dasar. Salam persahabatan, salam pergerakan! 


Ponpes Al-Madaniyyah As-Salafiyyah Cilacap Jawa Tengah, 9 Oktober 2016 


Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A. 
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Hand-Out 01 
SEJARAH PERS INDONESIA 


Prawacana 

Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari 
mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu 
penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Di Indonesia, perkembangan kegiatan 
jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun 
menggunakan jurnalisme sebagai alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timur, Bintang 
Barat, Java Bode, Medan Prijaji, dan Java Bode terbit. Pada masa pendudukan Jepang 
mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini dilarang. Akan tetapi pada akhirnya ada lima 
media yang mendapat izin terbit: Asia Raja, Tjahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara 
Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi jurnalisme. Pemerintah Indonesia 
menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Menjelang 
penyelenggaraan Asian Games IV, pemerintah memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 
1962 inilah Televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih 

Masa kekuasaan presiden Soeharto, banyak terjadi pembreidelan media massa. 
Kasus Harian Indonesia Raya dan Majalah Tempo merupakan dua contoh kentara dalam 
sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI). Hal inilah yang kemudian memunculkan Aliansi Jurnalis Indepen 
yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya 
dimasukkan ke penjara. Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat BJ Habibie 
menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi 
menjadi satu-satunya organisasi profesi. Kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang 
Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers. 


Dunia Pers Di Indonesia 

Berbicara perihal dunia pers di Indonesia, tentunya tidak bisa dipisahkan dari 
hadirnya bangsa Barat di tanah air kita. Memang tidak bisa dimungkiri, bahwa orang Eropa 
lah, khususnya bangsa Belanda, yang telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta 
persuratkabaran di Indonesia. Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan 
adanya media masa yang dibuat oleh bangsa pribumi. Tentang awal mula dimulainya dunia 
persurat kabaran di tanah air kita ini, Dr. De Haan dalam bukunya, “Oud Batavia” (G. Kolf 
Batavia 1923), mengungkap secara sekilas bahwa sejak abad 17 di Batavia sudah terbit 
sejumlah berkala dan surat kabar. Dikatakannya, bahwa pada tahun 1676 di Batavia telah 
terbit sebuah berkala bernama Kort Bericht Eropa (berita singkat dari Eropa). Berkala yang 
memuat berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan 
Denmark ini, dicetak di Batavia oleh Abraham Van den Eede tahun 1676. Setelah itu terbit 
pula Bataviase Nouvelles pada bulan Oktober 1744, Vendu Nieuws pada tanggal 23 Mei 
1780, sedangkan Bataviasche Koloniale Courant tercatat sebagai surat kabar pertama yang 
terbit di Batavia tahun 1810. 

Sejak abad 17 dunia pers di Eropa memang sudah mulai dirintis. Sekalipun masih 
sangat sederhana, baik penampilan maupun mutu pemberitaannya, surat kabar dan majalah 
sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di masa itu. Bahkan, para pengusaha di 
masa itu telah meramalkan bahwa dunia pers di masa mendatang merupakan lahan bisnis 
yang menjanjikan. Oleh karena itu, tidak heran apabila para pengusaha persuratkabaran 
serta para kuli tinta asal Belanda sejak masa awal pemerintahan VOC, sudah berani 
membuka usaha dalam bidang penerbitan berkala dan surat kabar di Batavia. Kendati 
demikian, tujuan mereka bukan cuma sekadar untuk memperoleh keuntungan uang. Namun, 
mereka telah menyadari bahwa media masa di samping sebagai alat penyampai berita 
kepada para pembacanya dan menambah pengetahuan, juga punya peran penting dalam 
menyuarakan isi hati pemerintah, kelompok tertentu, dan rakyat pada umumnya. Apalagi, 
orang Belanda yang selalu mengutamakan betapa pentingnya arti dokumentasi, segala hal 
ihwal dan kabar berita yang terjadi di negeri leluhurnya maupun di negeri jajahannya, selalu 
disimpan untuk berbagai keperluan. 
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Dengan kata lain media masa di masa itu telah dipandang sebagai alat pencatat 
atau pendokumentasian segala peristiwa yang terjadi di negeri kita yang amat perlu 
diketahui oleh pemerintah pusat di Nederland maupun di Nederlandsch Indie serta orang- 
orang Belanda pada umumnya. Dan apabila kita membuka kembali arsip majalah dan 
persuratkabaran yang terbit di Indonesia antara awal abad 20 sampai masuknya Tentara 
Jepang, bisa kita diketahui bahwa betapa cermatnya orang Belanda dalam 
pendokumentasian ini. Dalam majalah Indie, Nedelandch Indie Oud en Nieuw, Kromo 
Blanda, Djawa, berbagai Verslagen (Laporan) dan masih banyak lagi, telah memuat aneka 
berita dari mulai politik, ekonomi, sosial, sejarah, kebudayaan, seni tradisional (musik, seni 
rupa, sastra, bangunan, percandian, dan lain-lain) serta seribu satu macam peristiwa penting 
lainnya yang terjadi di negeri kita. 

Sampai akhir abad ke-19, koran atau berkala yang terbit di Batavia hanya memakai 
bahasa Belanda. Dan para pembacanya tentu saja masyarakat yang mengerti bahasa 
tersebut. Karena surat kabar di masa itu diatur oleh pihak Binnenland Bestuur (penguasa 
dalam negeri), kabar beritanya boleh dikata kurang seru dan “kering”. Yang diberitakan cuma 
hal-hal yang biasa dan ringan, dari aktivitas pemerintah yang monoton, kehidupan para raja, 
dan sultan di Jawa, sampai berita ekonomi dan kriminal. 

Namun memasuki abad 20, tepatnya di tahun 1903, koran mulai menghangat. 
Masalahnya soal politik dan perbedaan paham antara pemerintah dan masyarakat mulai 
diberitakan. Parada Harahap, tokoh pers terkemuka, dalam bukunya “Kedudukan Pers 
Dalam Masyarakat” (1951) menulis, bahwa zaman menghangatnya koran ini, akibat dari 
adanya dicentralisatie wefgeving (aturan yang dipusatkan). Akibatnya beberapa kota besar 
di kawasan Hindia Belanda menjadi kota yang berpemerintahan otonom sehingga ada para 
petinggi pemerintah, yang dijamin oleh hak onschenbaarheid (tidak bisa dituntut), berani 
mengkritik dan mengoreksi kebijakan atasannya. 

Kritik semacam itu biasanya dilontarkan pada sidang-sidang umum yang 
diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah. Kritik dan koreksi ini kemudian dimuat 
di berbagai surat kabar dalam ruangan Verslaag (Laporan) agar diketahui masyarakat. 
Berita-berita Vers/aag ini tentu saja menjadi “santapan empuk” bagi para wartawan. Berita itu 
kemudian telah mereka bumbui dan didramatisasi sedemikian rupa sehingga jadilah suatu 
berita sensasi yang menggegerkan. Namun, cara membumbui berita Verslaag semacam ini, 
lama-kelamaan menjadi hal biasa. Bahkan, cara-cara demikian akhirnya disukai oleh para 
pengelolanya karena bisa mendatangkan keuntungan dan berita sensasi memang disukai 
pembacanya. 

Para petinggi pemerintah yang kena kritik juga tidak merasa jatuh martabatnya. 
Bahkan, ada yang mengubah sikapnya dan membuat kebijaksanaan baru yang 
menguntungkan penduduk. Keberanian menyatakan saran dan kritik ini akhirnya menular ke 
masyarakat. Tidak sedikit koran yang menyajikan ruangan surat pembaca yang menampung 
“curhat” tentang berbagai hal dari para pembacanya. Bahkan, setelah dibentuknya Volksraad 
(DPR buatan Belanda) pada tahun 1916, kritik yang menyerempet soal politik mulai marak. 

Dunia pers semakin menghangat ketika terbitnya “Medan Prijaji” pada tahun 1903, 
sebuah surat kabar pertama yang dikelola kaum pribumi. Munculnya surat kabar ini bisa 
dikatakan merupakan masa permulaan bangsa kita terjun dalam dunia pers yang berbau 
politik. Pemerintah Belanda menyebutnya Inheemsche Pers (Pers Bumiputra). Pemimpin 
redaksinya yakni R. M. Tirtoadisuryo yang dijuluki Nestor Jurnalistik ini menyadari bahwa 
surat kabar adalah alat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dia boleh dikata 
merupakan bangsa kita yang memelopori kebebasan Pers kaum pribumi. Sikapnya ini telah 
memengaruhi surat kabar bangsa pribumi yang terbit sesudah itu. Hal ini terbukti dari 
keberanian dia menulis kalimat yang tertera di bawah judul koran tersebut, Orgaan bagi 
bangsa jang terperintah di Hindia Olanda tempat membuka suaranja. Kata terperintah di atas 
konon telah membuka mata masyarakat, bahwa bangsa pribumi adalah bangsa yang dijajah. 
Boleh jadi Tuan Tirto terinspirasi oleh kebebasan berbicara para pembesar pemerintah 
tersebut di atas. Rupanya dia berpendapat, bahwa yang bebas buka suara bukan beliau- 
beliau saja, namun juga rakyat jelata alias kaum pribumi. 
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Hadirnya Medan Prujaji telah disambut hangat oleh bangsa kita, terutama kaum 
pergerakan yang mendambakan kebebasan mengeluarkan pendapat. Buktinya tidak lama 
kemudian Tjokroaminoto dari “Sarikat Islam” telah menerbitkan harian Oetoesan Hindia. 
Nama Samaun (golongan kiri) muncul dengan korannya yang namanya cukup revolusioner 
yakni Api, Halilintar dan Nyala. Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara juga telah 
mengeluarkan koran dengan nama yang tidak kalah galaknya, yakni Guntur Bergerak dan 
Hindia Bergerak. Sementara itu di Padangsidempuan, Parada Harahap membuat harian 
Benih Merdeka dan Sinar Merdeka pada tahun 1918 dan 1922. Dan, Bung Karno pun tidak 
ketinggalan pula telah memimpin harian Suara Rakyat Indonesia dan Sinar Merdeka di tahun 
1926. Tercatat pula nama harian Sinar Hindia yang kemudian diganti menjadi Sinar 
Indonesia. 

Penerbitan media massa pergerakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun 
ada juga yang mendapatkan izin dari pemerintahan Belanda. Dan ketika isi media acapkali 
berseberangan dengan pola fikir pemerintah Belanda sesering itulah pers di breidel. 
Munculah kebijakan pembelengguan kebebasan menyuarakan pesan kebebasan negeri 
yang tertuang dalam undang-undang: (1) Drukpers reglement tahun 1856 tentang aturan 
sensor preventif: (2) Pers ordonantie tahun 1931 tentang pembredelan surat kabar. 

Pada masa ini tokoh-tokoh pergerakan yang mengopinikan kemerdekan lewat 
media massa seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir dibuang ke Boven Digul oleh dua 
penguasa tertinggi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu Gubernur Jenderal De Jonge 
(1931-1936) dan Gubernur Jenderal Tjarda van Star. De Jonge sendiri menamakan artikel- 
artikel tokoh pergerakan (memberi labelling) gezagsvijandige artikelen atau tulisan-tulisan 
yang memusuhi pemerintah. Di masa pemerintahan Jepang kehidupan pers lebih 
dipersempit, selain UU Belanda UU No 16 yang pasal-pasalnya sangat menakutkan 
mengenai izin terbit, pembelengguan kebebasan pers dengan memasukan tokoh-tokoh 
pergerakan kedalam penjara, dan membreidel penerbitannya diberlakukan. Di setiap surat 
kabar ditempatkan Shidooin (penasihat) yang tidak jarang menulis artikel dengan mencatat 
nama anggota redaksi 


Penutup 

Sejarah pers Indonesia tidaklah sepanjang sejarah pers bangsa—bangsa yang lebih 
dahulu memerdekakan dirinya. Jika kita merunut titik pangkalnya, awal pers di Indonesia 
memainkan peranan dalam memberikan pencerahan pada masyarakat bermula pada masa, 
ketika Belanda menjajah Indonesia. Dalam masa-masa penjajahan, kemunculan pers 
pribumi ditujukan untuk memotivasi, menyentil memberikan pendidikan politik dan membakar 
perasaan rakyat agar mau berjuang melepaskan diri dari penjajahan. Agar lekas 
memperoleh kemerdekaan. 

Peraturan pertama mengenai pers di jaman Negara Hindia Belanda dituangkan 
pada 1856, dalam Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie, yang bersifat 
pengawasan preventif. Aturan ini pada 1906 diperbaiki menjadi bersifat represif, yang 
menuntut setiap penerbit mengirim karya cetak ke pemerintah sebelum dicetak. Dua puluh 
lima tahun kemudian, pada 1931, pemerintah kolonial melahirkan Persbreidel Ordonnantie. 
Aturan ini memberikan hak kepada Gubernur Jenderal untuk melarang penerbitan yang 
dinilai bisa “mengganggu ketertiban umum” 

Selain itu pemerintah kolonial Belanda juga memiliki pasal-pasal terkenal, Haatzaai 
Artikelen, yang mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Nederland atau Hindia 
Belanda berlaku sejak 1918. Selanjutnya, pada jaman pendudukan Jepang., untuk wilayah 
Jawa dan Madura diterapkan Undang-undang No.16 yang memberlakukan sistem lisensi 
dan sensor preventif. Setiap penerbitan cetak harus memiliki ijin terbit serta melarang 
penerbitan yang dinilai memusuhi Jepang. Aturan itu masih diperkuat lagi dengan 
menempatkan shidooin (penasehat) dalam staf redaksi setiap surat kabar. Tugas 
“penasehat” ini sesungguhnya adalah mengontrol dan menyensor, bahkan adakalanya 
menulis artikel-artikel dengan memakai nama para anggota redaksi.I| 
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Hand-Out 02 
SEJARAH PERKEMBANGAN PERS INDONESIA 


Bagaimana dengan perkembangan koran di Indonesia? Saya membaginya ke 
dalam beberapa periode. Pertama, zaman kololonial, dan kedua zaman kemerdekaan. 
Zaman kemerdekaan ini dibagi lagi ke dalam beberapa periode, yakni zaman Soekarno 
(orde lama), zaman Soeharto (orde baru), dan zaman reformasi. Setiap periode, tumbuh 
dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. 


Periode Kolonial 

Berdasar catatan sejarah, koran di tanah air sudah ada sejak tahun 1744, Gubernur 
Jendral Van Imhoff memerintah. Nama korannya Bataviasche Nouveles, namun umurnya 
cuma dua tahun. Meski begitu, koran lainnya, Vendu Nieuws, kemudian terbit di Jakarta 
tahun 1776. Koran ini memuat segala informasi mengenai barang lelangan, mulai perabot 
rumah tangga hingga perdagangan budak belian. Tapi, mingguan ini juga tak bertahan lama. 
Vendu Nieuws berhenti terbit karena Gubernur Jendral Deandels mengambil alih percetakan 
dan menerbitkan Bataviasche Koloniale Courant (1810). Sayangnya koran ini pun tak lama. 
Inggris yang datang menggantikan Belanda membuat koran baru, Java Government Gazette 
sebagai corong pemerintah. Saat Belanda kembali berkuasa semua kembali berubah. Koran 
berganti nama menjadi Batavische Courant (1816), yang kembali mereka ubah menjadi 
Javasche Courant tahun 1827. Koran ini bertahan hingga masuknya Jepang tahun 1942. 
Dan, seperti 'pendahulunya', Jepang pun membuat koran baru, Kenpo, yang artinya berita 
pemerintah. 

Lantas, bagaimana dengan kiprah kaum pribumi? Keberadaan mereka ternyata juga 
eksis pada masa-masa ini. Beberapa di antaranya adalah Majalah Bianglala (Jakarta, 1854), 
Mingguan Bahasa Jawa Bromartani (1855), dan sejumlah koran berbahasa Melayu yang 
dikelola oleh orang Belanda asli atau peranakan. Namun, sekalipun keberadaan koran-koran 
pribumi ini telah ada sejak pertengahan abad 19, kebangkitan sesungguhnya dari pers tanah 
air baru terjadi tahun 1904. Diawali dengan pendirian NV Javaansche Boekhandel & 
Drukkerij en Handel in Schrifbehoeften Medan Prijaji oleh Raden Mas Djokomono di 
Bandung. NV inilah yang kemudian menerbitkan mingguan Medan Prijaji, Januari 1907. 
Koran ini diakui sebagai koran pertama yang dibuat anak negeri, karena mulai dari 
pengasuh, percetakan, penerbitan, hingga wartawannya adalah pribumi Indonesia asli. 
Hanya dalam tempo tiga tahun koran ini berhasil terbit harian. Namun, perjalanannya 
berakhir, Selasa, 3 Djanuari 1912. Saat berubah menjadi harian, koran ini cetak di Jakarta. 

Djokomono sendiri belakangan disebut-sebut sebagai perintis persuratkabaran dan 
Kewartawanan Nasional Indonesia. Sementara organisasi wartawan PDI (Persatoean 
Djoernalis Indonesia), dikabarkan juga lahir pada masa Djokomono berkiprah. Di Jawa 
Barat, sejumlah koran juga silih berganti terbit pada masa kolonial ini. Jauh sebelum Medan 
Prijaji terbit, di Cirebon sudah ada surat kabar Tjiremai (1890), Li Po (Sukabumi, 1901) dan 
Wie Sin Ho (Bogor, 1905). 

Sementara di tahun-tahun berikutnya terbit Padjadjaran (Bandung, 1921), Kaoem 
Moeda (Bandung, 1922), Perbincangan (Bandung, 1925), Perasaan Kita (Bandung, 1925), 
Harian Fadjar (Bandung, 1925). Indonesia Moeda (Bandung, 1926), Fikiran Ra'jat (Bandung, 
1926), dan Bidjaksana (Rangkasbitung, 1926). Koran-koran lainnya yang juga tercatat 
adalah Galih Pakoean, Kesatrya, Mingguan Pertimbangan dan Kawan Kita yang terbit di 
Tasikmalaya. Saat yang sama terbit pula Sinar Pasoendan, Bandung, Poesaka Cirebon, 
Warta Tjirebon, Soeloeh Ra'jat, Soeara Poeblik, Nicork - Express, Berita Priangan, Sepakat, 
Koran Indonesia, dan Berita Oemoem. 

Adapun, koran-koran Sunda yang tercatat pada masa ini antara lain, Sora-Merdika 
(Bandung, 1920), Soenda Berita, Mingguan Soenda Soemanget, Siliwangi, Pendawa, Masa 
Baroe, Sapoedjagad, Simpaj, Isteri Merdeka, dan koran Panglima yang terbit di 
Tasikmalaya. Adapun, Sipatahoenan, tercatat sebagai koran Sunda pertama yang terbit 
harian. Pada masa itu pula terbit Sinar Pasoendan, Tawekal, Galoeh, dan Balaka. 
Sayangnya semua koran itu harus tutup pada masa pendudukan Jepang. Semua koran itu 


journalism basic training/ nur sayyid santoso kristeva 


disatukan menjadi satu penerbitan yaitu surat kabar Tjahaja di bawah pengawasan 
Sendenbu. Pimpinan Tjahaja pada waktu itu ditunjuk Oto Iskandar Di Nata dan Bratanata. 


Periode Soekarno 

Setelah pendudukan Jepang berakhir, periode baru dimulai. Ditandai dengan 
terbitnya surat kabar Soeara Merdeka di Bandung, yang kemudian mengungsi ke Tasik 
lantaran Belanda kembali datang. Pada masa ini, sejumlah koran juga kembali bermunculan 
di Jawa Barat, seperti Sinar Majalengka (1948), Warga (Bogor, 1954), dan Kalawarta 
Kudjang (Bandung, 1956). Sementara Sipatahoenan yang sempat terhenti penerbitannya 
kembali bangkit. Napasnya baru benar-benar terhenti pada tahun 1985. Pada awal tahun 
1957, majalah Sunda lainnya juga muncul, yakni Mangle yang hingga kini masih bertahan. 
Selain itu terbit pula Giwangkara, Gondewa, Kalawarta Kudjang dan Galura. Sementara 
koran berbahasa Indonesia antara lain Negara Pasoendan, Harian Persatoean, dan Harian 
Pikiran Rakjat. Yang terakhir disebut bertahan hingga kini, bahkan menjadi koran daerah 
terbesar di dunia dengan nama Harian Umum Pikiran Rakyat. 


Zaman Soeharto 

Pada zaman Soeharto, kebebasan pers yang sempat terjadi pada masa Soekarno 
mengalami sedikit perubahan sesuai dengan arah politik negeri saat itu. Pada awal orde 
baru ini sistem politik yang dikembangkan adalah stabilitas politik sebagai syarat mutlak. Tak 
heran, pers yang harus ada pun adalah pers yang bebas namun bertanggung jawab, dalam 
artian tak mengganggu stabilitas politik negara. Namun, tak jelasnya batasan stabilitas ini 
membuat negara bisa dengan gampang memberangus media mana pun yang dinilai tak 
sesuai keinginan (baca: kepentingan) penguasa. Alasannya satu: mengganggu stabilitas 
negara. 

Tiga media, Tempo, Editor dan Detik, barangkali menjadi contoh nyata begitu 
besarnya sistem politik orde baru dalam memberangus media. Ketiganya dibredel, sama 
sekali tanpa alasan yang jelas. Sementara pemberlakuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers 
(SIUPP) sebagai syarat berdirinya sebuah media, menjadi senjata ampuh bagi penguasa 
untuk melakukan pembreidelan. 


Zaman Reformasi 

Ketika Soeharto akhirnya tumbang, kebebasan pers yang lebih dari 32 tahun 
terbelenggu kembali menemukan keleluasaannya. Salah satu implikasi dari deregulasi itu 
adalah pemilik modal dan penerbit diberi kemudahan untuk memperoleh SIUPP. Surat izin 
usaha yang belakangan bahkan menjadi tak diberlakukan lagi. Akibatnya, terjadi booming 
media cetak, baik itu berupa koran harian, tabloid maupun majalah. Isi berita dari banyak 
media itu pun memiliki kecenderungan hampir sama: melampiaskan dendam atas 
keterkekangan peran dan fungsi kontrolnya selama 32 tahun di bawah rezim Soeharto. 

Namun, persoalan lain kemudian muncul bahwa ancaman atas kehidupan pers 
datang dari sisi lain, yakni masyarakat, yang nota bene juga menjadi pangsa pasar dari 
media. Kasus pendudukan Kantor Redaksi Jawa Pos, beberapa tahun lalu menjadi contoh 
konkret. Massa mengamuk akibat media ini sempat salah tik satu huruf, yang seharusnya 
ditulis N menjadi B. Seperti diketahui, tuts N dan B pada keboard komputer sangatlah dekat 
hingga kesalahan ketik menjadi sangat mungkin terjadi. Dan, celakanya, kesalahan N 
menjadi B justru terjadi pada kata Nabi. 

Contoh lainnya yang juga terjadi adalah pengrusakan kantor redaksi Playboy 
Indonesia oleh warga, beberapa waktu lalu. Keterbukaan yang tak dibarengi dengan 
pendewasaan publik dan aturan hukum yang tegas membuat massa memilih bertindak 
sendiri. Dalam beragam kasus bahkan berujung pada kematian wartawan. 

Patut menjadi catatan, adalah perlawanan publik yang sempat menimpa Majalah 
Tempo saat mereka dengan begitu optimistis menulis berita berjudul Ada Tommy di 
Tenabang. Perlawanan Tommy Winata, yang dengan kecerdasan dan kekuatan modalnya 
menyeret Tempo ke muka pengadilan nyaris saja berhasil, ketika sejumlah pimpinan Tempo 
sempat dinyatakan bersalah secara pidana telah menulis berita bohong. Seandainya, saat 
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itu, Tommy melanjutkannya pada tuntutan perdata, misalnya dengan miminta ganti rugi Rp 1 
triliun dan berhasil, maka habislah majalah besar dengan catatan sejarah yang amat panjang 
itu. 

Selain ancaman dari masyarakat, kematian pers yang kemudian kerap terjadi juga 
datang dari ketaktersediaan modal yang cukup dari perusahaan penerbitan. Era reformasi 
memang membuat pendirian koran menjadi sangat gampang. Tapi, tanpa modal yang 
cukup, pers akan mati, hanya dalam lima, atau sepuluh kali penerbitan. Ini bertambah parah 
dengan semakin beratnya persaingan media akibat terlalu banyaknya media massa yang 
bermunculan.Sebuah ilustrasi menarik dikemukakan mantan Pemimpin Perusahaan Metro 
Bandung (kini berubah menjadi Tribun Jabar), Agus Nugroho, saat koran tersebut 
merayakan HUT-nya yang pertama, 23 Februari 2001. 

Menurutnya, adalah sebuah kegilaan menerbitkan koran harian di Ban-dung pada 
saat seperti ini. Di samping sudah ada surat kabar harian yang sudah mapan, kota ini juga 
merupakan pasar paling besar untuk berbagai media cetak terbitan Jakarta, bahkan 
Surabaya. 

Sampai awal 2001, kata dia, Metro Bandung adalah 'bungsu' dari ko-ran-koran 
harian di kota ini. Sebelumnya, sudah malang melintang ha-rian Pikiran Rakyat yang mulai 
terbit tahun 57, Bandung Pos (ter-bit sejak tahun 1966) Ga-la-media (dulu Harian Gala - 
1968, yang ke-mudian digandeng PR), Su-ara Baru (1998) dan Suara Publik (1998). 
Sebelumnya, di kota ini telah terbit dan beredar pula su-rat kabar mingguan Sipa-ta-hoenan, 
Giwangkara, Kujang, Mangle (majalah), Galura (Grup PR) dan Mitra Bisnis (Grup PR). 
Belakangan muncul Expose, BOM, Jabar Post, Indonesia-Indonesia, Detail Post, Deru, 
Deras, dan Bandung Bisnis. 

Selain itu hampir seluruh surat kabar harian, mingguan, dwi-mingguan, dan bulanan, 
yang diterbitkan di Jakarta, juga beredar di Bandung pada waktu edar yang sama dengan di 
Jakarta. Bahkan harian Republika dan Rakyat Merdeka dicetak juga di Bandung untuk 
mengejar waktu agar bisa lebih cepat sampai di tangan pembaca mereka. 

Sementara itu, kota-kota potensial yang berdekatan dengan Bandung juga sudah 
dikuasai surat kabar sendiri-sendiri. Di Bogor misalnya, ada Radar Bogor (Jawa Pos) dan 
Pakuan (PR), di Sukabumi juga terbit Radar Sukabumi para awaknya sekaligus menyiapkan 
Radar Cianjur, sedang Cirebon sudah dipagari Mitra Dialog (PR), Radar Ciebon (Jawa Pos), 
dan Garage Pos. Tasikmalaya dan seki-tarnya dipagar oleh Priangan (PR). Sedangkan 
Banten yang baru sa-ja lepas dari Jawa Barat, juga sudah sesak oleh setidaknya 14 
pe-nerbitan lokal, dan empat di antaranya masih konsisten terbit ter-atur yakni Radar Banten 
(JP), Fajar Banten (PR) dan Banten Pos dan Gema Banten. 

Begitulah. Sejak 1998 hingga 2001, di Jawa Barat setidaknya ada 48 koran baru 
yang muncul. Memang, sebagian be-sar di antaranya terbit sekali-dua untuk kemudian entah 
ke ma-na.Mati bukan karena breidel, tapi lantaran tak ada lagi rupiah yang tersisa.I| 
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Hand-Out 03 
STUDI PERS INDONESIA KONTEMPORER 


Studi atas pers Indonesia boleh dikata masih sedikit. Untuk melihat faktanya, tidak 
pasti setahun sekali ada satu terbitan yang mengupas secara serius tentang Pers Indonesia. 
Yang lebih sering muncul merupakan kumpulan tulisan tentang pers atau biografi seorang 
jurnalis Indonesia. Menyebut yang paling akhir sekali, boleh disebut nama David T. Hill 
(1994), atau sebelumnya ada Harsono Suwardi (1993), Bambang Sadono (1993), Daniel 
Dhakidae (1991) -(tidak/belum? dipublikasikan), Francois Raillon (1985): Amir Effendi 
Siregar (1983), Edward C. Smith (1983) Oey Hong Lee (1971). Dan tak dapat dilupakan lupa 
karya Tribuana Said (1988) yang mengisi kekosongan literatur tentang sejarah pers 
Indonesia, sementara karya Ahmat Adam (1984 & 1993) belum banyak bisa diakses publik. 
Semua yang terbit di atas banyak memberikan tekanan pada perkembangan pers Indonesia 
setelah kemerdekaan 1945. Kecuali Edward Smith, Ahmat Adam dan Oey Hong Lee, 
seluruhnya memfokuskan diri pada periode pers Indonesia pada masa Orde Baru. 

Apakah arti penting studi atas diri pers Indonesia ini?Berefleksi Menilai Diri Studi 
yang dilangsungkan pada obyek studi apa pun tak ada korelasi langsung dengan 
perkembangan obyeknya itu sendiri. Penelaahan masuk ke masalah obyek lewat 
seperangkat metodologi, tidak dengan sendirinya menggeser arti ontologis obyek tersebut, 
yang dalam hal ini ada pers Indonesia. Tetapi ini tidak mengurangi arti penting perlunya 
suatu kajian atas diri pers Indonesia. Studi selain sebagai suatu cara pandang melihat 
masalah, bisa juga jadi bahan refleksi mendalam bagi obyek tersebut. 

Sadar tak sadar, media adalah pembuat realitas ke hadapan pemirsanya. Ialah yang 
mengkreasi simbol-simbol, atau membahasakan realitas yang ditangkapnya dan 
menuangkannya dalam rangkaian berita dan bahasa foto. Sadar atau tidak hal ini 
menghasilkan suatu ideologi tertentu di dalam produksi teks-teksnya. Thamrin Amal 
Tomagola (1990) misalnya membedah ideologi dari majalah wanita dan memerinci diskursus 
yang berlangsung di dalamnya. Studi terhadap diri pers ini, adalah suatu kritik intern ataupun 
ekstern atas kehadiran lembaga pers di tengah masyarakat, yang juga bersinggungan 
dengan hal kekuasaan, dalam pengertian yang luas. Dengan merunut sejumlah karya yang 
telah disebutkan di atas, rasanya masih bisa dilihat banyak lubang-lubang jika kita ingin 
merekonstruksi kisah tentang pers Indonesia ini. Dan sayang sekali misalnya, karya 
almarhum Abdurrachman Surjomihardjo dan kawan-kawan, tak sempat berbuah lebih 
banyak, karena karya asalnya sendiri kini tak dapat diakses publik untuk suatu alasan politis 
di masa lalu (awal 80-an) Padahal karya yang berjudul Beberapa Segi Perkembangan 
Sejarah Pers Indonesia (kerja sama LIPI dan Deppen) belumlah tuntas dalam memetakan 
sejarah pers Indonesia, atau dahulu bisa disebut sebagai Pers Hindia Belanda. Dan masih 
banyak pekerjaan rumah sebenarnya, yang ditinggalkan oleh buku tersebut. Misalnya saja 
sejauh ini tak banyak orang menuliskan studi tentang pers daerah, atau pers di Indonesia 
Timur. 

Atau meminjam sebutan David Hill, banyak pers pinggiran (Marginal Presses) saat 
ini, yang sering luput dari perhatian pemerhati studi pers Indonesia, yaitu publikasi khusus 
atau pers STT, Pers Mahasiswa, Pers Lokal Berbahasa Indonesia, Pers Lokal Berbahasa 
Daerah, Pers Islam, Pers Berbahasa Inggris, dan Pers Berbahasa Tionghoa. Bibliografi 
tentang Pers Indonesia pun saat ini hanya diwakili oleh dua karya, yaitu Mastini 
Hardjoprakoso (1978, serial Asian Mass Communication Research and Information Centre) 
dan Evert-Jan Hoogerwerf (1990 dalam proyek KITLV). Penyusunan koleksi surat kabar di 
dalam negeri hanya diwakili oleh karya Mastini Hardjoprakoso (1984)."HB Jassin" untuk Pers 
Beruntunglah dunia sastra yang memiliki seorang HB Jassin dan kini karyanya sudah 
melembaga sebagai Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Apakah ada yang punya 
perhatian serupa untuk dunia pers, dan membangun suatu lembaga yang serius untuk itu? 
Mengutipkan pendapat HB Jassin sendiri (Pamusuk Eneste, 1987), "Bagi saya pekerjaan 
dokumentasi ini telah memberikan semangat dan kegembiraan karena telah membuahkan 
hasil-hasil studi berupa pembicaraan dan kritik sastra, antologi dan kompilasi..." Dan 
selanjutnya ia menambahkan, "Dengan adanya dokumentasi kita menjadi kenal masalah- 
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masalah, kita juga menjadi kenal sejarah, latar belakang dan para pengarang sastra. 
Dokumentasi adalah alat untuk memperpanjang ingatan, memperdalam dan 
memperluasnya." Dengan memperhatikan segala kritik yang ditujukan kepada Jassin, serta 
dengan mempertimbangkan distingsi dunia sastra dan pers, maka hendak dikatakan di sini 
bahwa dokumentasi untuk pers adalah mutlak, dan untuk itu perlu ada suatu lembaga 
khusus yang menangani hal itu. Dan dari situ bisa dimulai suatu studi yang serius atas diri 
pers Indonesia. Persoalan pers Indonesia pun tak semata soal teks-teksnya, soal kode etik, 
efek pemberitaan, kaitan dengan pembangunan, tapi juga dapat meluas dalam pandangan 
relasinya dengan kelembagaan ataupun bidang lain dalam hidup manusia ini. Satu yang 
telah disebut di depan misalnya, bagaimana media massa membentuk realitas yang 
akhirnya ditangkap oleh pemirsanya. Hal lain yang juga menarik untuk dikaji adalah 
meninjau ulang paradigma pembangunan yang sekarang ini dominan dalam pers. 
Perubahan paradigma pembangunan yang ada sekarang, serta juga bagaimana media 
merefleksikan fakta di lapangan yang bisa mendukung atau menolak paradigma dominan 
tersebut (Everett Rogers ed, 1985). 

Yang tak kurang disentuh oleh banyak orang adalah biografi kritis dari sejumlah 
tokoh pers masa kini. Orang-orang seperti Mochtar Lubis, Rosihan Anwar, A. Azia, BM Diah, 
SK Trimurti, Ani Loebis, Herawati Diah, dan terakhir Toeti Azis, telah dibuatkan biografi atas 
diri mereka masing-masing. Tetapi semuanya masih merupakan kisah para jurnalis dalam 
periode pers masa revolusi kemerdekaan, dan dengan demikian kental juga dunia politik 
atas diri mereka masing-masing. Namun tepat itu yang ditunjuk oleh Daniel Dhakidae (1991), 
bahwa saat ini sudah selesai jurnalisme politik, dan selamat datang industri jurnalisme. Hal 
ini belum tercerminkan dalam biografi dari sejumlah "jurnalis masa kini". Kemajuan-kemajuan 
pers yang terjadi saat ini, berikut juga dengan kemundurannya hanya akan terlihat ketika 
pendokumentasian kita cukup lengkap untuk itu. Dan itu misalnya bisa dipakai untuk menilai 
bagaimana penanganan kekuasaan terhadap diri pers masa kini. Dengan demikian studi 
yang serius untuk soal pers Indonesia adalah suatu agenda yang terlupa saat kini. Padahal 
kritik ke dalam, refleksi diri, sambil mencatatkan pertumbuhan dan perkembangan pers masa 
kini akan menghasilkan manfaat bagi banyak orang karenanya. Jangan-jangan kita kembali 
lompat terlalu jauh dalam media habbit ini, melompat ke media elektronik dan asyik 
bergumul di sana, dan lupa bahwa media cetak punya agenda banyak yang belum tuntas 
dipermasalahkan.I| 
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Hand-Out 04 
POLEMIK SEJARAH PERS INDONESIA 


Kapan hari jadi pers Indonesia? Sebagian orang mempertanyakan kriteria “pers 
Indonesia,” atau kalau pun mau aman, lebih tepat disebut “pers di Indonesia.” Ini bisa dimulai 
oleh surat kabar Bataviasche Nowvelles, yang terbit 1744-1746, di kota Batavia, Pulau Jawa. 
Kemungkinan besar Bataviasche Nowvelles adalah suratkabar pertama yang terbit di Pulau 
Jawa zaman Hindia Belanda. Pulau Jawa hari ini adalah bagian dari Indonesia. 

Namun banyak yang tak sependapat. Bataviasche Nowvelles kan berbahasa 
Belanda? Mengapa tak memulai dari surat kabar yang berbahasa Melayu? Tidakkah bahasa 
ini yang kelak dipakai sebagai bahasa nasionalisme Indonesia? Pada 1850-an sudah ada 
surat kabar berbahasa Melayu terbit di Jawa, Sumatra dan pulau lain. Pemiliknya, termasuk 
wartawan Tionghoa Peranakan. 

Beberapa orang lagi, terutama novelis Pramoedya Ananta Toer, berpendapat “pers 
Indonesia” dimulai oleh Medan Prijaji, terbitan Bandung pada Januari 1907. Pramoedya 
menulis buku Sang Pemula guna mengedepankan peranan Tirto Adhi Soerjo, penerbit 
Medan Prijaji. Pramoedya juga melandaskan Tetralogi Pulau Buru, secara fiktif, pada tokoh 
Tirto. Pada 2006, Presiden Susilo Bambang Yoedhoyono mengangkat Tirto sebagai 
“pahlawan nasional.” 

Ada juga yang berpendapat “pers Indonesia” mulai sejak Republik Indonesia ada. 
Artinya, “pers Indonesia” ini ya termasuk semua yang terbit, atau sudah terbit, pada Agustus 
1945, di seluruh wilayah Indonesia. Namun wilayah “Indonesia” pada 1945 de facto hanya 
Jawa dan Sumatra. Belanda praktis menguasai pulau-pulau lain. Bahkan sesudah perjanjian 
Linggarjati, wilayah Indonesia malah menciut cuma Jogyakarta dan beberapa tempat lain di 
Pulau Jawa? Artinya, secara legal “Indonesia” baru diakui dunia internasional sesudah 
penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia Serikat pada 27 
Desember 1949? 


Catatan tambahan: 

Penulis mengumpulkan beberapa naskah terkait dengan isu ini. Isinya, banyak kritik terhadap 
keputusan Presiden Yudhoyono tersebut. Proyek ini diusung oleh Indexpress pimpinan Taufik Rahzen. Penulis 
juga mempertanyakan cara mencari-cari hari jadi “pers Indonesia”? Hari Jadi Pers Nasional Meremehkan Peran 
Surat Kabar Lain. Suryadi, peneliti Universiteit Leiden, berpendapat pemilihan Tirto Adhi Soerjo terkesan melebih- 
lebihkan peranan Tirto. Jasa Tirto tak lebih besar dari Dja Endar Moeda, misalnya, yang aktif di Sumatera, 1894- 
1910, atau Abdul Rivai lewat Bintang Hindia yang terbit di Amsterdam, 1903-1907. Sejarah Pers Sumbar Dialih 
Orang Lalu. Nasrul Azwar dari Minang berpendapat sejarah surat kabar Sumatra lebih tua dari Medan Prijaji. 
Sejak 7 Desember 1864, orang Minang untuk pertama kalinya membaca surat kabar berbahasa Melayu ketika 
edisi perdana Bintang Timoer diluncurkan. Pers, Sejarah dan Rasialisme. Penulis menulis soal istilah “pribumi” 
dan “non-pribumi” dalam melihat sejarah surat kabar di Jawa, Minahasa dan Minang. Tirto Adhi Soerjo keberatan 
ketika Boedi Oetomo mencalonkan Ernest Douwes Dekker sebagai editor suratkabar mereka. Alasannya, Boedi 
Oetomo hanya untuk orang Jawa, Sunda, Madura. 

Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (bahasa Belanda: Maskapai Siaran Radio Hindia- 
Belanda) adalah radio pemerintah Hindia Belanda yang setelah kemerdekaan Indonesia diubah namanya 
menjadi Radio Republik Indonesia (RRI). NIROM memulai siarannya pada 1920. Pemancar yang paling terkenal 
adalah Perhimpunan Radio Batavia (Bataviaasche Radio Vereniging), yang siarannya dilakukan dari Hotel Des 
Indes.' Pada 1928 di Amsterdam, NIROM didirikan, yang direncanakan akan menangani pemancaran siaran ke 
seluruh Jawa, dan dalam tiga tahun kemudian ke seluruh Hindia Belanda. Namun karena persiapan-persiapan 
teknis yang harus dilakukan, baru pada 1934 NIROM mulai dapat memancarkan siarannya. Mulanya NIROM 
hanya melakukan siaran dalam bahasa Belanda, namun sejak 1935, siaran-siarannya juga dilakukan dalam 
bahasa-bahasa setempat. Penggunaan bahasa-bahasa setempat hampir mewarnai keseluruhan siarannya pada 
akhir masa NIROM. Pegawai NIROM yang paling terkenal di Belanda adalah seorang pembawa acara terkenal 
Wim Kan, yang pada tahun 1939 mengunjungi India dan setelah invasi Jerman ke Belanda kemudian 
memutuskan tinggal di Asia. Penyiar lainnya adalah Bert Garthoff yang setelah penyerbuan Jepang dan 
menyerahnya pemerintah Hindia Belanda pada 8 Maret 1942, menutup siarannya dengan kata-kata: Wjj gaan nu 
sluiten. Vaarwel, tot betere tijden. Leve de Koningin. (“Selamat berpisah, hingga waktu yang lebih baik kelak. 
Hidup Sang Ratu!"). Namun NIROM masih mengadakan siaran seminggu lagi dan, yang membuat tercengang 
para pendengarnya, masih menyiarkan lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus. Ketika Jepang mengetahui musik 
yang disiarkan itu, tiga pegawai siaran NIROM dihukum mati.fJ 


1 Belakangan hotel ini berganti nama menjadi Hotel Duta Indonesia, yang kemudian dibongkar dan di 
atasnya dibangun Hotel Duta Merlin dan kompleks pertokoan) 
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Hand-Out 05 
SEJARAH PERS MAHASISWA INDONESIA 


“Pecahan jambangan dan cinta yang menyatukan keping-kepingnya adalah lebih kuat dari 
cinta yang menerima begitu saja keadaanya. Ketika benda itu masih merupakan 
keseluruhan perekat yang menyatakan keping-keping itu adalah segel dari bentuk aslinya”. 
(Derek Walcott penerima nobel kesusastraan 1993. There are only two things that can be 
lightening the world. The sun light in the sky and the press in the earth. (Mark Twain). 


Prawacana 

Sebenarnya kalau kita resapi ungkapan Mark Twain diatas, tidaklah berlebihan 
adanya. Bahwa hanya ada dua hal yang bisa membuat terang bumi ini, yakni sinar matahari 
dilangit dan pers yang tumbuh berkembang di bumi ini. Pers sendiri memang tidak bisa 
dipisahkan kaitannya dengan macam ragam informasi yang dibutuhkan oleh manusia dalam 
menjalani peradabannya. Mulai dari persoalan corak warna hidup sampai hal yang detail 
sekalipun tentang sebuah eksistensi kehidupan. 

Dalam peradaban manusia, Pers sangat dikenal mempunyai fungsi yang essential. 
Mulai dari education function (fungsi pendidikan) , Information (sumber informasi), 
entertainment (hiburan) dan social control (fungsi kontrol sosial). Sehingga wajar kalau kita 
melihat pers menjadi suatu kebutuhan dan menyebabkan “momok” bagi negara yang 
menerapkan sistem outhoritarian. Pers menjadi kekuatan maha dahsyat yang dapat 
menggerakkan siapa saja untuk berbuat seperti yang kita kehendaki atau sekedar 
mempengaruhi/menciptakan public opinion (komunikasi massa). Dan, pers sendiri terlanjur 
menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Apalagi, dinegara under developed atau new born countries seperti layaknya 
Indonesia, negara yang nota bene masih muda, yang memerlukan banyak perbaikan sistem 
di semua lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju suatu kesempurnaan 
tatanan hidup. Pers sangat dibutuhkan sekali peranannya dalam mengisi nuansa-nuansa 
yang tidak terjamah oleh “institusi” lainnya, baik yang bersifat informasi tempat sharing 
penemuan ide-ide cemerlang tentang sebuah kemapanan dari sebuah arti negara, atau 
berposisi sebagai kontrol sosial terhadap segala kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh 
pemerintah. 

Pers sendiripun sudah menjadi sebuah legenda sebagai sebuah sejarah yang 
kemudian melahirkan mitos, mulai dari para tokohnya dan peran serta aktivitasnya. Diakui 
atau pun tidak, kita pasti melihat ruang dan waktu, yang telah memberi tempat untuk berpikir 
dalam aktivitas kita sehari-hari. 


Pers Mahasiswa 

Sebelum kita melangkah terlalu jauh dalam bahasan-bahasan menarik tentang Pers 
secara luas, saya tertarik untuk mengambil inisiatif kata sepakat, mengerucutkan bahasan 
kita kali ini yaitu tentang Pers mahasiswa. Kalau kita cerrmati, pers mahasiswa mengandung 
dua unsur kata yakni pers dan mahasiswa (lexical meaning). Pers berarti segala macam 
media komunikasi yang ada. Meliputi media Buku, majalah, koran, buletin, radio ataupun 
telivisi serta kantor berita. Dan, Pers itu sendiri identik dengan news (berita). Maka, tidak 
terlanjur salah apabila kita mengatakan bahwa NEWS berkaitan dengan North, East, West 
dan South, yang artinya suatu kabar atau berita dan informasi yang datangnya dari empat 
arah penjuru mata angin (berbagai tempat). Oleh karena itu, Pers/News harus mengandung 
suatu unsur publishita (tersebar luas dan terbuka), aktualita (hangat dan baru) dan 
periodesita (mengenal jenjang waktu contohnya : harian mingguan atau bulanan). 

Mahasiswa sendiri mempunyai definisi bahwa kalangan muda yang berumur antara 
19 — 28 tahun yang memang dalam usia itu manusia mengalami suatu peralihan dari remaja 
ke fase dewasa. Pada fase peralihan itu secara Psikologis Aristoteles mengatakan kaula 
muda mengalami suatu minat terhadap dirinya, minat terhadap sesuatu yang berbeda atas 
lingkungan dan realitas kesadaran akan dirinya. Disamping itu Mahasiswa adalah suatu 
kelompok elit marjinal dalam lingkungan suatu dilema. Seperti yang dikatakan oleh Frank. A . 
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Pinner dalam salah satu ungkapannya yaitu “marginal elites, of which students are one 
species, are cought in a dilemma, between elitist and populist attitude. They are impelled to 
protect their distinctiveness and privilege while at the sime time documenting their concern 
for the common man and he community or policy as a whole their own position or the 
integrity of society appears to be threated” ). 

Sosok Mahasiswa juga kental dengan nuansa kedinamisan dan sikap keilmuannya 
yang dalam melihat sesuatu berdasarkan kenyataan obyektif, sistematis dan rasional. 
Disamping itu, Mahasiswa merupakan suatu kelompok masyarakat pemuda yang 
mengenyam pendidikan tinggi, tata nilai kepemudaan dan disiplin ilmu yang jelas sehingga 
hal ini menyebabkan keberanian dalam mereleksikan kenyataan hidup di masyarakat. Dan 
tata nilai itulah yang juga menyebabkan radikal, kritis, dan emosional dan secara perlahan 
menuju suatu peradaban/kultur baru yang signifikan dengan hal-hal yang bernuansa aktif, 
dinamis dan senang pada perubahan. sehingga dari dasar inilah, kawan-kawan bisa melihat 
ciri khas mahasiswa sebagai pengelola pers mahasiswa berbeda dengan pers umum. 


Pers Mahasiswa Ditinjau dari Kajian Historis 

Jika kita percaya terhadap 'mahluk' yang bernama sejarah, kemudiaan kita claim 
sebagai gerak dialektis antara kondisi subyektif pelaku dan kondisi obyektif dimana mereka 
berada, kawan-kawan akan melihat dinamika Gerakan Mahasiswa sepanjang waktu tidak 
lepas dari pengaruh para aktivis Pers mahasiswa. Karena kita percayai disini, Pers 
mahasiswa adalah suatu alat perjuangan bagi kaum aktivis gerakan mahasiswa, corong 
kekuatan dalam menyalurkan aspirasi kritis seorang tunas bangsa, dan kita akan melihat 
hubungan diantara keduannya sangat erat. Supaya lebih jelasnya saya akan mecoba 
menemani kawan-kawan untuk mencoba melihat sejarah Pers Mahasiswa yang berada 
“dibelakang” kita. 


Pers Mahasiswa Indonesia 
Jaman Kemerdekaan dan Jaman Kolonial Belanda (1914-1941) 

Pers mahasiswa lahir se-mainstream dengan munculnya gerakan kebangkitan 
Nasional yang di tulangpunggungi oleh pemuda, pelajar dan mahasiswa. Pers Mahasiswa 
waktu itu menjadi alat untuk menyebarkan ide-ide perubahan yang menitik beratkan pada 
kesadaran rakyat akan pentingnya arti sebuah kemerdekaan. Dalam era ini bermunculan 
Hindia Putra (1908), Jong Java (1914), Oesaha pemoeda (1923) dan Soeara Indonesia 
Moeda (1938) yang secara gigih dan konsekuen atas keberpihakannya yang jelas pada 
perjuangan kemerdekaan. 

Dalam era ini Nugroho NotoSusanto mengungkapkan bahwa Pers Mahasiswa 
Indonesia sesungguhnya mulai timbul dari zaman kolonial Belanda. Akan tetapi, Pers 
Mahasiswa dalam kurun waktu ini dipandang kurang terdapat suatu pergerakan Pers 
mahasiswa yang sedikit banyak profesional. Dan baru sesudah era kemerdekaan Pers 
Mahasiswa memulai kiprahnya ke arah profesional. 


Jaman Pendudukan Jepang 
Dalam era ini, tidak terlalu banyak tercatat kemajuan berarti karena masa ini para 
mahasiswa dan pemuda sibuk dalam perjuangan politik untuk kemerdekaan Indonesia. 


Jaman Setelah Kemerdekaan 

Pada jaman ini sedikit banyak Pers Mahasiswa mengalami suatu kemajuan artinya 
peluang untuk membentuk lermbaga-lembaga Pers Mahasiswa semakin terbuka lebar 
terutama buat para Mahasiswa dan Pemuda. 


Jaman Demokrasi Liberal 

Dari tahun 1945-1948, belum banyak Pers Mahasiswa yang lahir secara terbuka 
karena para Mahasiswa dan Pemuda terlibat secara fisik dalam usaha membangun bentuk 
Republik Indonesia. Penulis mencatat pada era Majalah IDEA yang diterbitkan oleh PMIB 
yang kemudian berganti PMB pada tahun 1948. Setelah Tahun 1950 barulah Pers 
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Mahasiswa Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Kemudian komunitas Pers 
Mahasiswa Indonesia mengalami salah satu puncaknya di era ini. 

Jumlah Pers Mahasiswa meningkat secara pesat diiringi dengana segala dinamika- 
dinamika yang ada. Kemudian muncul suatu hasrat dari berbagai Lembaga Pers Mahasiswa 
untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari sisi redaksional maupun sisi perusahaan. Dan, 
atas inisiatif Majalah Gama, diadakan konferensi I bagi Pers Mahasiwa Indonesia. 
Konferensi menghasilkan dua organisasi yaitu Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI 
yang ketuanya T Yacob) dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI yang ketuanya 
adalah Nugroho Notosusanto). 

Dalam era ini, opini Pers Mahasiswa dalam hal kematangannya tidak kalah dengan 
Pers Umum. Bahkan, era in dianggap keemasan Pers Mahasiswa Indonesia yang kemudian 
mengikuti Konperensi Pers Mahasiswa Asia yang diikuti oleh negara Australia, ceylon, 
Hongkong, India, Indonesia, Jepang, New zealand, pakistan dan Philipina. Kemudian 
Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia mengadakan kerjasama dengan Student Informatin of 
Japan dan college editors Guild of the Philipphines (perjanjian segi tiga). 

Kemudian Tanggal 16-19 Juli 1958 dilaksanakan konperensi Pers Mahasiswa ke II 
yang menghasilkan peleburan IWMI dan SPMI menjadi IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa 
Indonesia) karena anggapan perbedaan antara kegiatan perusahaan pers mahasiswa dan 
dan kegiatan kewartawanan sulit dibedakan dan dipisahkan. 


Jaman Demokrasi Terpimpin (1959-1966) 

Dalam sistem politik terpimpin ini, pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap 
kehidupan Pers. Bagi media Pers yang tidak mencantuman MANIPOL USDEK dalam 
AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tannga) nya akan mengalami 
pemberangusan. Artinya Pers kala itu harus jelas menyuarakan aspirasi partai politik 
tertentu. 

Setelah pemberlakuan peraturan Presiden Soekarno tentang MANIPOL USDEK, 
IPMI sebagai lembaga yang Independen mengalami krisis eksistensi karena dalam tubuh 
IPMI sendiri terdapat kalangan yang menginginkan tetap independen, menyuarakan aspirasi 
rakyat dan ada yang mengarah ke pola partisan (memihak parpol/kelompok tertentu). 
Akhinya pada saat itu, banyak Lembaga Pers mahasiswa yang mengalami kemunduran dan 
kematian, akibat pukulan politik ekonomi ataupun dinamika kebangsaan yang berkembang 
saaat itu. 


Jaman Orde Baru 

Setelah peristiwa G.30.S/PKI IPMI sebagai Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia 
terlibat penuh dalam usaha pelenyapan Demokrasi Terpimpin dan akhirnya melahirkan 
Aliansi Segitiga (Aktivis Pers Mahasiswa, Militer dan Teknokrat) untuk menghancurkan 
kondisi yang membelenggu bangsa dalam Outhoritarian. Pada awal era ini, Pers Mahasiswa 
kembali ke lembaganya yakni IPMI. Lembaga Pers Mahasiswa se Indonesia ini beorientasi 
jelas memaparkan kejelekan Demokrasi Terpimpin melibatkan diri dalam kegiatan politik 
dengan menjadi Biro Penerangan dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Di era 
ini tebit harian KAMI yang terkemuka yaitu Mahasiswa Indonesia (Jabar), Mimbar Demokrasi 
(Bandung) dan keduanya adalah penebitan resmi IPMI. 

Ternyata kehidupan Liberal yang dijanjikan oleh para “penguasa” sesudah era 
Demokrasi Terpimpin dirasakan ternyata hanya sementara saja. Dan format baru politik 
Indonesia di mulai dengan diadakan PEMILU, perlahan namun pasti Orde Baru beralih 
menjadi otoriter. Dengan dipengaruhi keputusan format baru perpolitikan Indonesia bahwa 
kegiatan politrik diatur oleh pemerintah dan ditambah kebijaksanaan bagi aktivitas dunia 
kemahasiswaan harus melakukan back to campus. Hal di atas itulah yang mermbuat IPMI 
mengalami krisis identitas. Hal ini terlihat ketika Harian KAMI, penerbitan IPMI yang ada di 
luar kampus terpaksa dilepas dan akhirnya menjadi Pers Umum. Hal ini dikarenakan oleh 
iklim perpolitikan yang dikembangkan saat itu dan ditopang oleh kebijakan pemerintah yang 
memaksa anggota IPMI adalah murni mahasiswa yang beraktifitas di dalam kampus. 
Kemudian adanya kebijaksanaan Pemerintah tentang penyerdehanaan partai Tahun 1975, 


17 


journalism basic training/ nur sayyid santoso kristeva 


dilanjutkan dengan disetujuinya keputusan pemerintah oleh sebagian anggota IPMI bahwa 
Pers Mahasiswa harus kembali ke kampus maka dalam Kongres III pada tahun akhirnya 
IPMI dipaksa untuk back to campus. Terpaksa kemunduran pun terjadi lagi dalam tubuh 
IPMI, perlahan-lahan Media-media pers mahasiswa yang ada di luar kampus banyak yang 
berguguran. 

Sejalan dengan new format kondisi perpolitikan indonesia yang mengharuskan 
Semua Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia harus back to campus dan kemudian direspon 
kembali oleh IPMI dengan mencoba berbenah diri, kemudian melakukan kongresnya yang 
ke IV pada bulan Maret 1976 di Medan. Dalam kongres itu, IPMI belum mampu keluar dari 
permasalahan hidup antara di luar atau di dalam kampus. Akhirnya, IPMI gagal dalam 
mencari Eksistensinya, tidak menghasilkan AD/ART baru ditambah IPMI banyak ditinggalkan 
oleh LPM anggota yang memang pada saat itu terlalu enjoy mengurusi urusan di dalam 
kampus masing-masing sehingga lupa kewajiban organisasi skala nasional yang dulu 
pernah dibentuk bersama. 

Pada sekitar awal tahun 1978, Media Umum banyak yang di breidel sebagai cermin 
ketakutan penguasa waktu itu dengan institusi pers, sebagai contoh KOMPAS, SINAR 
HARAPAN, MERDEKA, INDONESIA TIMES dan masih banyak lagi yang lainnya. Akibatnya, 
“dunia” pers yang kosong diisi oleh Pers Mahasiswa Indonesia tentunya dengan 
pemberitaan khas sebagai cerminan Pers Mahasiswa yaitu kritis, berani dan keras. Era ini, 
oplah Surat Kabar Mahasiswa mencapai puncaknya. Namun, Pers Mahasiswa yang 
dikatakan oleh Daniel Dakidae sebagai cagar alam kebebasan pers akhirnya juga di breidel 
karena kekritisan dan keberanian menyuarakan kenyataan di masyatrakat. Dilanjutkan 
dengan kebijaksanaan NKK/BKK yang memaksa kekuatan Pers Mahasiswa untuk masuk 
dalam kampus, kemudian hampir semua media Pers Mahasiswa Indonesia di “matikan”. 
Inilah pertama kali dalam sejarah Pers Indonesia semua Pers mahasiswa Indonesia di 
breidel. 

Selain membumihanguskan semua Lembaga pers Mahasiswa, pemerintah masih 
kurang terima karena masih ada IPMI yang masih bercokol dalam skala nasional. Untuk itu, 
pemerintah lebih mengoptimalisasi BKSPMI (Badan Kerjasama Pers Mahasiswa Indonesia) 
yang dibentuk 1969 sebagai tandingan IPMI. Ditambah lagi aksi penguasa yang menghabisi 
semua Gerakan Mahasiswa Anti Suharto yang nota bene sebagai “Underbow” IPMI 
Kemudian dilanjutkan peristiwa MALARI (Mala Petaka Limabelas Januari) yang sangat tragis 
pada tahun 1974 dan diberlakukannya NKK/BKK yang mengurung ruang gerak Aktivis Pers 
Mahasiswa dalam kampus pada Tahun 1978. Dengan kenyataan diatas Pers Mahasiswa 
(IPMI) menjadi tidak bebas merefleksikan secara tuntas kenyataan hidup dalam masyarakat 
kemudian menginjak padam pada menjelang pertengahan Tahun 1982. 


Era 90-an 

Menelusuri akar pertumbuhan dan perkembangan gerakan pers mahasiswa di 
Indonesia terutama kebangkitannya di era 90-an, telah banyak catatan-catatan penting yang 
ditinggalkan, yang selama ini perlu dikumpulkan kembali dari tempatnya yang “tersembunyi” 
dan barangkali belum pernah kita tengok kembali, yang memungkinkan dari catatan tersebut 
tersirat sebuah semangat tentang perjuangan meraih tujuan bersama, yang pernah 
didengungkan dalam masa-masa. 

Kemunculan Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI) pada dekade 90- 
an ini di tahun 1992-1993 (1995 pada kongres Il-nya, istilah penerbitan digantikan pers), 
mempunyai makna historis tersendiri dalam upaya pembentukan jaringan gerakan pers 
mahasiswa di Indonesia. Walau tak dapat dipungkiri, peran dan transformasi format gerakan 
pers mahasiswa selama berjalannya kinerja organisasi ini seringkali dirasakan menemui 
kendala dan tantangan yang tidak ringan untuk dihadapi. Selain persoalan secara geografis, 
dan persoalan dimensi politis berhadapan dengan penguasa (baik birokrasi kampus atau 
negara), Terlebih pula persoalan terputusnya transformasi visi dan misi PPMI dari generasi 
sebelumnya, juga secara de facto keberadaan PPMI masih sering dipertanyakan oleh 
beberapa lembaga Pers Mahasiswa di Indonesia. Dalam lembaran-lembaran catatan kali ini, 
penulis ingin mencoba menyajikan suatu kerangka awal dalam upaya merekontruksikan 
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kembali keberadaan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia secara kronologis kelahiran 
dan pertumbuhannya dalam kontalasi gerakan pers mahasiswa di Indonesia. 


Bukan Romantisme Belaka 

Paska peristiwa MALARI (malapetaka lima belas januari 1974) bisa dikatakan 
pemerintah mulai melakukan pendekatn represif terhadap setiap aktivitas kritis kampus. 
Pada kelembagaan mahasiswa, melalui NKK-BKK terjadi strukturisasi. kondisi demikian 
menyulut aksi-aksi protes mahasiswa sepanjang tahun 1974 — 1978, yang diantaranya juga 
dilakukan oleh Dewan Mahasiswa. Melalui berbagai pamlet-pamlet, ataupun media 
mahasiswa yang diterbitkan oleh dema saat itu, kecaman-kecaman, kritik, kontrol terhadap 
setiap kebijakkan pembangunan di awal orde baru mulai dilancarkan. Namun lewat 
kebijakkan berikutnya, penguasa orde baru dengan aliansi militer dan sipilnya telah 
sedemikian rupa contohnya melalui surat yang diturunkan oleh Pangkopkamtib ketika itu 
(1978), Dema sebagai salah satu kekuatan lembaga mahasiswa saat itu kemudian 
dibubarkan, menyusul kemudian de-ormasisasi kelembagaan mahasiswa baik ditingkat intra 
kampus maupu ekstra kampus melalui KNPI-nya, maka praktis aktivitas mahasiswa 
dibugkam satu-persatu. 

Dan di sisi lain pers mahasiswa yang telah lama juga menjadi salah satu alat 
perjuangan mahasiswa meneriakkan aspirasi dan memainkan peran kontrol sosialnya juga 
dibungkam. IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, berdiri tahun 1955) yang menjadi satu- 
satunya wadah nasional pers mahasiswa Indonesia dan sempat menjadi salahsatu motor 
gerakan mahasiswa juga secara perlahan mulai dimatikan. Hingga eksistensi organisasi ini 
akhirnya mulai padam menjelang pertengahan tahun 1982. Praktis beberapa elemen 
kekuatan mahasiswa yang diantaranya termasuk pers mahasiswa mengalami kelesuan dan 
kemandegan. 

Di awal era menjelang tahun 90-an, munculnya kelompok studi dan forum -forum 
diskusi mahasiswa ataupun lembaga swadaya kemasyarakatan (LSM) baik yang didirikan 
oleh para aktivis mahasiswa ataupun pemuda yang prihatin terhadap kondisi lingkungan, 
mulai menjamur di berbagai daerah-sebagai sebuah solusi terhadap kebekuan aktivitas 
kritis kampus ataupun aktivitas peduli lainya. Mahasiswa mulai mendefinsikan kembali 
peranannya untuk menghayati setiap persoalan-persoalan kemasyarakatan dan fenomena 
politik yang terus berkembang seiring dengan menguatnya konsolidasi orde baru. 

Demikian pula yang terjadi dalam aktivitas pers mahasiswa. Aktivitas-aktivitas 
penerbitan dan beberapa forum pelatihan dan pendidikan jurnalistik di tahun 1986-1989 
mulai marak diadakan oleh beberapa perguruan tinggi dalam rangka menghidupkan kembali 
dinamika intelektual kampus. Dari sekian forum-forum pelatihan jurnalistik mahasiswa 
tersebut, tersirat tentang sebuah keinginan akan sebuah wadah bagi tempat sharing (tukar- 
menukar pengalaman) para pegiat pers mahasiswa dalam rangka untuk meningkatan mutu 
penerbitan mahasiswa sendiri ataupun untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi 
oleh pers mahasiswa. Maka mulai tahun 1986, forum-forum pertemuan para pegiat/aktivis 
pers mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mulai marak terjadi. Tak pelak lagi 
gelombang aspirasi dan akumulasi persoalan yang digagas oleh para aktivis pers 
mahasiswa mulai muncul dan mewarnai berbaai forum pertemuan aktivis pers mahasiswa. 

Namun ada beberapa hal yang terpenting dari berbagai forum pers mahasiswa 
tersebut, yang sekiranya dari penelusuran data-data di bawah ini dapat menjadi catatan 
sebagai sebuah refleksi dan pemahaman lebih lanjut. Tetapi hal ini bukan sekedar ” 
romantisme belaka” yang hendak kita capai dalam penelusuran sacara historis fase-fase 
perkembangannya. Peranan pers mahasiswa dalam kancah pembaharuan bidang politik 
tentunya mempunyai dimensi sosial tersendiri. Yang terkadang terlupakan dalam arah 
sejarah negeri ini. Guratan visi dan misinya yang mengandung penegasan sikap mahasiswa 
sebagai salah satu elemen masyarakat di negeri ini, yang secara sosial terdidik dalam 
lingkungan intelektual kampus, yang diharapkan mampu peka terhadap perkembangan 
sosial di tubuh masyarakat dan negara. Dan melalui pers mahasiswa, sebagai salah satu 
media perjuangan mahasiswa menyampaikan suara dan nuraninya, kepekaan sosial mampu 
ditumbuhkan dan simultan dengan fenomena yang terjadi di negeri ini. 
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Di awal bagian pengantar disebutkan bahwa mulai tahun 1980- 90an, aktivitas-— 
aktivitas mahasiswa mulai marak dengann ditandai munculnya berbagai kelompok Studi, 
lembaga swadaya masyarakat ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Begitupun yang terjadi 
dalam perkembangan pers mahasiswa di tanah air. Maraknya penerbitan mahasiswa mulai 
muncul di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 

Semenjak kebekuan IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) di tahun 1982, praktis 
aktivitas penerbitan mahasiswa tidak banyak muncul. Namun kegiatan-kegiatn off print 
seperti halnya pelatihan dan pendidikan jurnalistik mahasiswa ataupun diskusi masih bisa 
dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi. Momentumnya adalah menjelang tahun 1986 
aktivitas-aktivitas ini mulai marak dilakukan dengan skala yang lebih luas, mempertemukan 
pegiat-pegiat pers mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Sebagai sebuah akumulasi 
persoalan-persoalan yang dibahas dan dipecahkan oleh para pegiat pers mahasiswa yang 
sering bertemu dalam forum-forum tersebut, tercetus keinginan untuk kembali 
mengkonsolidasikan potensi kekuatan pers mahasiswa di berbagai daerah dalam 
mendorong bangkitnya aktivitas pers mahasiswa, serta mendefinisikan dan mengaskn 
kembali peranan yang harus dipegang pers mahasiswa dalam menghayati persoalan- 
persoalan yang dihadapi kontekstual dengan fenomena sosial yang berkembang. 

Dari berbagai sumber yang sempat dilansir dan disarikan dari beberapa media 
mahasiswa, tersirat keinginan dari sekian pegiat pers mahasiswa saat itu tentang 
terbentuknya sebuah wadah di tingkat nasional yang diharapkan dapat menjawab persoalan- 
persoalan yang dihadapi pers mahasiswa. Secara kronologis fase-fase konsolidasi pers 
mahasiswa Indonesia dalam rangka menggalang komitmen dan mendorong upaya jaringan 
komunikasi dan sosialisasi pers mahasiswa bisa dicermati dari tulisan di bawah ini : 


Dari Pers Mahasiswa Menuju PPMI 

Setelah “Vacum” akibat pembredelan sebagai buntut peristiwa Malari, 15 Januari 
1974 dan strukturisasi kelembagaan mahasiswa di bergbagi perguruan tinggi melalui 
NKK/BKK. Pers mahasiswa (persma) pasca 1980-an kembali. Ditandai dengan terbitnya 
berbagai media mahasiswa misalnya, Balairung-UGM-1985, Solidaritas Universitas 
Nasional Jakarta-1986, Sketsa Universitas Jenderal Soedirman 1988, Pendapa Universitas 
Sarjana Wiyata Taman Siswa 1988, Akademika Universitas Udayana 1983-dan lain-lainya, 
usaha-usaha untuk menata kembali jaringan komunikasi dan penggalangan komitmenn pers 
mahasiswa mulai dirintis. 


Usaha-usaha itu meliputi: 

Pendidikan Pers Mahasiswa Se Indonesia : tanggal 27-29 Agustus 1987 
diselenggarakan oleh majalah Balairung, tercetus ide untuk kembali mewujudkan wadah 
pers mahasiswa. Juga terbentuk poros Yogya—Jakarta sebagai koordinator menuju kongres 
yang dimandatkan kepada Rizal Pahlevi Nasution (Universitas Moestopa) Abdulhamid 
Dipopramono (UGM) 

Pertemuan dengan mantan aktivis IPMI/ Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia 
(Diantaranya Adi Sasono, Makmur Makka, Wikrama Abidin, Ina Mariani, Masmiar Mangiang, 
Razak Manan) tanggal 19-22 September 1987 di Jakarta. Hasil dari pertemuann ini dibentuk 
panitia ad-hoc konsolidasi pers mahasiswa yang terdiri dari : Rizal Pahlevi Nasution, Imran 
Zein Rollas, M.Imam Aziz, dan Abdulhamid Dipopramono. Disepakati untuk melakukan 
sosialisasi ide kelembagaan pers mahasiswa tingkat nasional. 

» Sarasehan Pengelola Pers Mahasiswa Indonesia di Kaliurang-Yogyakarta tanggal 
11—13 Oktober 1987 oleh lembaga pers mahasiswa Universitas Nasional. 

" Pekan Orientasi Jurnalistik Mahasiswa Nasional II di Jakarta, tanggal 17-27 Oktober 
1988 oleh lembaga pers mahasiswa Universitas Nasional 

» Sarasehan Pers Mahasiswa Nasional di Bandar Lampung tanggal 26-27 Maret 1987 
diselenggarakan oleh SKM Teknokra Universitas Lampung. 

" Orientasi Pendidikan Jurnalistik Mahasiswa di Jakarta tanggal 21-28 Mei 1988 oleh 
Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 
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Sarasehan Aktivis Pers Mahasiswa IAIN se-Indonesia di Yogyakarta tanggal 11-12 
April 1988 oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Puwokerto Informal Meeting di Purwokerto, tanggal 6-7 Agustus 1988 oleh SKM 
Sketsa Universitas Jenderal Soedirman. 

Pertemuan dengan pimpinan IPMI pusat di Jakarta, 10 Agustus 1988 oleh tim kerja 
persiapan kongres. 

Latihan Ketrampilan Pers Mahasiswa tingkat Pembina se-Indonesia di Yogyakarta, 
tanggal 28 Agustus—1 September 1988. 

Panel diskusi Sarasehan Pers Mahasiswa Indonesia di Purwokerto, 19-22 
September 1988 di Universitas Jenderal Soedirman (disebut: Pra kongres IPMI VI). 
Hasil penting dari sarasehan ini berupa DEKLARASI BATU RADEN, yang 
diantaranya ditandatangani oleh 18 wakil aktivis pers mahasiswa kota yang hadir. 
Deklarasi berbunyi: ” Sadar bahwa demokrasi, keadilan dan kebenaran yang hakiki 
merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus selalu diupayakan secara 
berkesinambungan oleh seluruh komponennya yang bertanggungjawab dan sebagai 
salah satu komponennya bertanggungjawab dan memperjuangkan cita-cita tersebut 
secara kritis, konstruktif dan independen. Dengan didorong semangat kebersamaan, 
dann disorong oleh keinginan luhur untuk melestarikan dan mengembangkan pers 
mahasiswa di Indonesia, maka seluruh aktivis pers mahasiswa menyatakan perlu 
dihidupkannya kembali wadah nasioal yang bernama Ikatan Pers Mahasiswa 
Idonesia (IPMI)”. 

Juga disepakati untuk menyelenggarakan Kongres IPMI ke VI di Bandar Lampung 
tanggal 15 — 18 Februari 1989. 

Kongres IPMI ke VI di Bandar Lampung, 15 — 18 Rebruari 1989. Kegiatan ini gagal 
karena: Pertama, legalitas pelaksanaan Kongres tidak turun. Kedua, kondisi daerah 
Bandar Lampung muncul peristiwa GPK Warsidi. Ketiga, terdapat perbedaan 
persepsi tentang persma di kalangan aktivis persm 

Training Pers Mahasiswa se-Indonesia di Kaliuranng, 6 — 10 Januari 1990 oleh 
Majalah Himmah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Balairung kembali mengadakan Pendidikan dan Latihan Jurnnalistik Tinngkat Lanjut 
di UGM, 24 — 29 September 1990. 

Selama tahun 1990, juga dilaksanakan Temu Aktivis Persma di Pabelan — UMS dan 
Universitas Jember. 

Pendidikan Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Pembina dan Temu Aktivis Penerbitan 
Mahasiswa, tanggal 3 — 9 Februari 1991 oleh Balairung UGM. Kegiatan ini 
menghasilkann keputusan: Menerima tanpa catatan semua hasil rumusan komisi | 
dan II Temu Aktivis Persma Se- Indonesia. 

Pembentukan Panitia Ad Hoc yang bertugas mempersiapkan forum pertemuan 
berikutnya sebagai tindak lanjut butir | Panitia Ad Hoc secara otomatis menjadi 
Steering Comitee (SC). Panitia Ad Hoc (SC) Pra-Kongres Terdiri atas : Koordinator: 
Tri Suparyanto, Pendapa — Tamansiswa Sarjanawiyata (Delegasi DIY) Wakil: Okky 
Satrio, Komentar — Univ. Mustopo (Delegasi DKI Jakarta) Anggota: Zainul Aryadi, 
Kreatif — IKIP Medan (Delegasi DI Aceh, Sumut, Riau, Sumbar), Ariansyah, Teknokra 
Univ. Lampung ( Delegasi Lampung, Jambi, Sumsel, dan Bengkulu), Tugas 
Supriyanto, Isola Pos IKIP Bandung (Delegasi Jawa Barat), Adi Nugroho, Manunggal 
Univ. Diponegoro (Delegasi Jawa Tengah), Heyder Affan Akkaf — Mimbar Univ. 
Brawijaya (Delegasi Jawa Timur), I Gusti Putu Artha, Akademika — Univ. Udayana 
Bali (Delegasi Bali, NTB, NTT, dan Timor-Timur), Mulawarman, Identitas — Univ. 
Hasanudin (Delegasi Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut) Alimun Hakim,Kinday — Univ. 
Lambung Mangkurat (Delegasi Kalteng, Kaltim), RH. Siahainena, Unpati Univ. 
Patimura (Delegasi Maluku dan Irian Jaya). Hasil rapat terbatas SC/Panitia Ad Hoc 
menetapkan IKIP Bandung Penyelenggara Pra Kongres, dan sebagai alternatif kedua 
Universitas Udayanna — Denpasar Bali. 

Rapat Konsolidasi terbatas Steering Comitee di IKIP Bandung tanggal 22 Maret 
1991. Hasil, Pra Kongres Persma se Indonnesia diselenggarakan di IKIP Bandung. 
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Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia di IKIP Bandung, 8 — 10 Juli 1991, 
dibatalkan setelah peserta tibadi Bandung, pembatalan dilakukan oleh Dirjen Dikti. 
Tetapi pertemuan sempat berjalan dan menghasilkan beberapa keputusan yang 
sampai ditingkat komisi: Komisi I : menghasilkan rancangan Anggaran Dasar dan 
Anggarann Rumah Tangga Perhimpunan Penerbit Pers mahasiswa Indonesia. 
Komisi II : Membahas tentang Program Kerja. Komisi III : Memutuskan tanggapan 
terhadap Surat Dirmawa nomor: 574/D5.5/U/1991. 

Latihan Ketrampilan Penerbitan kampus Mahasiswa Tingkat Pembina Se- Indonesia 
tahun 1991 di Bandar Lampung, Univ. lampung, 19 — 23 November 1991. Hasil yang 
penting: Mendesak SC yang terbentuk di Wanagama untuk melaksanakan 
pertemuann bagi terbentuknya wadah penerbitann kampus mahasiswa sesegera 
mungkin. Jika tuntutan tidak dipenuhi maka, Pertama, SC harus 
mempertanggungjawabkan tugas yang telah dimandatkan kepada seluruh aktivis 
penerbitan kampus se- Indonesia. Kedua, SC harus menyerahkan mandat yang ada 
kepada aktivis penerbitan kampus se- Indonesia. 

Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia di Universitas Gajayana Malang tanggal 
20 Desember 1991. Hasilnya di antaranya, rancangan program kerja PPMI. Selama 
10 bulan SC terus mengadakan konsolidasi dan sosialisasi serta usaha-usaha 
pertemuan tingkat nasional. Muncul kemudian beberapa forum komunikasi, di 
antaranya PPMY (perhimpunan Penerbit Mahasiswa Yogyakarta), FKPMM (Forum 
Komunikasi Penerbit Mahasiswa Malang), dan Ujung Pandang juga terbentuk. 
Setelah melewati proses panjang dan lewat negosiasi dan perjalanan keliling Jawa 
oleh pegiat persma Malang, akhirnya dapat diselenggarakan Lokakarya Penerbitan 
Mahasiswa Se-Indonesia di Malang. Sehari sebelumnya, 14 Oktober 1992 
diselenggarakan Pertemuan Steering Comitee di Malang. Hasilnya: Menyepakati dan 
menyetujui dibentuk wadah tingkat nasional bernama PPMI. 

Kongres I akan diselenggarakan di kota-kota dengan alternatif Palu, Semarang, 
Yogyakarta Mataram, Denpasar, Banjarmasin. 

Hasil-hasil Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Se-Indonesia segera dilaporkan 
secepat mungkin untuk kelancaran Kongres. Panitia Lokakarya, SC Nasional, dan 
Panitia Kongres segera mengadakan konsolidasi dan mengkoordinasi lembaga 
penerbitan mahasiswa serta pihak-pihak terkait untuk melaksanakan Kongres |. 
Hasil-hasil Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Se-Indonesia:  Menyepakati 
terbentuknya wadah tingkat nasional yang bernama “Perhimpunan Penerbit 
Mahasiswa Indonesia” yang disingkat PPMI tanggal 15 Oktber 1992 Pukul 16.29 WIB 
yang disahkan pada sidang pleno 17 Oktober 1992. Menerima hasil rumusan Sidang 
Komisi | LPMI (Lokakarya Penerbit Mahasiswa Indonesia yang membahas AD/ART 
PPMI. Menerima hasil rumusan Sidang Komisi II LPMI yang membahas Program 
Kerja PPMI. Menerima hasil sidang komisi III yang membahas Kurikulum Pendidikan 
dan latihan (Diklat)Jurnalistik Mahasiswa. Menerima hasil-hasil sidang komisi IV 
membahas tempat pertemuan lanjutan PPMI. Kota yang dijadikan tempat 
penyelenggaraan pertemuan dean berdasarkan prioritas adalah : Denpasar — Bali, 
Semarang — Jawa Tengah, Banjarmasin — Kalimantan Selatan, Yogyakarta — DIY, 
Palu — Sulawesi Tengah, Jakarta DKI Jakarta, Dili — Tomor-Timur. 

Kongres | yang sekiranya akan diselenggarakan pada bulan April — Mei 1993, maka 
untuk mempersiapkan Kongres tersebut dibentuk Panitia Ad Hoc yang bertindak 
sebagai SC Kongres I, yakni: Koordinator : Tri Suparyanto/Pendapa — Univ. 
Sarjanawiyata Tamanansiswa (Delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta), Anggota: 
Tugas Suparyanto/Isola Pos — IKIP Bandung (Delegasi Jabar) Arief Adi 


Kuswardono/Manunggal — Undip (Delegasi Jateng) —- TEMPO Wignyo 
Adiyoso/Ketawang Gede — UNIBRAW (Delegasi Jatim) —- BAPPENAS Okky 
satrio/Komentas  — Univ.  Mustopo (Delegasi Jakarta),  Aldrin Jaya 
Hirpathano/Teknokra  -UNILA (Delegasi Sumbagsel), 1 Wayan Ananta 


Widjaya/Akademika — UNUD (Delegasi Bali, NTT,NTB, TIMTIM), BALI POST M. 
Ridha Saleh/Format — Univ. Tadulako (Delegasi Sulawesi), Alimun Hakim/Kinday — 
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Univ. Lambung Mangkurat (delegasi kalimantan), Yon Soukotta/Unpati Univ. 
Patimuraa (Delegasi Maluku dan Irian Jaya). Langkah selanjutnya adalah 
pelaksanaan Kongres | untuk menentukan derap langkah Perhimpunan Penerbit 
Mahasiswa Indonesia. 


Menuju Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia 

Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Se- Indonesia di Malang telah menorehkan pena 
emas bagi perjalanan ke depan aktivitas pers mahasiswa di Indonesia. Terutama telah 
disepakatinya sebuah organ baru — wadah pers mahasiswa Indonesia yaitu Perhimpunan 
Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI). Sebuah wadah alternatif dan bukan satu-satunya 
wadah pers mahasiswa di Indonesia, diharapkan mampu mengakomodir dan menyikapi 
setiap persoalan dan perkembangan yang menyangkut kehidupan pers mahasiswa dann 
masyarakat pada umumnya. Sebuah sandaran bagi pemupukan arah gerakan pers 
mahasiswa yang juga diharapkan mampu merespon fenomena sosial politik yang 
berkembang serta menegaskan sikap sebagai bagian dari elemen gerakan mahasiswa pada 
umumnya. Beberapa pandangan dan harapan ditumpukan pada organisasi ini untuk 
memperteguh visi dan misi gerakan pers mahasiswa di Indonesia. 

Perkembangan yang terjadi di era 80-an hingga 90-an, ditandai dengan maraknya 
kemunculan penerbitan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Hal ini seiring dengan laju 
perkembangan sosial kontemporer pada dimensi masyarakat di Indonesia. Namun di antara 
kemajuan tersebut ternyata di sisi-sisi lain nampak terdapat kehidupan yang 
memprihatinkan. Banyak kesenjangan yang terjadi di tubuh masyarakat. Pengaruh 
strukturalisasi yang represif orde baru dengan ideologi pembangunannya diberbagai bidang 
telah menciptakan sebagian besar masyarakat yang tidak perduli terhadap perkembangan 
sosialnya. Sementara itu penguasa orde baru dengan kekuatan militeristiknya semakin 
kokoh melakukan konsolidasi kekuasaanya. Mahasiswa sebagai salah satu tumpuan 
harapan bangsa yang terdidik dalam nuansa inteletual kampus dan mempunyai potensi kritis 
dan diharapkan mampu berpikir obyektif intelektual hendaklah peka dalam merespon segala 
ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada masyarakat, serta menyikapi berbagai 
kebijakkan negara yang telah membuat berbagai kesenjangann yang terjadi. Tatanan 
demokratis harus ditegakkan dan diupayakan melalui transformasi sosial yang sinergis 
dengan wacana demokratisasi berkehidupan. 


Dalam tujuan pendirian PPMI, dua tekanan yang hendak dicapai adalah : 
" Pertama, Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia seperti yang 
dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. 
"» Kedua, Membina daya upaya perhimpunan untuk turut mengarahkan pandangan 
umum di kalangan mahasiswa dengan berorientasi kemasyarakatan, dan 
bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 


Pers Mahasiswa bukanlah sama dengan pers umum yang mencover berita-berita 
yang bersifat informatif saja, namun pers mahasiswa diharapkan mampu mengkaji 
permasalahan sosial yang diberitakan dengan analisis keilmuan dan kemasyarakatan secara 
kritis akademis serta obyektif. Pers Mahasiswa harus berani memberitakan fakta yang benar 
dan jujur kepada masyarakat dengan tidak meninggalkan kandungan nilai-nilai humanitas 
yang harus tetap dipegangnya. Beberapa pandangan dari para perintis PPMI menginginkan 
bahwa PPMI diharapkan mampu mendorong tercapainya pers mahasiswa yang simultan 
dengann fungsi mahasiswa (sebagai intelektual yang kritis, obyektif, terbuka dan etis. 
Kemudian untuk mensosialisasikan format gerakan dalam perhimpunan ini, PPMI dalam 
kinerjanya hendaknya terus menerus melakukan konsolidasi ke tiap-tiap penerbitan pers 
mahasiswa diberbagai daerah. Hal ini tentunya memerlukan waktu dan tenaga yang panjang 
dan merupakan tantangan yang tidak ringan untuk diselesaikan PPMI dalam waktu singkat 
dan membutuhkan partisipasi dari pegiat PPMI dalam mengupayakannya. 
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Kongres Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI) I 

Tak pelak sudah, fase-fase yang berliku telah dilalui, konsolidasi, sosialisasi, 
perdebatan dan perumusan berbagai format kelembagaan pers mahasiswa akhirnya telah 
sampai pada titik kulminasi — pertemuan aktisvis pers mahasiswa pers mahasiswa akhirnya 
telah berhasil membuahkan suatu tekat untuk berjuang bersama dalam satu integralitas 
gerakan yang membuahkan deklarasi Kaliurang dan terbentuknya kepengurusan 
Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia pada kongres I PPMI — September 1993. 
Rommy Fibri dari Universitas Gajah Mada akhirnya terpilih menjadi Sekretaris Jenderal 
PPMII (yang pertama) untuk mengemban amanat sosialisasi organisasi lebih lanjut. Sebuah 
perjalanan ke depan yang tentunya akan menghadapi sekian persoalan yang tidak ringan 
untuk diselesaikan. Fenomena politik yang tidak menentu, banyaknya pembrdelan terhadap 
pers Indonesia, tak terkecuali pers mahasiswa, menjadi agenda yang senantiasa harus 
direspon PPMI untuk melakukan advokasinya. Selain itu PPMI sebagai wadah alternatif pers 
mahasiswa diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan beberapa 
pers kampus mahasiswa di berbagai wilayah yang belum tersentuh sosialisasi PPMI. 

Tercatat beberapa nama presidium/ Mediator PPMI yang diberikan amanah untuk 
mengemban tugas menorehkan sejarah dan melakukan sosialisasi PPMi ke berbagai 
wilayah di antaranya: 


Presidium / Mediator Perhimpunan Pers Mahasiswa (PPMI) 
Periode 1 1993 — 1995 
1" Sekretaris Jenderal : Romy Fibri ( Dentisia - FKG UGM) 
" Mediator DKI Jakarta : E.S — Tyas A.Zain 
" Mediator Jawa Barat : Andreas ” Item ” Ambar 
" Presidium Jawa Tengah : Hasan Aoni Aziz (SKM Amanat IAIN Wali Songo 
Semarang) 
" Mediator Kalimantan Barat : Nur Iskandar (Mimbar Untan — Universitas Tanjung 
Pura) 
" Presidium Jawa Timur : Asep Wahyu SP (UAPKM — MM. Ketawang Gede — UAPKM 
UNIBRAW Malang) 
" Presidium Wilayah Bali : | Gede Budana (PKM AKADEMIKA UNUD Bali) 
" Mediator Sulawesi, Maluku dan Indonesia Timur : M. Hasyim 


Presidium Perhimpunan Pers Mahasiswa (PPMI) 
Periode II 1995 — 1997 

" Sekretaris Jenderal: Dwidjo Utomo Maksum (UKPKM-Tegalboto Universitas Jember) 
Presidium Lampung: Mohammad Ridwan 
Presidium Jawa Timur: Ahmad Amrullah (LPM — Ecpose FE -UNEJ) 
Presidium Bali : I Made Sarjana (PKM Akademika UNUD) 
Presidium Sulawesi Selatan: Argam Azikin — Universitas Hassanudin 
Presidium Sulawesi Tengah: Mohammad Igbal (Universitas Tadulako) 
Presid. Sulawesi Tenggara: Muhrim Bay 
Presidium Yogyakarta: Anton Yuliandri ( Himmah UII) 
Mediator Jawa Tengah:Nana Rukmana (UniversitasJenderal Soedirman — 
Purwokerto) 
" Mediator Jawa Barat : Dewan Kota Bandung 
" Mediator Kalimantan Barat : Syafarudin Usman 


Presidium / Mediator Perhimpunan Pers Mahasiswa (PPMI) 
Periode III 1997 — 1998 
" Sekretaris Jenderal : Eka SatiaLaksmana (Tabloid Jumpa — UPM Universitas 
Pasundan- Bandung) 
" Mediator Jawa Timur : Dwi Muntaha (UKMP -— Civitas UNMER — Malang) 
" Mediator Yogyakarta : Ade (GEMA Intan ) 
" Presidium Sumatra Selatan : Komariah (IAIN Raden Patah — Palembang) 
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" Presidium Sulawesi Selatan : Suparno (Catatan Kaki — Univ. Hasanuddin 
Ujungpandang) 


Presidium / Mediator Perhimpunan Pers Mahasiswa (PPMI) 
Periode IV 1998 — 2000 
" Sekretaris Jenderal : Edie Soetopo ( Ekspresi — BPKM IKIP Yogyakarta) 
"  Presidium Jawa Timur : M. Abdul Kholik (Arrisalah — IAIN Sunan Ampel Surabaya) 


Presidium Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia(PPMI) 
Periode V 

" Koordinator : Saiful Muslim ( KKM Media Universitas Mataram) 
PresiNas Jatim : Agus Susantoro (UKPKM — Tegalboto Universitas Jember) 
PresNas JaTeng - DIY : Noer Mustari (Pabelan Pos — Univ. Muhammadiyah Solo) 
PresNas Jawa Barat # DKI : Agutine Melanie ( UPM Isola Pos — UPI Bandung) 
PresNas Palembang --sekitarnya : Adi Helmy Nando 
PresNas Aceh : Darmadi (IAIN Araniri Aceh ) 
Presnas Mataran -4-Bali : Saiful Muslim (KKMmedia Universitas Mataram) 
Staff Nasional PPMI : Iwan Kurniawan ( LPM Wahana Care taker PPMY), Indra 
Ramos (LPM HIMMAH,Supatno (Pabelan Pos), M.Jaelani (LPM HIMMAH UII). 


Belajar dari sejarah, belajar dari masa lalu merupakan suatu hal yang sangat 
bermanfaat untuk merumuskan sesuatu yang baru. Tiap jaman mempunyai realitas yang 
berbeda. Untuk itu, kita harus selalu mencoba untuk melakukan evaluasi dari segala sesuatu 
yang pernah terjadi buat pers Mahasiswa masa lalu dan mencoba melontarkan beberapa 
gagasan sehingga akhirnya pers mahasiswa Indonesia kini dan akan datang dapat 
merumuskan sesuatu yang baru berdasarkan realitas yang bekembang dan hidup dengan 
maksud menatap suatu masa depan. 

Harapan terhadap PPMI yakni Pers Mahasiswa kini harus hidup di dunia BERPIKIR 
kita sebagai aktivis pers mahasiswa indonesia sesuai dsengan potensi intelektual masing- 
masing. Dunia berpikir dan dunia intelektual bukanlah bentuk menara gading, asalkan selalu 
kondusif dengan situasi masyarakat dan setia pada penderitaan rakyat, negara dan semesta 
manusia. Semoga Kita tidak bosan untuk selalu mencoba mengasah PPMI dengan 
pemikiran melalui pendekatan-pendekatan kritis dan futuristik. Dan bila kita memiliki ilmu dan 
teknologi, maka kitalah yang memiliki masa. 

Dan, senantiasa Pers mahasiswa mampu memfungsikan secara arif konsepsi 
“Critism of what exist” yang memang terlanjur akrab dalam lingkungan intelektual kita. 
Semoga Pers Mahasiswa indonesia menjadi wahana polaritas, dimana kesatuan ataupun 
keanekaragaman dianggap sebagai kutub-kutub dari esensi yang sama, yang harus ada 
secara bersama.I| 
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Hand-Out 06 
MEDIA DAN IDEOLOGI 


Media bukanlah cermin yang memantulkan bayangan serupa realita. Laiknya 
manusia, ia punya beragam kepentingan dan beraneka cara pandang terhadap dunia. 
Banyak orang percaya, teks media menuntun cara pandang masyarakat terhadap dunia. 
Tatkala dunia semakin sesak oleh laju arus informasi dan pesatnya pertumbuhan, media tak 
sekadar jadi pegangan tetapi kebutuhan. la kerap diibaratkan sebagai matahari yang 
menerangi dunia, menyampaikan pesan yang merasuk ke kalbu umat manusia dan memberi 
pencerahan (Siregar, 2004:107). Tak heran, media menduduki posisi penting bagi ruang 
sosial masyarakat kini. 

Media, dengan cara pandangnya, 'membantu' masyarakat merumuskan konsep- 
konsep relasi dan norma sosial. Dengan kata lain, media berideologi. Ideologi dapat 
dimaknai sebagai kesatuan makna yang membantu mendefinisikan atau memberikan 
penilaian terhadap dunia. Media tak sekadar menjadi penghantar arus informasi. Ia 
menghadirkan kembali realitas yang terjadi di masyarakat lewat sudut pandangnya. Dari 
realitas yang dibangun media, konsep-konsep relasi dan norma sosial di masyarakat 
dibangun. 

Pun dengan media (massa) di Indonesia. Tak dapat dimungkiri, media massa 
merupakan salah satu faktor determinan dalam sejarah panjang perjuangan bangsa. Lewat 
realitas yang dihadirkannya, media massa mengonstruksi pemahaman masyarakat tentang 
nilai-nilai perjuangan dan kebebasan. Untuk melihat perkembangan ideologi media ini, perlu 
kiranya menelusuri rentang sejarah perkembangan media massa Indonesia dan pergulatan 
ideologi di dalamnya. 

Media massa nasional milik pribumi lahir pada era kolonial. Kemunculan Medan 
Prijaji pada 1907 menjadi tonggak bangkitnya media massa nasional (Surjomiharjo,2002: 
47). Media massa yang dominan kala itu adalah media milik Belanda yang melayani 
kebutuhan pemodal yakni para pemilik pabrik gula. Minimnya akses dan pemberitaan yang 
memihak pribumi, membuat R.M. Tirto Adisuryo merasa perlu menerbitkan media nasional 
milik pribumi. Media massa pribumi yang berkembang selanjutnya tak lepas dari semangat 
perjuangan yang memihak kaum minoritas yakni pribumi. Media pribumi menjadi counter 
culture bagi media dominan saat itu. Media pribumi menawarkan cara pandang baru— 
persamaan dan kebebasan—dalam melihat relasi sosial masyarakat feodal pada masa 
itu.Setelah Indonesia merdeka, ideologi pembebasan dan perjuangan kelas ini beralih. 
Dengan berlakunya demokrasi liberal di Indonesia, banyak bermunculan media massa 
terbitan partai-partai politik. Masing-masing media berusaha menghadirkan realitas dengan 
cara pandang atau ideologinya. Perang ideologi pun terjadi. Media dengan beragam cara 
mengemas realitas sedemikian rupa untuk mendapatkan konstituen sebanyak-banyaknya. 
Para politisi menjadi agen yang dominan dalam menentukan ideologi media. 

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik balik riuh rendah perkembangan media 
Indonesia. Dengan berlakunya demokrasi terpimpin, ideologi media —yang dulu didominasi 
kepentingan politikus—berganti. Media diarahkan sepenuhnya menjadi alat propagada 
pemerintah,sebagai ideologi dominan. Ideologi media diarahkan menjadi seragam. 

Keadaan tak jauh beda pada masa Orde Baru. Media masih menjadi alat 
propaganda kebijakan pemerintah. Pengendalian media massa bukan semata-mata untuk 
menguasai media tersebut, melainkan untuk menguasai alam pikiran masyarakat tersebut 
(Siregar, 2004: 115). Untuk itu, ideologi selain ideologi pemerintah dilarang berkembang atas 
nama kestabilan pembangunan. Lewat Departemen Penerangan, Surat Izin Usaha 
Penerbitan Pers (SIUPP) dan mekanisme pembredelan, pemerintah Orde Baru berusaha 
mengontrol ideologi media. 

Realitas sosial masyarakat dibangun lewat repetisi pemberitaan yang mengarahkan 
cara pandang masyarakat pada keteraturan ala Orde baru. Masyarakat dikonstruksi agar 
menjadi permisif (taken for granted) terhadap kebijakan pemerintah. 

Masa Reformasi menjadi tiang pancang kebebasan media massa Indonesia. 
Jatuhya Orde Baru dan pencabutan pemberlakuan SIUPP berdampak pada perkembangan 
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corak ideologi media. Kebebasan pers membuka peluang bagi terciptanya media yang 
berorientasi pada masyarakat (civil centered). 

Pada era ini, media mampu menjadi wahana sosialisasi, diskursus, dan ajang 
tumbuh kembang budaya di masyarakat. Budaya dominan di masyarakat memungkinkan 
untuk ditantang dan dilawan dengan adanya kebebasan pers ini. James D. Hunter dalam 
Croteau, 1994 menyebutnya sebagai the culture wars. 

Di sisi lain, celah regulator yang ditinggalkan pemerintah juga menjadi lahan subur 
bagi perkembangan pasar atau kapital. Menjamurnya institusi media membuka peluang 
pasar persaingan terbuka. Institusi media dengan kekuatan modal besar menggusur media 
bermodal pas-pasan. Mekanisme ini membentuk pola media massa Indonesia. Ideologi yang 
berbasis pasar menjadi ideologi yang dianut sebagian besar media massa Indonesia. 

Para pemilik modal, sebagai penguasa pasar, menjadi pihak yang dominan dalam 
pembentukan ideologi media. Orientasi kebijakan media berkutat pada melayani kebutuhan 
pasar. Komersialisasi media menjadi kata kunci. 

Media menghadirkan kembali realitas dengan cara pandang atau ideologinya 
sendiri. Pada tahap ini media tak bisa lagi dimaknai sebagai institusi netral yang bebas 
kepentingan. Kebijakan yang diambil media menjadi indikator ideologi media apa yang 
diambil. Namun, perlu berhati-hati dalam menyimpulkan macam ideologi yang sedang 
diusung sebuah media. Kepentingan pasar dan kebebasan pers seringkali berkelindan 
sehingga tak jelas ujung pangkalnya. 

Dalam era reformasi, kebebasan pers membuka ruang bagi kelompok-kelompok 
masyarakat untuk bertarung bebas. Pendekatan semacam ini tentunya patut dikritisi. 
Masyarakat memang tak lagi dicengkeram kediktatoran penguasa, akan tetapi media di 
dominasi kelompok elit pemilik modal. Media menjadi alat kelompok dominan untuk 
memanipulasi dan mengukuhkan kehadirannya sembari memarjinalkan kelompok minoritas 
(Sudibyo,2004:68). 

Ideologi media banyak dipengaruhi sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berlaku 
kala itu. Bergantinya sistem politik mengakibatkan berganti pula dominasi ideologi media 
yang berkembang. Ideologi media tidaklah bersifat statis. Lewat teks media, sebuah ideologi 
bisa ditengarai bagaimana ia dikonstruksi, ditantang, ataupun berubah.I| 
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Hand-Out 07 
IDEOLOGI PERS DAN MEDIA 


Hampir tidak ragu lagi, kebebasan media di Indonesia luar biasa. Sebagian orang 
mungkin dengan nada marah menyebut itu sudah 'kebablasan'. Tidak banyak negara yang 
memiliki pers sebebas Indonesia, negara-negara Barat sekalipun. Tak ada di negara 
manapun di muka bumi, misalnya, majalah Playboy dijajakan di persimpangan jalan Jakarta. 

Majalah ini ditawarkan secara bebas kepada para pengendara dan penumpang 
mobil. Padahal, di negara Barat sekalipun, media seperti itu dijual secara sangat restriktif, di 
pojok yang tinggi yang hanya bisa dijangkau orang dewasa. Negara kita seolah tidak 
berdaya menghadapi gejala ini. Itulah salah satu 'buah' dari kebebasan pers dan media 
massa dalam masa reformasi, di mana pers dan media massa tidak lagi memerlukan izin 
penerbitan dan usaha. Juga tak ada lagi pembredelen, seperti masa Orde Baru. Hasilnya, 
kita menyaksikan terjadinya 'ledakan' berbagai macam media massa, sejak dari majalah, 
tabloid, surat kabar, dan juga media elektronik. Banyak juga yang tidak bisa bertahan lama: 
tetapi sebanyak yang bangkrut, sebanyak itu pula yang tumbuh. 

Dalam observasi saya, banyak penerbitan pers dan media massa lainnya dalam 
kiprahnya kelihatan lebih banyak didorong motif untuk mencari untung semata daripada yang 
lain-lain. Bukan rahasia lagi, banyak media lebih cenderung mengeksploitasi kekerasan, 
penyimpangan seks, perilaku mistik dan takhyul, serta gaya hidup materialistik dan 
hedonistik. Semua bad news inilah yang betul-betul merupakan good news bagi sebagian 
pers dan media massa. 

Fenomena ini tampaknya tidak terbatas pada pers atau media massa yang 
dikategorikan pinggiran. Pers atau media massa yang sebenarnya termasuk mainstream, 
arus utama, juga terjerambab dalam praktik semacam itu. Bahkan, juga terdapat pers dan 
media massa nasional yang sering tampil dengan crusading spirit, menampilkan berita dan 
suara yang pada dasarnya bukan representasi mainstream masyarakat, yang jarang sekali 
diberikan tempat sebagai counter-balance. Hasilnya hanyalah mendorong meningkatnya 
friksi, ketegangan, dan bahkan konflik dalam masyarakat. 

Hal ini mungkin didorong semacam psike, bahwa hal-hal seperti itulah yang lebih 
disukai sebagian pembaca atau pemirsa. Tetapi sadar atau tidak, kecenderungan ini telah 
mengakibatkan pers dan media massa dapat kehilangan salah satu fungsi utamanya, yaitu 
mendidik para pembaca atau masyarakat umumnya, tidak hanya sekadar melaporkan 
berbagai peristiwa. Pers dan media massa seyogianya tidak hanyut ke dalam arus selera 
rendah yang ada di kalangan masyarakat. Sebaliknya, harus berani menantang arus 
tersebut dan tetap setia pada komitmen untuk mendidik bangsa menjadi bangsa yang lebih 
cerdas, berharkat, dan beradab. 

Karena itu, tepat sekali imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu 
pada kesempatan Hari Pers Nasional 2008, bahwa kalangan pers sudah waktunya 
melakukan refleksi kritis dan otokritiks apakah dengan kebebasan pers (dan media massa| 
sekarang ini, semua yang diperankan pers sudah tepat dan betul-betul membawa manfaat 
bagi bangsa. Bahkan, Presiden Yudhoyono meminta pers dan media massa nasional untuk 
mengembangkan prinsip sensor diri (self censorship) agar dapat mengontrol dirinya dalam 
masalah pemberitaan yang layak dimuat atau tidak. Sebab, pemerintah tidak akan pernah 
lagi melakukan kontrol. 

Mungkin kalangan pers dan media massa nasional bahkan tidak suka dengan self- 
censorship yang mereka pandang justru dapat membelenggu kebebasan pers dan media 
massa. Tetapi, pers dan media massa umumnya semestinya memiliki dan berpegang pada 
idealisme, atau tujuan-tujuan mulia, misalnya, mencerdaskan bangsa, membentuk 
masyarakat yang lebih beradab, lebih demokratis, lebih menghormati hukum, lebih toleran, 
dan seterusnya. Inilah idealisme dan 'ideologi' yang semestinya mereka perjuangkan melalui 
berbagai bentuk pemberitaan yang mereka jalankan, sejak dari peliputan, pemilihan, dan 
penerbitan berita. 

Ideologi" pers atau media massa umumnya boleh jadi bersumber dari pandangan 
dunia tentang kebangsaan, kemanusiaan, dan bahkan agama. Apa pun 'ideologi yang dianut 


28 


journalism basic training/ nur sayyid santoso kristeva 


masing-masing pers dan media massa umumnya, dalam kerangka Indonesia seyogianya 
tetap memiliki komitmen pada pengembangan kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan 
bangsa. Di tengah kerapuhan dan kerentanan sosial bangsa yang masih berlanjut, 
sepatutnyalah komitmen seperti ini menjadi pemandu bagi seluruh insan pers dan media 
massa nasional. Bagaimanapun, di samping kekebasan yang dimilikinya, pers dan media 
massa mestilah memiliki nurani tentang kepatutan dan kepantasan dalam setiap kiprah, agar 
dapat memainkan peran lebih kontributif bagi bangsa dan negara Indonesia. 


Catatan tambahan: Ideologi Pers dipertanyakan 

Idelogi dan nasionalisme pers hingga kini masih dipertanyakan, mengingat 
pemberitaannya yang mayoritas menampilkan konflik lokal masyarakat di berbagai daerah 
serta kerap menggunakan bahasa asing dalam penyiarannya. "Banyak stasiun radio di 
Batam menggunakan bahasa China dalam siarannya sehari-hari. Belum lagi soal peristiwa 
bentrokan lokal di daerah-daerah yang diberitakan berulang-ulang oleh media massa," 
ungkap Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri 
(Depdagri) Sudarsono, di Jakarta, Selasa. Berbicara pada diskusi pemantapan nilai 
kebangsaan dalam kehidupan berdemokrasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang 
Politik, Hukum dan Keamanan, ia mengatakan, pemberitaan yang berulang-ulang akan 
menjadi masalah ketika media massa asing ikut menayangkannya dengan menambahi atau 
mengaitkan data kejadian masa lalu, seperti berbagai peristiwa peledakan bom di tanah air. 
"Harus dipertanyakan seperti apa sebetulnya ideologi pers kita sekarang. Semua itu tadi 
nyambung dengan kebebasan pers yang dinikmati saat ini," ujar Sudarsono. la meyakini, 
dampak "kinerja" kebebasan pers seperti itu berdampak pada pencitraan Indonesia yang 
akhirnya akan memberikan efek pada kehidupan sosial ekonomi nasional. Sementara itu, 
rohaniawan Antonius Benny Susetyo menyayangkan cara berpikir seperti itu, apalagi jika 
masih banyak penjabat pemerintah saat ini yang menganut pemikiran itu. "Jangan sampai 
cara berpikir seperti itu, menyalahkan kebebasan pers. Justru seharusnya berlanjut dan 
mengarah pada upaya merevisi Undang-Undang Pokok Pers serta menghapus kebebasan 
dalam mengontrol jalannya pemerintahan yang sudah ada sekarang," ujar Benny.II 
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Hand-Out 08 
KAPITALISASI MEDIA DAN PERGESERAN IDEOLOGI JURNALIS 


Prawacana 

Hampir semua kalangan mengetahui, fungsi media massa selain sebagai media 
informasi, hiburan dan pendidikan, juga sebagai kontrol sosial. Teori ini, sudah demikian 
mengakar, terutama dikalangan jurnalis. Atau paling tidak, pengetahuan ini akan diterima 
oleh mahasiswa semester satu, khususnya yang sedang menempuh mata kuliah jurnalistik. 

Tidak berlebihan jika kemudian saya berani mengatakan fungsi media massa yang 
tersebut di atas tadi, sudah seharusnya menjadi “ideologi” (landasan dasar pemikiran) bagi 
setiap pelaku dan pengelola media massa, cetak maupun elektronik. Namun di tengah 
upaya menjaga “ideologi” ini, media massa juga dihadapkan pada banyak hal. Salah satunya 
adalah tuntutan profesionalitas. Tuntutan ini, sudah tentu membutuhkan biaya (cost) tinggi, 
terutama untuk menyejahterakan para jurnalis-nya. Memberi upah yang layak bagi jurnalis 
menjadi penting artinya, agar para jurnalis tetap menjaga “ideologi”-nya, dan tidak 
terkontaminasi oleh “candu amplop”. 


Ideologi Oplah 

Guna meningkatkan kesejahteraan ini, tentu saja sebuah institusi pers tidak 
“diharamkan” jika kemudian memburu iklan. Sebab, diakui atau tidak, sudah menjadi rahasia 
umum jika hidup dan matinya media massa akan sangat ditentukan oleh suntikan iklan. 
Tetapi ada sebuah kenyataan yang kemudian kita saya miris, ketika sebuah media massa 
kemudian meninggalkan “ideologi” pers-nya yang notabene sebagai informasi, hiburan, 
pendidikan dan kontrol sosial, lantas meraup halaman koran atau jam tayang media 
elektronik dipenuh oleh iklan. Ini memang bukan satu dosa bagi sebuah institusi pers untuk 
menangguk iklan sebesar-besarnya. Tetapi tanpa mempertimbangkan hak pembaca dan 
pemirsa yang seharusnya lebih banyak mendapat informasi “berita” dari pada sekedar iklan, 
ini sebaiknya juga menjadi pertimbangan bagi para pengelola media massa. Kenapa ini 
menjadi penting? Sebab, selain memang ada undang-undang khusus yang mengatur 
persentase pemasangan iklan sebesar 20 persen pada media massa, tetapi “meng- 
agungkan” iklan semata tanpa mempertimbangkan tanggungjawab moral-sosial dan hak 
masyarakat, juga bagian dari pengingkaran “ideologi” pers itu sendiri. Kecuali jika kemudian 
semua pengelola institusi pers sepakat, mengganti ideologi media massa ini bukan lagi 
tanggungjawab moral tetapi ideologi-nya menjadi “oplagh atau iklan”. 

Di tengah realitas demokrasi seperti sekarang, kapitalisasi media massa menjadi 
sesuatu yang tidak asig lagi. Dan konsekuensinya, ideologi media massa sudah mengalami 
pergeseran, dari “ideologi moral” menjadi “ideologi Ooplagh”. Jumlah eksemplar atau 
“oplagh” dan pendapatan iklan kini sudah menjadi ideologi. Ironisnya, pernah terjadi pada 
sebuah media massa di Palembang, sebuah berita yang cukup penting, harus tergusur oleh 
karena halaman kota dipenuhi iklan. Pada kondisi ini, seorang jurnalis sering dihadapkan 
pada posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, ingin mengedepankan idealisme-nya tetapi di 
sisi lain ia juga harus hidup dari iklan. Dengan kenyataan seperti inilah, bukan saja jurnalis 
pemula atau yang senior sering kesulitan menjaga ideologi-nya untuk tetap mengedepankan 
pesan-pesan moral-nya ketimbang harus menghujani halaman koran atau tayangan 
siarannya televisi dan radio dengan iklan. Akibat pergeseran ideologi ini, sering 
mengakibatkan dis-orientasi seorang jurnalis, dari posisinya sebagai “pemburu berita” 
menjelma menjadi “pemburu iklan”. Jika ini yang sekarang terjadi, berarti berapa juta jurnalis 
di Indoensia sedang “terjajah” oleh rupiah. 

Mencari penghasilan, memang hak asasi bagi setiap jurnalis. Tetapi, terkooptasi 
oleh pencarian iklan, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan moralitas, juga bagian dari 
proses pembodohan bagi masyarakat, atau juga bagi diri sendiri. Maka menjadi sebuah 
catatan, jika kemudian dalam Haria Pers Nasional (HPN) 2008, Presiden SBY 
mencanangkan perlunya sensor bagi setiap berita. Sensor dimasud bukan melalui Menteri 
Penerangan, melainkan sensor itu dilakukan sendiri oleh media, oleh jurnalis dan redaktur. 
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Pernyataan ini secara langsung atau tidak, sebagai bentuk “keprihatinan” SBY, terhadap 
sejumlah media massa, yang cenderung mendahulukan oplagh ketimbang moral. 


Pegadaian ideologi 

Potret buram media dalam era kekinian, ada beberapa sebab yang melatari. 
Pertama, sebuah institusi media memang dibangun atas dasar “ideologi oplagh”. Sehingga, 
yang menjadi tujuan adalah bagaimana memperbanyak penjualan dan memburu iklan 
sebanyak-banyaknya, termasuk liputan sepasang pegantin atau hanya sekedar meng- 
ekspose khutbah jumat seorang pejabat tinggi di sebuah daerah. Kedua, tidak adanya 
pencerahan ideologi di kalangan jurnalis. Pencerahan yang saya maksud adalah, proses se- 
usai rekutment jurnalis, institusi media sangat jarang melakukan pendidikan ideologi bagi 
para jurnalis yang baru saja diterimanya. Akibatnya, ketika seorang jurnalis turun ke 
lapangan tidak jarang kemudian terkontaminasi oleh iklim “amplop” yang memang sudah 
menggurita di setiap pojok instansi pemerintah dan swasta. Ironisnya, hampir semua instansi 
pemerintah telah mengalokasikan dana untuk “amplop” bagi kalangan jurnalis. 

Dengan “keringnya” in-house training ideologi inilah, jurnalis yang secara kebetulan 
masuk ke sebuah media massa yang dilatari oleh gagalnya test PNS, tentu akan berada 
pada kegamangan memilih ideologi sebuah media. Belum lagi iklim di lapangan, hampir 
sudah menjadi siklus (lingkaran syetan) yang sangat berpotensi untuk melakukan pegadaian 
ideologi. Seorang jurnalis, ada saja yang mengancam membeberkan sebuah “data hitam” 
kepada seorang kepala instansi tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan 'upeti'. 

Akibat terjadinya dis-orientasi ideologi dalam konteks media massa, nilai-nilai moral 
kemudian bukan lagi menjadi hal penting, melainkan nilai-nilai nominal rupiah yang 
kemudian menjadi “ideologi”. Kondisi ini, untuk kemudian banyak dimanfaatkan oleh para 
pemilik modal untuk “mengupah” dan “membeli' jurnalis yang kemudian membuka media 
baru dengan kepentingan tertentu. Bila “membeli' jurnalis untuk profesionalitas dalam 
pengelolaan sebuah media, bukanlah menjadi satu “dosa'. Tetapi, memperkerjakan jurnalis 
dengan membiarkan 'uli disket tenggelam dalam kubangan amplop, ini merupakan tindakan 
penindasan nyata yang memerlukan perlawanan secara kolektif. Kenapa ini menjadi 
penting? Sebab, tanpa kejelasan ideologi bagi para jurmalis, maka yang terpikir kemudian 
bukan bagaimana menjadi jurnalis yang tetap menjaga nilai-nilai dan moralitas, melainkan 
menceburkan diri “tanpa ideologi” dalam kubangan media massa yang sarat kepentingan, 
baik yang dilakukan seorang tokoh, atau pemilik modal. Realitas ini sekarang sudah 
sedemikian kronis, sehingga sebagian masyarakat kita bukan tidak mungkin akan 
memandang jurnalis hanya sebagai "tukang peras' para pejabat, dari kepala desa sampai 
tingkat menteri. Sikap ini tidak bisa dipersalahkan. Sebab, sebagian jurnalis kita juga masih 
menganut 'aliran media sesat ini. 

Ada sebuah argumentasi yang kemudian muncul. “Memegang prinsip pada ideologi 
adalah lapar”. Pola pikir inilah, yang kemudian membenarkan adanya “jual beli” harga diri 
media massa, sekalipun seorang jurnalis harus menjadi “kacung” dari sebuah kepentingan. 
Banyak kasus yang mungkin sudah menjadi catatan sejarah media massa. Berapa banyak 
jurnalis yang kemudian ter-PHK, lantaran menerima uang judi. Atau berapa banyak jurnalis 
yang kemudian harus “menyembah” kapitalis, dengan tanpa mengindahkan ideologi media 
massa, yang sudah terpatri di dalam hati nuraninya. Agak sulit memang, menghadapi 
hunjaman kapitalisme di tengah krisis ideologi. Dan menjadi realitas yang menyedihkan jika 
kemudian kapitalisme ini lebih menjadi jalur ideologi sebuah institusi media, atau bagi para 
jurnalisnya sendiri, dari pada harus tetap mengedepankan informasi yang mendidik, 
menghibur dan mengontrol sebuah kebijakan. 

Dengan hunjaman kapitalisme melalui iklan, mungkin secara tidak sadar bahwa 
media massa juga sedang mengkampayekan “iklan pembodohan”. Memang, tidak semua 
iklan membodohi tetapi dengan mencerabut ruang keleluasaan informasi yang mendidik dan 
menggantinya dengan ragam iklan yang belum jelas juntrungannya, juga menjadi berakibat 
pada bodohnya masyarakat terhadap informasi. Sebab, diakui atau tidak media massa 
merupakan alat strategis untuk mencerdaskan masyarakat, tetapi seiring dengan itu media 
massa juga menjadi alat yang strategis pula untuk melakukan pembodohan masyarakat. 
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Kondisi ini kemudian diperparah dengan masuknya para pemilik modal yang sama 
sekali tidak mempunyai latarbelakang pers. Ide ini kemudian disambut oleh kalangan eks- 
jurnalis yang secara kebetulan belum mendapat pekerjaan lain. Gayung pun bersambut. 
Hasilnya sudah dapat diperkirakan. Bagaimana wajah dan visi sebuah media massa, jika 
dikelola oleh tim kerja yang memang sebelumnya tidak mempunyai ideologi. Media massa, 
tak lebih menjadi alat dari kapitalis atau menjadi “kuda” dari kepentingan politik pemilik 
modal. Dan kini bukan hal yang asing bila seorang penguasa, bisa memiliki media massa 
untuk kepentingan politiknya. Sebab, dengan kebebasan seperti sekarang, tak ada yang 
dapat melarang untuk menerbitkan media massa siapapun ia. Kuncinya berani “membeli” 
jurnalis” dengan tawaran upah yang menggiurkan. 

Ketiga, realitas lain yang mengakibatkan pergeseran ideologi ini adalah, munculnya 
pengelola media massa “penembak” jitu. Ada sebuah media massa di Sumatra Bagian 
Selatan yang melakukan “penembakan” terhadap sebuah perusahaan tertentu, dengan 
tujuan agar perusahaan tersebut bersedia memasang iklan. Pada awanya, media "penembak 
jitu' ini membeberkan kebobrokan perusahaan yang dimaksud, untuk kemudian pengelola 
media massa melakukan menosiasi untuk melaukan deal. Tujuannya jelas bukan berdasar 
pada keinginan meluruskan sistem yang ada di perusahaan tersebut, namun sebaliknya, 
ingin “dirangkul” perusahaan agar media tempat ia bekerja tetap hidup dan menghidupi 
jurnalisnya. Fantastsi memang. Perusahaan yang diserang, tanggap dan cerdas. Apalagi 
para petinggi perusahaan sudah melihat orientasi pengelola media. Tanpa ada pemberitaan 
sebelumnya, tiba-tiba pekan berikutnya, pemberitaan kebobrokan itu lenyap bagai di telan 
bumi. Dan selanjutnya muncul satu halaman penuh advetorial (khusus iklan) perusahaan 
tersebut, dengan kalimat yang menyegarkan. Sejak halaman “dibeli” tak ada lagi 
pemberitaan buruk bagi perusahaan yang sebelumnya “dihabisi” sampai kulit-kulitnya. Maka 
saat itulah, pengelola media dan jurnalisnya mengatakan, “selamat tinggal idealisme, dan 
selamat datang kapitalis”. 

Dalam kondisi seperti ini, mungkin bukan saja kita, tetapi Tuhan sekalipun akan 
kesulitan menggelari jurnalis apa yang harus bekerja dibawah kepentingan itu. Mungkin, kita 
sama-sama harus mencari referensi itu. Kalaupuin tidak ketemu, mungkin, besok pagi, kita 
semua harus berlari menuju Tuhan, untuk kemudian kembali menanyakan tentang gelar bagi 
jurnalis seperti ini. Kini dan esok, semua pengelola media massa akan terus dihadapkan dua 
pilihan itu. Dilematis memang, tetapi setiap jurnalis harus memilih. Hanya hatinuranilah yang 
kemudian menentukan, akan dengan ideologi apa seorang jurnalis harus tetap menjaga 
nilai-nilai itu dalam kegiatan jurnalistiknya. Semua, kembali pada kedirian masing-masing 
jurnalis.IJ 
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Hand-Out 09 
KODE ETIK JURNALISTIK 
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) 


Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik 
Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana 
diamanatkan oleh pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers 
wajib dihormati oleh semua pihak 

Mengingat negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum 
sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, seluruh 
wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang 
bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan 
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 
berdasarkan pancasila. 

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu 
kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati 
dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia. 


BAB | 
KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS 
Pasal 1 
Wartawan Indonesia beriman dan bertagwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berjiwa 
Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, 
martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara 
serta terpercaya dalam mengemban profesinya. 


Pasal 2 
Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana 
mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara 
dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan 
dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu 
golongan yang dilindungi oleh undang-undang. 


Pasal 3 
Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnallistik (tulisan, suara, serta 
suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta 
sensasional. 


Pasal 4 
Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas 
pemberitaan. 


BAB II 
CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT 
Pasal 5 
Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan 
kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya 
jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama 
jelas penulisnya. 


33 


journalism basic training/ nur sayyid santoso kristeva 


Pasal 6 
Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan 
tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan 
nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum. 


Pasal 7 
Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut 
pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, 
prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang. 


Pasal 8 
Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak 
merugikan pihak korban. 


BAB III 
SUMBER BERITA 
Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh 
bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan 
identitasnya kepada sumber berita. 


Pasal 10 
Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat 
setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak 
jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita. 


Pasal 11 
Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan 
kredibilitas serta kompetensi sumber berita. 


Pasal 12 
Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya 
jurnalistik tanpa menyebut sumbernya. 


Pasal 13 
Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang 
bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan 
data bukan opini. 
Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab 
ada pada wartawan yang bersangkutan. 


Pasal 14 

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan 

tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita 
serta tidak menyiarkan keterangan "off the record". 


BAB IV 
KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK 
Pasal 15 
Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan 
mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan profesinya. 


Pasal 16 


Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahawa penaatan Kode Etik Jurnalistik 
ini terutama berada pada hati nurani masing-masing. 


34 


journalism basic training/ nur sayyid santoso kristeva 


Pasal 17 
Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas 
pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI. 
Tidak satu pihakpun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan 
Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini. 


Catatan Tambahan: 
Esensi Kode Etik 

Terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di gedung Sono Soeko 
(sekarang gedung Monumen Pers) Surakarta pada 9 Februari 1946 tidak diikuti dengan 
perumusan formal Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) seperti termaktub dalam dokumen 
resmi organisasi profesi, dalam hal ini PWI. Seperti dikemukakan dalam buku PWI Jaya Di 
Arena Masa yang disusun oleh Soebagijo I.N. pada hakekatnya apa yang kini disebut Kode 
Etik Jurnalistik itu pada kongres pembentukan PWI di Solo pernah sekilas dibicarakan. 
Waktu itu, Ketua (Mr. Sumanang) mengatakan bahwa dia sudah menyediakan rencana 
(naskah) suatu konvensi, yaitu suatu hukum yang tidak tertulis, suatu norma yang terlukis 
dalam batin kaum wartawan. Bunyinya: "Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi 
kepentingan Tanah Air dan Bangsa, dengan senantiasa mengingat akan persatuan bangsa 
dan kedaulatan negara". 

Hal ini dapat dimengerti karena yang menjadi pusat perhatian tokoh-tokoh pers yang 
berkumpul di Surakarta ketika itu adalah bagaimana menghimpun serta mengintegrasikan 
segenap potensi bangsa khususnya masyarakat pers Indonesia untuk mempertahankan 
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Seperti diketahui jauh sebelum proklamasi 
kemerdekaan dan pada periode revolusi fisik, pers Indonesia terkotak-kotak dalam beberapa 
kelompok penerbitan antara lain sebagai hasil rekayasa pemerintah Jepang. Sedangkan 
tokoh-tokoh PERDI (Persatoean Djoernalis Indonesia) setelah berhasil membentuk wadah 
itu pada 23-24 Desember 1933 di Surakarta, tidak segera dapat mengonsolidasikan wadah 
pers yang dibentuk pada masa penjajahan Belanda tersebut. Hal ini terjadi karena situasi 
dan kondisi perang kemerdekaan waktu itu menyebabkan masing-masing mempunyai 
kegiatan sendiri. 

Lagi pula, yang menjadi obsesi para tokoh pers yang berhasil mendirikan PWI di 
Surakarta 9 Februari 1946 itu adalah terbentuknya wadah perjuangan para wartawan dalam 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makna itu, antara lain, dapat ditangkap dari 
pidato sambutan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin atas terbentuknya PWI. Ia 
menegaskan peran aktif dalam meyakinkan masyarakat dan tentara bahwa tujuan yang 
hendak dicapai adalah kemerdekaan seratus persen, dan mempersatukan rakyat dan 
tentara agar saling membantu menegakkan persatuan (Sejarah Pers Nasional dan 
Pembangunan Pers Pancasila). 

Jadi dapat dimaklumi ketika PWI terbentuk tidak segera diikuti dengan perumusan 
formal dalam satu naskah otentik (Kode Etik Jurnalistik PWI) seperti dimiliki sekarang. 
Namun tidak berarti pers nasional waktu itu tidak memiliki landasan moral profesi berupa 
kode etik atau kode perilaku jurnalis. Sebab pada waktu mendirikan PERDI, Desember 1933, 
para tokoh pers perjuangan juga menyadari sepenuhnya bahwa kode etik sebagai landasan 
moral profesi mutlak diperlukan. Hal itu, antara lain, terbukti dari sikap dasar organisasi itu 
yang menyatakan mutlak perlunya pertanggungjawaban dalam melaksanakan kebebasan 
pers. Kemudian, sesuai dengan dinamika yang berkembang waktu itu PERDI menyatakan 
dengan tegas bahwa asas perjuangannya adalah menegakkan kedudukan pers Indonesia 
sebagai terompet perjuangan bangsa. 

Berangkat dari paradigma itu, PERDI menyatakan dirinya sebagai oganisasi yang 
bebas dari sekat-sekat pemisah berdasarkan suku, ras, agama, daerah asal, dan aliran 
politik. Tidak mengherankan apabila kemudian PERDI dikenal sebagai organisasi profesi 
berpaham kebangsaan. Tidak lain karena PERDI memiliki moto, "wartawan Indonesia 
terlebih dahulu adalah nasionalis dan baru wartawan" (Lintasan Sejarah PWI). Dalam 
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perkembangannya moto PERDI tersebut terkenal dengan ungkapan: "Nasionalis dulu baru 
Jurnalis". 

Lagi pula, para tokoh pers perjuangan itu menyadari sepenuhnya bahwa 
sebenarnya kode etik jurnalistik bersifat universal. Artinya, kode etik yang berlaku bagi 
wartawan di satu negara juga berlaku bagi wartawan di negara lain. Sebab prinsip-prinsip 
kode etik bahwa berita pers harus berimbang, bersifat netral, objektif, akurat, faktual, tidak 
mencampuradukkan fakta dan opini, tidak memasuki hal-hal bersifat pribadi (privacy), 
menghormati asas praduga tak bersalah, tidak bersifat fitnah, dusta dan cabul serta judul 
berita mencerminkan tubuh berita, berlaku bagi semua wartawan. Hanya saja, di sana-sini 
memang ada spesifikasi atau pengkhususan sesuai dengan kultur masing-masing dan 
karakteristik media yang dipakai para wartawan. 

Esensi kode etik yang demikian itulah yang juga menyemangati para tokoh pers 
yang mendirikan PWI di Surakarta, 9 Februari 1946. Terbukti dalam perkembangannya, 
sekalipun kode etik jurnalistik baru dirumuskan pada Kongres PWI di Malang tahun 1946 dan 
kemudian disahkan pada Kongres PWI di Surabaya tahun 1950 (Pers dan Masyarakat 
terbitan PP PWI), prinsip-prinsip kode etik yang bersifat universal tersebut menjadi landasan 
bagi penilaian pemberitaan pers. Dengan kata lain, para tokoh pers waktu itu dalam 
melakukan penilaian atas pemberitaan pers selalu mengacu kepada prinsip-prinsip kode etik 
yang bersifat universal tadi. Sekalipun harus diakui bahwa di sana-sini timbul penafsiran 
berbeda-beda atas prinsip-prinsip kode etik itu. Misalnya yang terjadi pada kasus Asa 
Bafagih, Pemimpin Redaksi Harian Pemandangan, Jakarta, pada Agustus 1952 karena 
memuat berita yang dianggap "membocorkan rahasia negara". 

Akan tetapi, dinamika perkembangan politik serta timbulnya berbagai masalah 
dalam pemberitaan pers pada awal 1950-an mendorong para tokoh pers pasca terbentuknya 
PWI untuk merumuskan secara formal kode etik jurnalistik lebih rinci, lengkap, dan 
komprehensif serta hasil kajian tim yang khusus dibentuk untuk itu. Dengan demikian, akan 
ada acuan atau pedoman baku dalam menilai apakah pemberitaan tertentu telah melanggar 
kode etik atau tidak. Di samping itu, mengingat intensitas pelanggaran atas prinsip-prinsip 
kode etik serta sensitivitas persoalan politik waktu itu, dirasa mendesak untuk segera 
merumuskan kembali kode etik jurnalistik PWI yang mampu menjawab perkembangan pers. 

Lebih-lebih, berlakunya UUDS-1950 yang menganut sistem kabinet parlementer dan 
praktek pers liberal sangat mewarnai pemberitaan pers. Pasal 19 UUDS-1950 menegaskan, 
setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pasal inilah 
yang mendasari praktek pers liberal waktu itu. Persoalan pers menjadi makin serius karena 
selain pratek pers liberal, jauh sebelumnya pemerintah Indonesia pada November 1945 telah 
mengeluarkan kebijakan penerapan sistem multipartai. Konsekuensinya bermunculanlah 
banyak partai. Dan ternyata masing-masing partai menerbitkan suratkabar dan majalah 
sendiri sebagai alat perjuangan partai. Tidak mengherankan apabila kemudian pers nasional 
waktu itu diramaikan oleh media partisan. 

Banyaknya media partisan sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan 
partai dan didukung oleh sistem pers liberal membuat wajah pers nasonal waktu itu diwarnai 
oleh polemik berkepanjangan antara partai yang satu dengan partai yang lain. Atau polemik 
berlarut-larut antara tokoh partai yang satu dengan tokoh partai yang lain, sehingga sering 
melewati batas-batas kebebasan pers, bahkan memasuki hal-hal bersifat pribadi. 

Dalam buku Sejarah Pers Indonesia oleh Soebagijo I.N. dicatat bahwa memang 
pada zaman liberal juga ada gejala-gejala atau pertanda yang menunjukkan pers banyak 
dibuat untuk menyebar fitnah, mencaci maki, menjatuhkan martabat seseorang atau 
keluarga, tanpa memikirkan ukuran-ukuran sopan-santun dan tatakrama. 

Tidak hanya itu. Pers yang sangat liberal tadi membuat sebagian pers waktu itu 
mempraktekkan kebebasan tanpa batas, sama sekali tidak diiringi oleh tanggung jawab 
terhadap kepentingan publik. Hal ini membuat tokoh-tokoh pers terpanggil untuk melakukan 
penertiban. Apalagi sebagian pers waktu itu mempraktekkan pemberitaan yang bersifat 
sensasional berlebihan sehingga menyesatkan masyarakat. Tidak jarang pemberitaan pers 
disusupi oleh gaya agitatif yang dipicu oleh kepentingan partai. Akibatnya, pertentangan 
partai, termasuk di kalangan pers makin tajam. Artinya, kalangan pers waktu itu juga 
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terkotak-kotak sebagai terompet partai yang berakibat terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip 
kode etik melalui “perang pena” bekepanjangan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang 
lain. Tegasnya, pers zaman itu cenderung dijadikan sebagai alat politik dan tidak lagi 
memperhatikan etika pers sebagaimana seharusnya. 

Memang kalau kita menelusuri kembali catatan sejarah perjalanan bangsa ini 
terutama sejarah perkembangan pers Indonesia, jelas sekali bahwa pimpinan nasional 
sudah memiliki komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan pers. Demikian juga esensi 
kode etik sebagai landasan bagi para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya selalu 
ditekankan dan diingatkan oleh para pemimpin bangsa waktu itu dalam berbagai 
kesempatan. Di samping itu, harus diakui pula bahwa perjuangan kemerdekaan pers pada 
zaman itu masih sangat kental dengan konteks perjuangan bangsa secara keseluruhan. Hal 
itu, antara lain, tercermin dalam konvensi yang diterima dan disepakati oleh para pendiri PWI 
tanggal 9 Februari 1946 yang mengatakan, “Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja 
bagi kepentingan tanah air dan bangsa, dengan senantiasa mengingat akan persatuan 
bangsa dan kedaulatan rakyat”. 

Namun perlu juga dicatat sikap para tokoh pers dan pendiri PWI yang memelihara 
jarak dengan pemerintah. Independensi pers dijunjung tinggi. Setiap upaya pihak pemerintah 
yang mengarah pada campur tangan urusan pers dengan tegas ditolak oleh tokoh-tokoh 
pers. Jadi, kalau pada pembahasan RUU Pers akhir 1998 dan awal 1999 yang kemudian 
menjadi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sangat gencar disuarakan independensi pers, 
dalam arti jangan ada lagi campur tangan birokrasi terhadap pembinaan dan pengembangan 
kehidupan pers nasional, maka sebenarnya komitmen seperti itu sudah digelorakan sejak 
pembentukan PWI tahun 1946. Seperti diketahui, pada saat pembahasan RUU Pers itu di 
DPR-RI, kalangan pers dengan gigih memperjuangkan independensi dimaksud. Hasil 
perjuangan itu memang tercapai dengan bulatnya pendirian yang mengatakan, “biarkanlah 
pers mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi campur tangan 
birokrasi”. Aktualisasi keberhasilan perjuangan itu adalah dibentuknya Dewan Pers yang 
independen sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Sikap memelihara jarak dengan pemerintah tersebut bukan hal baru bagi 
masyarakat pers. Dengan kata lain sejak semula para pendiri PWI menolak campur tangan 
pemerintah berkenaan dengan pembinaan kehidupan pers. 

Hal itu terbukti dalam rapat yang diadakan segera setelah terbentuknya Pengurus 
PWI yang diketuai Mr. Sumanang dengan anggota Syamsuddin Sutan Makmur (Rakyat, 
Jakarta), B.M. Diah (Merdeka, Jakarta), Soemantoro (Kedaulatan Rakyat, Yogya), Ronggo 
Danukusumo (Suara Rakyat, Kediri) dan Harsono Tjokroaminoto (Al-Djihad, Yogya). Dalam 
rapat ini dibicarakan juga mengenai nasib berbagai penerbitan di daerah serta kemungkinan 
fasilitas dari pemerintah. Tetapi dengan tegas hal itu ditolak oleh Ketua Umum Mr. 
Sumanang. 

Mengenai kemungkinan fasilitas dari pemerintah untuk membantu penerbitan di 
kota-kota kecil, Mr. Sumanang menggariskan sikapnya dengan menyatakan, “Tentang 
perhubungan dengan pemerintah, baiklah jika saya kemukakan pendirian saya, yang 
mudah-mudahan juga menjadi pendirian Persatuan kita. Janganlah kita terlalu gampang 
meminta, meskipun kepada pemerintah kita sendiri. Kita harus merasa puas dengan usaha 
kita sendiri, yang kita atur sendiri pula. Selama kita masih bertenaga dan bernafas, 
janganlah minta pertolongan siapa pun, supaya kita tetap bebas dalam menjalankan tugas 
kita. Negara kita ialah suatu negara yang berhukum, berdasar pada keadilan. Kita hanya 
berharap, dan jika perlu mendorong nanti, supaya pemerintah akan mengambil tindakan 
yang tegas dan nyata, yang sesuai dengan dasarnya.” 

Setelah uraian Ketua Umum itu, Syamsuddin Sutan Makmur kembali tampil 
berbicara mengutarakan adanya RUU Pers yang oleh pemerintah telah dimintakan 
pertimbangan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Menurutnya, dia 
tidak akan menyetujui adanya UU Pers tadi, karena tiap undang-undang mengandung 
maksud membatasi kemerdekaan melahirkan pikiran. Dalam hubungan ini dia mendapat 
bantuan/dukungan dari anggota BP-KNIP lainnya, dan maksud pemerintah itu dibatalkan. 
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Lebih lanjut anggota pengurus PWI Pusat yang baru terpilih itu mengaskan, “Kita 
kaum wartawan harus pandai menghargai kemerdekaan melahirkan pikiran itu dan sanggup 
berpikir yang luas dan bekerja teliti. Janganlah kita berbuat yang melanggar kemerdekaan 
itu, yang akibatnya merugikan kepentingan kita sebagai bangsa yang kini tengah dalam 
perjuangan dahsyat. Kita lawan adanya sensor. Kita tidak menyukai adanya hukuman 
administrative, kita tidak senang dengan adanya pemberangusan. Dalam pada itu kita harus 
sanggup mengadakan pembatasan sendiri. Sebaiknya kita mengadakan komisi yang 
memikirkan hal itu.” 

Namun pembentukan komisi yang diusulkan oleh Syamsuddin Sutan Makmur ini 
pun ditolak oleh seorang peserta rapat, yaitu Ibnu Parna (Penghela Rakyat, Magelang). Ibnu 
tidak setuju pembentukan komisi. Dia khawatir timbul ekses yang akan membelenggu kaum 
wartawan. Ibnu Parna menyatakan, “Sebaikya kita berjanji kepada diri sendiri bahwa dalam 
menunaikan tugas kewajiban, kita senantiasa menjaga kepentingan kita sebaik-baiknya.” 

Terhadap uraian Ibnu Parna ini, Ketua Mr. Sumanang menyatakan persetujuannya 
dengan menambahkan, “Kami sudah menyediakan suatu konvensi, suatu hukum yang tidak 
tertulis, suatu norm yang terlukis dalam bathin kaum wartawan yang harus dijunjung tinggi” 
(PWI Jaya Di Arena Masa, oleh Soebagijo I.N.). 

Komitmen pimpinan nasional akan independensi serta peranan pers nasional ini 
juga dinyatakan pada peringatan satu windhu PWI, Februari 1954. Tidak kurang dari Wakil 
Presiden Bung Hatta meninjau kedudukan dan peranan pers itu dalam kerangka sistem 
politik nasional. Dikatakannya, karena masyarakat umum bersikap pasif dan kurang mampu 
menyampaikan perasaannya secara jelas, maka perlu ada badan-badan berupa 
perkumpulan, partai dan cendekiawan atau wartawan untuk menduga perasaan dan 
kehendak rakyat. Perkumpulan dan partai menyatakan perasaan rakyat yang diwakilinya 
melalui keputusan pertemuan atau rapat, tetapi tidak setiap waktu dapat diadakan 
pertemuan atau rapat seperti itu. 

Atas kenyataan itu, Bung Hatta mengatakan, “Yang dapat bersuara setiap hari ialah 
surat kabar. Sebab itu surat kabarlah yang lebih mendekati sifat, apa yang disebut orang 
“anggota perasaan umum”. Sifat ini hanya dapat dipenuhi oleh suatu surat kabar, apabila ia 
memberikan kesempatan kepada tiap-tiap orang untuk melahirkan pendapatnya secara 
objektif, yang benar-benar mencerminkan perasaan rakyat yang terpendam. Dalam pada itu, 
pada tuntutan ini terdapat dua kesukaran. Pertama, orang yang pandai mengeluarkan 
pendapatnya tidak selamanya dapat menduga perasaan orang banyak yang pasif itu secara 
objektif. Sering ia mengemukakan pendapatnya sendiri, yang berdasarkan kepada 
keyakinan politiknya atau pandangan hidupnya. Sebagai cita-cita penganjur, ini memang ada 
baiknya, istimewa dalam lapangan pembangunan masyarakat. Pendapat semacam itu dapat 
melahirkan pendapat yang bertentangan. Dan dari pertukaran pikiran kita dapat mencapai 
kebenaran yang lebih sempurna. Tapi persoalan ini, apabila ia mengenai soal-soal politik 
menghadapi kesulitan yang kedua. Yaitu, surat kabar tidak selamanya bersikap netral, ia 
juga memiliki bulu. Pembawaan dari demokrasi ialah bahwa lambat laun kebanyakan surat 
kabar memihak kepada salah satu aliran politik atau terpengaruh oleh salah satu partai 
politik. Apabila suatu surat kabar sudah menjadi suara dari suatu partai politik, ia tak mudah 
lagi menjadi “mimbar umum” yang memuat juga suara-suara dari golongan politik yang 
berlainan faham. Surat kabar itu tidak lagi “anggota perasaan umum”, melainkan saluran 
bagi sebagian dari perasaan umum” 

Pemikiran atau pendapat yang dikemukakan Wakil Presiden Moh. Hatta pada 1954 
tersebut memang masih relevan dan aktual dikaitkan dengan perkembangan pers dewasa 
ini, termasuk masalah komitmen dan konsistensi pers atas esensi kode etik. Sebab ada 
sementara kalangan wartawan yang justru memandang sebelah mata kode etik jurnalistik. 
Yaitu kalangan yang mengatakan bahwa kode etik itu pada hakikatnya merupakan 
pembatasan atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Karena di dalam kode etik 
terdapat sejumlah larangan dan pantangan. Adanya sejumlah larangan dan pantangan inilah 
yang menjadi dasar mereka menolak pelaksanaan kode etik untuk selanjutnya mengatakan, 
biarkanlah wartawan tersebut berkiprah dan berekspresi tanpa dibatasi oleh kode etik. 
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Pendapat yang kontroversial seperti ini jelas sangat bertentangan dengan sikap, 
prinsip, dan pandangan hidup para pendiri PWI serta pimpinan nasional yang memandang 
peranan pers sangat penting dalam menegakkan demokrasi serta menyalurkan aspirasi dan 
pendapat masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti itu, mutlak diperlukan 
kode etik sebagai landasan moral profesi. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya 
pemberitaan pers apabila tidak ada kode etik sebagai rambu-rambu dan landasan perilaku 
wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Bisa-bisa pemberitaan pers tanpa 
kode etik itu menjadi anarkis atau bersifat teror yang merugikan dan meresahkan 
masyarakat. Pers tidak bisa menutup mata dan telinga atas adanya keluhan dalam 
masyarakat belakangan ini yang mengatakan telah terjadi apa yang mereka sebut 
yurnalisme anarki”, Jurnalisme provokasi”, jurnalisme teror”, jurnalisme hitam”, “jurnalisme 
pelintir” dan tidak kurang dari Dr. Roeslan Abdulgani menambah daftar predikat negatif itu 
dengan sebutan “jurnalisme got”. Yaitu media yang sesukanya terbit serta isinya tidak jelas 
dan asal-asalan. 

Jika kita menyimak kembali catatan sejarah pers nasional serta pemikiran dan 
pendapat yang dikemukakan oleh pimpinan nasional sejak Indonesia merdeka, demikian 
juga tokoh-tokoh pers pendiri PWI tahun 1946, jelas sekali komitmen mereka akan esensi 
kode etik. Sebab hanya dengan kode etik itulah tugas dan fungsi serta peranan pers dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi karena kondisi objektif bangsa dan negara waktu 
itu yang masih memusatkan segenap pikiran, waktu, tenaga, dan dana yang ada untuk 
mempertahakan proklamasi kemerdekaan, sekalipun esensi kode etik memang sangat 
diperlukan, maka belum ada waktu yang cukup untuk merumuskan kode etik jurnalistik 
tersebut secara formal. Meski demikian, sebenarnya para tokoh pers waktu itu telah memiliki 
pemahaman dan pengetahuan serta penjiwaan yang dalam akan prinsip-prinsip kode etik. 

Apa yang dikemukakan Bang Hatta pada 1954 seperti disampaikan di atas, yaitu 
apabila surat kabar tidak lagi menjadi “anggota perasaan umum” karena telah memihak 
kepada kepentingan politik tertentu sehingga media itu menjadi saluran dari sebagian 
“perasaan umum” menjadi kenyataan dalam perkembangan pers itu sendiri. Sebab, 
sekalipun tidak persis sama dengan gambaran pers seperti dikemukakan Bang Hatta pada 
1954 tersebut, namun Mochtar Lubis, wartawan senior dan pemilik Harian Indonesia Raya di 
waktu yang lalu menggambarkan sisi lain dari perkembangan pers. Dalam tulisannya yang 
dimuat dalam buku “Visi Wartawan 45”, diterbitkan Penerbit Media Sejahtera pada 1992, 
Mochtar Lubis mengeritik etos kerja wartawan yang menurutnya terkena erosi dengan 
perkembangan perusahaan pers yang mengharuskan mereka melakukan kompromi untuk 
melindungi kepentingan-kepentingannya. Wartawan senior itu mengatakan, perkembangan 
perusahaan pers Indonesia telah menjadi perusahaan conglomerate (mencakup berbagai 
bidang usaha lain) dan mungkin perusahaan pers itu sendiri menjadi lembaga yang punya 
vested yang hendak dilindunginya. Apakah dengan perkembangan seperti ini kita masih 
dapat mempertahankan kedudukan pers Indonesia sebagai pers yang memiliki etos seperti 
dulu? Padahal etos dan etika profesional yang bermutu tinggi merupakan syarat utama yang 
harus dihayati oleh pers dan wartawan Indonesia. 

Masih erat kaitannya dengan soal etika profesi, Jakob Oetama, Pemimpin 
Umum/Pemimpin Redaksi Harian Kompas dalam bukunya “Pers Indonesia Berkomunikasi 
Dalam Masyarakat Tidak Tulus”, Penerbit Buku Kompas , Oktober 2001, menggambarkan 
perihal etika itu sebagai wujud pertanggungjawaban pers. Sebab, menurut tokoh pers yang 
satu ini pertanggungjawaban pers itu sebenarnya ada dua bagian. Yaitu 
pertanggungjawaban pers menurut pasal-pasal pidana yang terdapat dalam KUH Pidana 
dan dapat menjerat pers. 

Tapi pertanggungjawaban pers yang lain ialah pertanggungjawaban dari dalam, dari 
wartawan, dari pemilik dan pengelola pers, dari pers sebagai institusi. Pertanggungjawaban 
dari dalam biasa disebut pertanggungjawaban etika. Jakob Oetama mengutip pendapat John 
C. Merrill dari Misouri School of Journalism tentang etika yang mengatakan, etika yang 
bermuka dua, kewajiban terhadap diri sendiri dan kewajiban terhadap orang lain, 
menunjukkan posisi setiap orang sebagai insan individual dan insan sosial. Sejalan dengan 
pemikiran itu, kemudian Jakob Oetama menekankan bahwa wartawan menulis untuk orang 
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lain, untuk khalayak pembaca, untuk masyarakat. Wartawan sekaligus menulis untuk diri 
sendiri. Dalam arti, tulisan ialah juga ekspresi diri, ekspresi diri wartawan. Wartawan 
mempertaruhkan diri lewat tulisannya. Standar yang ia terapkan dalam proses penulisannya 
bukan hanya menyangkut orang lain, tetapi sekaligus juga dirinya. Standar diri sang 
wartawan 

Tokoh pers ini lebih lanjut mengatakan, “Dengan sengaja saya beri tekanan 
pandangan itu, karena dengan demikian amatlah jelas, mengapa wartawan memerlukan 
etika dalam pekerjaannya. Juga menjadi jelas, bahwa jika hukum datang dari luar, etika 
datang dari dalam. Dari wartawan, pengelola pers, institusi pers.” Memang harus diakui, 
sebagai akibat kurangnya konsistensi wartawan menaati dan melaksanakan ketentuan kode 
etik dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, beberapa tahun terakhir makin banyak 
perkara pers, baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana, masuk ke pengadilan. 
Penyelesaian perkara pers secara hukum sebenarnya wajar-wajar saja, bahkan sangat 
diperlukan demi kepastian hukum. Namun perlu juga dicatat bahwa pasal-pasal perdata 
yang terdapat dalam KUHPerdata dan pasal-pasal pidana yang terdapat dalam KUHPidana 
pada umumnya sudah tergolong usang, tidak relevan lagi diterapkan atau dikenakan 
terhadap wartawan yang telah merdeka. Sebab perangkat perundang-undangan bidang 
perdata dan pidana itu diciptakan pemerintah kolonial Belanda sekitar 100 tahun lalu, 
sehingga banyak di antaranya tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan 
kemerdekaan pers. Masalahnya menjadi makin serius karena pasal-pasal perdata dan 
pidana yang sangat memberatkan pers tersebut diterapkan secara kaku oleh aparat 
penegak hukum. Dan sangat memprihatinkan karena terkesan aparat penegak hukum 
menempatkan dirinya sebagai sekadar “mulut undang-undang” dan “terompet hukum” 
sedemikian rupa sehingga mendistorsi kebebasan pers. Tidak hanya memakai “kacamata 
kuda” dalam menerapkan pasal-pasal perdata dan pidana yang tergolong usang itu, aparat 
penegak hukum pun sering kurang menghargai eksistensi kode etik jurnalistik. Banyak 
putusan majelis hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan penyajian berita yang 
telah sesuai dengan standar berita dan kode etik jurnalistik, sehingga sangat memberatkan 
pers. 

Penulis sendiri dalam makalah berjudul “Efektivitas Peran Pers Dalam Menunjang 
Pemajuan Dan Perlindungan HAM” pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang 
diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kahakiman dan HAM, 
14-18 Juli 2003 di Denpasar, Bali, menyatakan supaya paradigma kriminalisasi atas 
pemberitaan pers yang dianut KUHPidana warisan pemerintah kolonial Belanda ditinggalkan 
dengan melakukan dekriminalisasi. Yaitu pencemaran nama baik misalnya tidak lagi 
dikategorikan sebagai tindak pidana melainkan sebagai perkara perdata. Demikian juga 
mengenai ancaman hukuman tidak lagi berupa pemenjaraan (hukuman badan), melainkan 
sanksi pidana denda. 

Namun kondisi obyektif penegakan hukum di bidang pers seperti itu tidak perlu 
menyebabkan wartawan merasa “dihantui” oleh “ranjau-ranjau pers” yang masih terdapat 
dalam sejumlah ketentuan pidana yang berlaku sekarang. Sebab sekalipun masih terdapat 
ketentuan hukum yang tergolong usang dan diterapkan secara kaku sehingga dapat 
mengancam kebebasan pers, tapi apabila pers secara konsekuen dan konsisten 
menerapkan kode etiknya, maka bukan tidak mungkin jeratan hukum yang telah usang dan 
mengganggu iklim kebebasan pers itu dapat diminimalisasi melalui pelaksanaan kode etik 
jurnalistik. 

Dalam kaitan ini tepat sekali pendapat pakar hukum pers dan komunikasi, Prof. Dr. 
H.A.Muis SH dalam bukunya “Jurnalistik Hukum dan Komunikasi Massa Menjangkau Era 
Cybercommunication Milenium Ketiga”, penerbit PT. Dhanu Anuttama 1999, mengatakan 
bahwa, fungsi kode etik jurnalistik sebenarnya dapat mengamankan pelaksanaan kebebasan 
dan tanggung jawab sosial pers dari incaran ranjau-ranjau hukum pers jika dilaksanakan 
dengan baik (dipatuhi). Kode etik jurnalistik mempunyai fungsi sebagai polisi yang dibentuk 
sendiri oleh pers untuk mencegah ancaman ranjau-ranjau pers. Intervensi negara hanya 
dapat dicegah sejauh anggota-anggota profesi kewartawanan membentuk sendiri 
“kepolisian” dan menciptakan sendiri sistem kedisiplinannya. 
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Hakikat kode etik yang demikian itu sudah barang tentu diketahui dan disadari oleh 
para wartawan pada umumnya. Namun dalam kenyataannya, terdapat kesan seolah-olah 
kode etik itu merupakan sesuatu yang given sehingga sering diabaikan atau tidak dijadikan 
acuan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Para wartawan tentunya per-asumsi 
mengetahui juga pengertian kode etik itu seperti dikemukakan Dr. Krisna Harahap SH, MH 
dalam bukunya “Rambu-rambu Di Sekitar Profesi Wartawan” terbitan PT Grafitri Budi Utami, 
Bandung, 1996. Doktor ilmu hukum dan wartawan ini menjelaskan tentang pengertian etika 
itu sendiri yang mencakup upaya manusia untuk menilai atau memutuskan suatu perbuatan 
atau sikap mana yang baik mana yang buruk, mana yang salah mana yang benar. Dengan 
kata sehari-hari, kode etik dapat disebut sebagai “kata hati”. Jadi, “kata hati” para wartawan 
yang tergabung dalam organisasi PWI. Konsekuensinya, sebagai wartawan anggota PWI, 
setiap wartawan wajib menghayati Kode Etik Jurnalistik PWI, untuk kemudian 
mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, demikian Dr. Krisna Harahap SH,MA. 

Tapi kenyataan dalam praktek, “kata hati” yang telah diikrarkan oleh para wartawan 
itu sering kurang diperhatikan untuk tidak mengatakan diabaikan. Sebab pengalaman juga 
mencatat adanya keinginan yang mengatakan bahwa kode etik itu tidak perlu karena hanya 
memagari wartawan dalam berekspresi. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau masih 
ada yang menamakan dirinya wartawan tapi belum pernah membaca kode etik jurnalistik. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wina Armada S.A., SH dalam bukunya “Wajah 
Hukum Pidana Pers”, Penerbit Pustaka Kartini, Februari 1989 menunjukkan, meski Kode 
Etik Jurnalistik (KEJ) PWI hanya terdiri dari enam pasal, ternyata masih tetap saja ada 
wartawan yang belum pernah membaca KEJ itu. Perinciannya, 1996 belum pernah membaca 
KEJ, selebihnya 816 sudah membacanya. Dengan kenyataan tersebut, ditambah 
kebebasan pers yang sangat liberal dewasa ini, sudah tepat kebijakan yang diambil oleh 
PWI untuk melakukan seleksi ketat dalam penerimaan anggota. Yaitu harus melampirkan 
dalam surat pengangkatan menjadi wartawan dari perusahaan pers bersangkutan serta 
surat pernyataan bermeterai berisikan janji untuk menaati KEJ-PWI dalam formulir 
permohonan menjadi anggota. Sedangkan bagi wartawan free-lance harus melampirkan 
rekomendasi dari sekurang-kurangnya dua Pemimpin Redaksi atau Penanggungjawab 
pemberitaan media. 

Selain syarat-syarat dimaksud, juga dilakukan ujian sebelum seseorang diterima 
menjadi anggota PWI. Ujian ini terutama mengenai KEJ-PWI sehingga tidak ada lagi 
wartawan yang sama sekali tidak pernah membaca kode etiknya. Kebijakan penerimaan 
anggota seperti ini, selain akan mengangkat dan mempertahankan kredibilitas organisasi, 
sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang bersangkutan karena secara formal 
diakui menjalankan profesi kewartawanannya. Justru dengan perkembangan perusahaan 
pers yang sudah menjadi industri padat modal dewasa ini, terutama perusahaan media 
siaran televisi, etos kerja seperti ditekankan oleh wartawan senior Mochtar Lubis serta 
penaatan akan kode etik jurnalistik menjadi sangat penting. Sebab dengan perkembangan 
perusahaan pers menjadi industri padat modal, maka para investor yang menanamkan 
modalnya di bidang usaha pers tentunya mengharapkan imbalan dari modal besar yang 
diinvestasikan. Akibatnya terjadi pertentangan yang makin tajam antara kepentingan idiil 
pers di satu pihak dan kepentingan bisnis pers di pihak lain. 

Di sinilah etos kerja wartawan dituntut. Dalam arti, dedikasi dan loyalitasnya sebagai 
wartawan profesional harus dipertahankan dan juga ditingkatkan. Sekaligus dengan etos 
kerja itu, penaatan kode etik jurnalistik menjadi absolut. Itu berarti jangan sampai demi 
kepentingan bisnis pers, kode etik profesi dikorbankan atau diabaikan. Sebab, jika demikian 
halnya, ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatakan pers nasional 
sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa tidak terpenuhi sekalipun di pihak 
lain Pasal 3 ayat (2) UU Pers itu mengatakan, pers nasional juga berfungsi sebagai lembaga 
ekonomi. Dengan kedua ketentuan ini, maka harus ada keseimbangan antara kepentingan 
idiil pers dan kepentingan bisnis pers. Jangan justru sebaliknya kepentingan bisnis pers lebih 
diutamakan sehingga kepentingan idiil pers yang tercermin dalam kode etik jurnalistik 
diabaikan. 
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Masih berkaitan dengan penaatan atas kode etik, dihubungkan dengan 
perkembangan pers dengan kebebasannya yang sangat liberal dewasa ini, ada 
kecenderungan yang terlalu mengagungkan pendidikan formal dalam merekrut wartawan, 
seperti ilmu komunikasi dan publisistik. Seolah-olah pendidikan tinggi bidang komunikasi, 
misalnya, menjadi jaminan diperolehnya seorang wartawan yang profesional dan 
bermartabat dalam arti taat pada kode etik jurnalistik. Padahal kesarjanaan seseorang belum 
merupakan jaminan keberhasilan dalam dunia kewartawanan. 

Memang akhir-akhir ini ada kecenderungan perusahaan pers merekrut tenaga 
wartawan dengan mensyaratkan kesarjanaan semua bidang. Tidak mengherankan apabila 
kemudian banyak pelamar terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Tapi menurut keterangan yang 
diperoleh dalam seleksi penerimaan untuk direkrut menjadi wartawan yang dilakukan oleh 
beberapa perusahaan pers justru sarjana dari disiplin ilmu eksakta lebih banyak lulus tes 
dibandingkan sarjana dari disiplin ilmu sosial seperti bidang komunikasi dan publisistik. 

Dalam kaitan ini menarik untuk direnungkan pemikiran yang dikemukakan oleh 
tokoh pers nasional Djamaludin Adinegoro, seperti dimuat dalam buku Melawat ke Barat 
(1931) yang selanjutnya dikutip dan diuraikan dalam Sketsa Tokoh, Catatan Jakob Oetama 
di Intisari, Penerbit PT Intisari Mediatama (April 2003). Djamaludin Adinegoro mengatakan, 
wartawan yang baik seharusnya mempunyai pengetahuan umum yang luas, perhatian 
astasegi (veelzijdig), pandai menghargai paham lain, penglihatan yang tajam, pertimbangan 
yang cepat dan punya rasa tanggung jawab yang dalam. 

Bagaimana sebenarnya yang ideal bagi perekrutan wartawan? Jakob Oetama 
dalam bukunya itu mengutip penjelasan almarhum Djamaludin Adinegoro yag didasarkan 
kepada ajaran guru besarnya Prof. Dr. E. Dofivat sewaktu belajar jurnalistik di Jerman, 
seorang wartawan harus berbakat. Tetapi bakat saja belum cukup, masih harus 
dikembangkan. Lantas Jakob Oetama bertanya, “Benarkah pendapat yang mengatakan: 
journalist is born not made?” Tokoh pers yang namanya diabadikan dalam “Hadiah 
Jurnalistik Adinegoro” oleh PWI itu menjawab: "Bagi saya, bakat saja belum cukup, masih 
harus dikembangkan. Tetapi memang benar, kalau dua orang yang satu berbakat, yang lain 
tidak, sama-sama belajar, maka yang berbakat itu akan mencapai prestasi lebih tinggi.” 

Berdasarkan pemikiran ini, maka apabila seseorang akan terjun ke dunia 
kewartawanan, syarat pendidikan formal srata-1, misalnya tidak menjadi jaminan 
keberhasilan. Perlu didukung oleh bakat. Selain bakat, sudah barang tentulah dilengkapi 
dengan profesionalisme. Profesionalisme yang dimaksud di sini tidak hanya menyangkut 
keterampilan serta keahlian meramu bahan informasi, melainkan juga kemampuan serta 
penguasaan kode etik jurnalistik disertai kesetiaan dan keikhlasan melaksanakannya secara 
konsekuen dan konsisten. Lebih-lebih mengingat bahwa esensi kode etik merupakan ikrar 
mereka yang tergabung dalam satu organisasi profesi, dalam hal ini organisasi wartawan, 
untuk menaati dan melaksanakannya dalam kegiatan jurnalistik sehari-hari. Dengan kata 
lain, kode etik inilah yang harus menjiwai dan menyemangati setiap wartawan dalam 
menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya sehingga menjadi seorang wartawan profesional 
yang bermartabat. 

Dengan menerapkan kode etik secara seutuhnya berarti wartawan melaksanakan 
tanggung jawab yang melekat dengan kebebasan pers. Lebih-lebih di negara demokrasi 
dengan pers yang tergolong liberal, fungsi kode etik menjadi amat penting. Dalam Media 
Ethics, Cases and Moral Reasoning, Longman New York & London, 1987 pada bagian 
mengenai News dikatakan bahwa teori demokrasi itu sendiri menempatkan pers dalam 
peran krusial. Hal itu menandakan bahwa esensi kode etik menjadi sangat penting untuk 
membentengi wartawan dalam menjalankan fungsinya di negara demokrasi. Oleh karena itu, 
tepat sekali pendapat tokoh dunia yang namanya dinobatkan dalam hadiah jurnalistik 
internasional, Pulitzer . Dalam pengantar buku itu dikatakan, “Joseph Pulitzer worried that 
without high ethical ideals newspapers would fail as a public servant and even become 
dangerous”. Ungkapan mana kembali menyadarkan kita akan esensi kode etik dan hanya 
dengan berpegang kepada kode perilaku itulah wartawan dapat menjadi pelayan publik yang 
baik dan berhasil. 
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Urgensi Kode Etik 

Ketua Dewan Kehormatan PWI periode 1978-1983, S. Tasrif, SH, dalam makalah 
pengantar pertemuan/konferensi para tokoh pers, para pemimpin redaksi serta wakil-wakil 
cabang PWI di Jakarta pada 1-2 Mei 1954 tentang konsepnya mengenai kode etik jurnalistik 
menggambarkan keadaan pers Indonesia seperti yang dialami pers Amerika Serikat pada 
abad ke-19 yang berada dalam "The dark age of American journalism". Demikian jugalah 
keadaan pers Indonesia pada 1950-an mengalami "The dark age of Indonesian journalism", 
apabila praktek-praktek pers yang bebas tapi tidak bertanggung jawab serta tidak taat 
terhadap kode etik tetap menghinggapi pers nasional. 

Dalam kaitan ini, ada baiknya juga diangkat kembali berbagai pemikiran atau kritik 
yang dilontarkan oleh tokoh pers dan juga advokat terkenal itu mengenai perilaku para 
wartawan. Dalam berbagai kesempatan, almarhum S. Tasrif selalu menekankan tanggung 
jawab wartawan sebagai pembawa kebenaran. Dalam buku Pers dan Masyarakat terbitan 
PWI Pusat, Mei 1954, mantan Ketua Peradin itu menegaskan bahwa kejujuran seorang 
wartawan dalam menyajikan berita-berita adalah esensiil bagi jurnalistik yang sehat dan 
bertanggung jawab, sebab seorang wartawan yang tidak jujur di dalam pemberitaannya 
bukan saja melanggar kode jurnalistik tetapi juga dapat dianggap melakukan "geestelijke 
corruptie" terhadap para pembacanya. Kredo setiap wartawan yang jujur menurut S. Tasrif: 
"wartawan adalah pengabdi kebenaran" dan "musuh dari pada kebohongan", hendaknya 
tidak merupakan kata-kata kosong, tetapi harus menjadi darah-daging bagi kita di dalam 
melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai wartawan. Dan kita tidak mungkin mengabdi 
kepada kebenaran jika kita tidak berlaku jujur terhadap masyarakat yang kita ladeni dan 
terhadap diri sendiri. Tokoh perumus kode etik jurnalistik itu juga mengritisi kode etik yang 
ada jika dibandingkan dengan kode etik di beberapa negara lainnya. Yaitu bahwa dalam 
Kode Etik Jurnalistik PWI dia tidak melihat satu kalimat pun yang memperingatkan dengan 
tegas supaya wartawan-wartawan Indonesia di dalam segala tulisannya mengindahkan 
perasaan dan pribadi orang lain dan supaya tidak bertindak serampangan di dalam 
melancarkan tuduhan-tuduhan terhadap orang lain, termasuk rekan-rekannya sendiri. 

Karenanya, untuk menggambarkan betapa pentingnya tugas wartawan di satu sisi 
dan di sisi lain sementara kalangan wartawan cenderung kurang memperhatikan kode etik, 
S. Tasrif mengatakan, kalau mau dibuat tiang gantungan dalam rangka penegakan hukum 
atau bagi mereka yang mengkhianati tugasnya, maka tidak cukup "empat tiang gantungan" 
yaitu untuk para hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Diperlukan paling tidak "lima tiang 
gantungan" yaitu selain untuk menggantung para hakim, jaksa, polisi dan advokat yang 
nakal, juga untuk menggantung para wartawan yang mengkhianati profesinya sebagai 
pembawa kebenaran dan yang menyalahgunakan kepercayaan publik. 

Gambaran sosok wartawan yang ideal seperti dikemukakan oleh tokoh pers S.Tasrif 
tersebut memang relevan dan aktual. Bahkan apa yang dikemukakan oleh mantan 
Pemimpin Redaksi Harian Abadi (1958), Jakarta itu ada benarnya apabila dikaitkan dengan 
keluhan kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa pers belakangan ini telah 
mempraktekkan apa yang mereka sebut "jurnalisme provokasi", "jurnalisme anarki", 
"jurnalisme teror", "jurnalisme preman", "jurnalisme pelintir" dan lain-lain julukan 
merendahkan. Citra merendahkan seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Dikatakan 
demikian karena wartawan memiliki kode etik. Seperti dikemukakan tokoh perumus kode etik 
jurnalistik itu, kemerdekaan menyatakan pendapat memang merupakan syarat mutlak bagi 
pers yang merdeka Tetapi kemerdekaan menyatakan pendapat ini juga hendaknya 
janganlah dipergunakan secara sembrono, tetapi harus dapat membatasi diri dengan 
berpedoman kepada kode etik profesi. 

Kode etik sebagai landasan moral profesi justru makin penting dijadikan pedoman 
serta acuan dalam era kemerdekaan pers sekarang. Seperti halnya pada 1950-an, di mana 
kebebasan pers sangat liberal, justru pada era itulah disadari betapa pers perlu dibentengi 
dengan kode etik. Demikian juga pada era reformasi sekarang, kebebasan pers tergolong 
sangat liberal seolah tanpa batas, sehingga kemerdekaan pers tersebut melebihi kebebasan 
pers yang berlaku di negara-negara demokrasi liberal Barat sekalipun. 
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Sadar akan hal itulah, revitalisasi kode etik menjadi sangat absolut. Artinya, hakikat 
kode etik jurnalistik di era reformasi sekarang perlu dijiwai seutuhnya untuk kemudian 
dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Sebab, seperti diketahui, kode etik jurnalistik 
merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu serta kaidah penuntun sekaligus 
pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa 
yang seharusnya tidak dilakukan dalam tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku 
acuan itu memberikan batasan kepada wartawan tentang buruk-baik dan layak tidaknya 
sebuah berita. 

Dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik PWI ditegaskan, wartawan Indonesia dengan 
penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan 
karya jurnalistik (tulisan, suara serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan 
keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung 
perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang- 
undang. Dari rumusan itu jelas sekali bahwa kebebasan pers yang kita anut bukan tanpa 
tanggung jawab. Inilah yang dinamakan free and responsible press. 

Dengan demikian, kebebasan pers yang liberal sekalipun harus dipagari oleh 
rambu-rambu. Atau harus berjalan di dalam koridor yang dibatasi oleh kode etik. Apabila 
pelaksanaan kebebasan pers itu keluar dari koridor tadi, berarti melanggar rambu-rambu 
kode etik. Itulah sebabnya sering dikatakan, kalau kita berbicara mengenai batas-batas 
kebebasan pers, maka yang menjadi ukurannya tidak lain adalah sepanjang tidak melanggar 
kode etik. Dengan kata lain, kode etik jurnalistik itulah yang menjadi batas kebebasan pers. 
Oleh karena itu sebenarnya tidak perlu dipertanyakan apa yang menjadi batasan kebebasan 
pers. Juga tidak perlu dipersoalkan apa yang menjadi batasan tanggung jawab pers. Sebab 
semuanya itu bermuara kepada kode etik jurnalistik sebagai landasan moral profesi. Dalam 
arti, kode etik itulah yang menjadi batas kebebasan pers dan kode etik itu jugalah yang 
menjadi acuan dan pegangan tanggung jawab wartawan dalam melaksanakan kebebasan 
pers. Pokoknya, kebebasan pers harus dilaksanakan di atas rel kode etik. 

Seperti diketahui, ada tiga kode etik profesi yang diakui secara luas dalam 
masyarakat. Ketiga kode etik profesi itu adalah kode etik kedokteran, kode etik advokat, dan 
kode etik wartawan. Memang ada juga beberapa profesi yang memiliki kode etik. Namun 
yang diakui secara luas dalam masyarakat adalah kode etik ketiga profesi tadi. Pengakuan 
secara luas dalam masyarakat tersebut sekaligus menuntut tanggung jawab yang besar dari 
para pengemban profesi, termasuk para wartawan. Lebih-lebih jika dikaji lebih jauh ternyata 
pembentuk undang-undang telah memperlakukan kode etik wartawan secara lebih khusus. 
Ketentuan bersifat normatif dalam kode etik jumalistik telah diangkat menjadi ketentuan 
hukum positif, seperti "hak tolak", "hak jawab", dan "hak koreksi". "Hak tolak", misalnya, 
diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatakan, dalam 
mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. 

Kemudian dalam Penjelasan dikatakan, tujuan utama Hak Tolak adalah agar 
wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas 
sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh 
pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan 
demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh 
pengadilan. Tapi proses pembatalan Hak Tolak tidak dengan sendirinya, dalam arti harus 
dibentuk majelis hakim tersendiri yang memutuskan apakah perkara yang tengah diperiksa 
pengadilan itu menyangkut keselamatan negara atau ketertiban umum. Apabila majelis 
hakim memutuskan bahwa perkara itu menyangkut keselamatan negara atau ketertiban 
umum, maka gugurlah Hak Tolak wartawan bersangkutan. Dengan kata lain, harus 
mengungkapkan siapa yang menjadi sumber berita anonim tadi. Sebaliknya, apabila majelis 
hakim memutuskan bahwa perkara yang tengah diperiksa tidak menyangkut keselamatan 
negara atau ketertiban umum, maka Hak Tolak wartawan tersebut harus tetap dihormati. 

Menurut Prof. Oemar Seno Adji SH dalam bukunya, Pers, Aspek-aspek Hukum, 
Penerbit Erlangga, Jakarta, 1974, “hak ingkar” merupakan suatu kekecualian terhadap 
aturan umum yang memberikan kewajiban hukum kepada setiap orang untuk memberikan 
keterangan sebagai saksi di muka pengadilan. Bagi kategori-kategori tertentu kewajiban 
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hukum ini tidak diberikan, mereka dibebaskan dari pemberian keterangan sebagai saksi dan 
para wartawan mengingini kedudukannya dalam salah satu kategori tersebut, yaitu termasuk 
orang-orang yang karena jabatannya wajib menyimpan rahasia. Harus diakui bahwa 
diangkatnya ketentuan normatif atau Hak Tolak menjadi ketentuan hukum positif, jelas 
merupakan suatu pengecualian terhadap ketentuan umum terutama dalam perkara pidana. 
Tetapi diangkatnya ketentuan Hak Tolak yang bersumber dari kode etik jurnalistik ini 
merupakan privelese yang diberikan oleh pembuat undang-undang terhadap wartawan di 
dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. 

Berkenaan dengan Hak Tolak ini, Pasal 13 Kode Etik Jurnalistik PWI (lazim 
disingkat KEJ-PWI) mengatakan, wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, 
kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya 
sepanjang menyangkut fakta dan data, bukan opini. Apabila nama dan identitas sumber 
berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan. 
Memang kode etik profesi lain seperti dokter dan advokat juga mengenal "hak tolak" atau 
sering juga disebut "hak ingkar". Akan tetapi, menurut keterangan, "hak tolak" tersebut masih 
terbatas pada doktrin atau ilmu hukum. Kenyataan itu sekali lagi memberi petunjuk betapa 
"hak tolak" wartawan mendapat perhatian khusus dari pembentuk undang-undang. Lepas 
dari plus-minus atau untung-rugi serta konsekuensi atas pengakuan hak itu oleh hukum 
positif bagi pelaksanaan tugas para wartawan. Sebab ada pendapat yang mengatakan 
seharusnya ketentuan yang bersifat normatif tidak perlu dimasukkan ke dalam hukum positif. 
Tetapi pendapat lain mengatakan, dimasukkannya ketentuan normatif tadi ke dalam hukum 
positif akan lebih memperkuat dasar hukum pelaksanaan tugas wartawan, khususnya 
menyangkut "hak tolak" dimaksud. Hanya saja, memang sebagai ketentuan hukum maka 
sanksinya pun dengan sendirinya berubah menjadi sanksi secara hukum. Lain halnya 
dengan ketentuan yang bersifat normatif, maka sanksi atas pelanggarannya tentunya 
terbatas secara moral saja. 

Masih menyangkut norma etik dan norma hukum ini, anggota Dewan Kehormatan 
PWI periode 1968-1970, Prof. Oemar Seno Adji, SH, dalam bukunya Mass Media dan 
Hukum membedakan secara jelas antara norma etik dan norma hukum. Selain 
membedakan, pakar hukum pidana dan hukum pers Fakultas Hukum UI tersebut juga 
menekankan hakikat kode etik. Dikatakan, hukum memang memberi kewenangan- 
kewenangan, di samping kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu, hukum bersifat normatif dan 
atributif karena hukum bertujuan untuk memberikan suatu "ordening” dari masyarakat. 
Dalam hal demikian, hukum adalah distinct dari moral yang bertujuan menyempurnakan 
manusia. Jikalau kehidupan manusia digambarkan memiliki dua aspek, yakni manusia 
sebagai individu dan manusia sebagai mahluk sosial, maka moral lebih mengenai manusia 
sebagai individu, sedangkan hukum itu lebih bersangkutan dengan masyarakatnya. Jadi, 
hukum di satu pihak dan moral di lain pihak berbeda, baik dalam tujuannya maupun dalam 
isinya. Dengan demikian, moral adalah otonom dan hukum heteronom. Jelaslah bahwa 
hukum itu adalah normatif dan atributif sifatnya, sedangkan moral normatif belaka karena 
hanya memberikan kewajiban-kewajiban, demikian kata mantan Ketua Mahkamah Agung RI 
itu. Berangkat dari pembedaan seperti itu, guru besar hukum pidana dan hukum pers 
Fakultas Hukum UI tersebut menegaskan bahwa aturan profesional (professional 
regulations) tidak memuat aturan hukum tertentu yang heteronoom sifatnya melainkan ia 
dapat dihubungkan dengan aturan-aturan yang "self-imposed" yang bermaksud menjamin 
"independence" dari profesi dan mengandung standar etis moral. 

Jadi, etik itu umumnya mengandung moral profesi, yang dengan demikian tidak 
mensyaratkan peraturan "uitwendig" dari manusia, melainkan ia menanyakan "gezindheid"- 
nya wartawan bersangkutan. Ia tidak mempersoalkan adanya kekuatan luar yang dapat 
menegaskan kehendaknya terhadap wartawan tersebut, seperti halnya dengan hukum, 
melainkan mengikat mereka dengan kehendaknya sendiri. Sebagai moral profesi ia adalah 
otonom sifatnya, berakar pada hati nurani manusianya sendiri dan berasal dari kekuatan di 
dalamnya sendiri. Memang antara norma etik dan norma hukum sangat erat kaitannya. 
Sebab ada hal-hal yang dilarang oleh norma etik juga dilarang oleh norma hukum. Demikian 
sebaliknya, ada hal-hal yang dilarang oleh norma hukum juga dilarang oleh norma etik. 
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Namun, norma etik dan norma hukum tidak identik. Karena bisa terjadi perbuatan pidana 
secara hukum dapat dimaafkan, tetapi secara etik tidak. Contohnya dalam keadaan force 
majeure atau keadaan darurat dan membela diri mengakibatkan kerugian bagi orang lain, 
apabila terbukti sah secara hukum melalui pemeriksaan di sidang pengadilan, perbuatan 
tersebut dapat dimaafkan. 

Akan tetapi, bagaimanapun perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang 
lain secara etik tidak bisa dimaafkan. Contoh ekstrem yang lazim diberikan, dua orang dalam 
sebuah sampan di tengah laut tiba-tiba diterpa angin kencang dan ombak besar sehingga 
salah seorang dari mereka harus dikorbankan untuk menyelamatkan diri. Secara hukum, 
perbuatan mengorbankan nyawa orang lain tadi apabila dapat dibuktikan sah secara hukum 
akibat keadaan darurat atau membela diri, maka perbuatan itu dapat dimaafkan, tetapi 
secara etik tidak. Selain masalah kaitan antara norma etik dan norma hukum, dalam kode 
etik jurnalistik ada dua hakikat atau dapat juga disebut prinsip yang menjadi kekuatan dari 
ketentuan bersifat normatif tersebut. Yaitu, kode etik dikualifikasi sebagai bersifat personal 
dan bersifat otonom. Seperti dikemukakan, kedua prinsip tadi sekaligus merupakan kekuatan 
dari kode etik itu sendiri sehingga memiliki daya paksa untuk melaksanakannya bagi para 
pengembannya. 

Prinsip personal inilah yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Mengapa kode etik 
bersifat personal? Tidak lain karena kode etik itu sendiri dibuat dari, oleh dan untuk para 
wartawan yang tergabung dalam suatu organisasi profesi, kemudian mereka berikrar untuk 
melaksanakan dan menaatinya. Hakikat itu mengandung arti bahwa sebenarnya tidak ada 
satu pihak pun yang memaksa seorang wartawan untuk menaati kode etiknya. Yang 
memerintahkan atau yang memaksa wartawan menaati kode etik tidak lain adalah hati 
nuraninya, mengingat yang menyusun, merumuskan, dan menyepakatinya adalah dirinya 
sendiri. Itulah sebabnya, dalam Pasal 16 KEJ-PWI ditegaskan, wartawan Indonesia 
menyadari sepenuhnya bahwa penaatan kode etik jurnalistik ini terutama berada pada hati 
nurani masing-masing. 

Seperti diketahui, prinsip personal kode etik ini tertuang secara jelas dan tegas 
dalam KEJ-PWI. Prinsip personal inilah yang menjadi kekuatan KEJ-PWI. Prinsip personal 
KEJ-PWI tersebut diatur dalam bab tersendiri berjudul: Kekuatan Kode Etik, meskipun 
rumusannya berbeda dari waktu ke waktu namun esensinya tetap menekankan bahwa 
penaatan kode etik tergantung pada hati nurani para wartawan. Itulah sebabnya, KEJ-PWI 
dikatakan bersifat personal. Sebagai contoh, KEJ-PWI hasil penyempurnaan tahun 1961 
mengatakan, “Kode Djurnalistik PWI ini dibuat atas prinsip bahwa pertanggungandjawab 
tentang penaatan etik djurnalistik pada bahu para wartawan sendiri dan tidak akan 
mengurangi penegakan hukum oleh jang berwewenang, apabila pelanggaran Kode 
Djurnalistik PWI ini melampaui batas-batas hukum. Kemudian rumusan tersebut lebih 
disederhanakan pada penyempumaan KEJ-PWI tahun 1973 yang berbunyi, Kode Ethiek 
Jurnalistik Wartawan Indonesia ini dibuat atas prinsip bahwa pertanggungan-jawab tentang 
penaatannya terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia.” Lebih lanjut pada 
penyempurnaan KEJ-PWI hasil Kongres XX PWI di Semarang pada 10-11 Oktober 1998, 
rumusan yang ada sebelumnya diganti dengan menyatakan, wartawan Indonesia menyadari 
sepenuhnya bahwa penaatan kode etik jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani 
masing-masing. 

Selain prinsip personal tadi, kode etik jurnalistik juga menganut prinsip bersifat 
otonom seperti dikemukakan di atas. Baik prinsip personal maupun otonom merupakan 
kekuatan kode etik jurnalistik. Kedua prinsip yang melekat dengan KEJ-PWI tersebut 
bertolak atau bersumber dari hakikat kode etik itu sendiri yang dibuat oleh, dari, dan untuk 
para wartawan yang tergabung dalam suatu organisasi profesi, kemudian berikrar untuk 
menaati dan melaksanakannya. Demikianlah seharusnya, karena kode etik tersebut disusun 
dan dirumuskan oleh para wartawan dan kemudian berikrar untuk mengamalkannya. Itu 
berarti, penaatan atas kode etik bukan karena ada pihak lain di luar diri wartawan 
bersangkutan yang memerintahkan atau memaksakan penaatan dan pelaksanaannya, 
melainkan karena kesadaran sendiri sekaligus sebagai konsekuensi dari ikrar untuk 
menaatinya. Prinsip personal tadi dengan sendirinya pula membawa konsekuensi. Yaitu, 
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sebagai akibat bahwa kode etik dibuat oleh, dari, dan untuk para wartawan yang kemudian 
berikrar untuk menaatinya sehingga bersifat otonom, maka dengan sendirinya yang 
memutuskan telah terjadi pelanggaran atas kode etik serta penetapan sanksi atas 
pelanggaran tersebut sepenuhnya menjadi wewenang organisasi profesi. 

Atas dasar itulah dikatakan kode etik bersifat otonom. Jadi, yang mengawasi, 
memonitor serta memeriksa atau mengadili ada tidaknya pelanggaran kode etik sepenuhnya 
menjadi wewenang organisasi. Demikian juga yang menetapkan sanksi atas pelanggaran 
tersebut adalah hak organisasi. Kewenangan ini diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 
17 KEJ-PWI yang mengatakan, wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan 
penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak 
organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan 
Kehormatan PWI. Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan 
terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasar pasal-pasal dalam Kode Etik 
Jurnalistik ini. Berdasarkan prinsip personal dan otonom inilah sudah sejak semula tokoh 
pers nasional menyatakan sikap bahwa kode etik jurnalistik tidak dapat digunakan pihak lain 
untuk menghukum pers. 

Dan sebagai konsekuensi dari prinsip personal dan otonom itu, PWI melakukan 
penyempurnaan dan penyesuaian dalam Peraturan Dasar PWI (PD-PWI) mengenai 
keanggotaan Dewan Kehormatan PWI. Seperti diketahui, sejak semula yang menjadi 
anggota Dewan Kehormatan PWI adalah tokoh-tokoh masyarakat atau kombinasi tokoh 
masyarakat dan wartawan anggota PWI. Akan tetapi dalam Kongres XX PWI di Semarang, 
Jawa Tengah pada 10-11 Oktober 1998, komposisi keanggotaan Dewan Kehormatan 
tersebut diubah. Dalam Pasal 21 ayat (4) PD-PWI ditetapkan, yang menjadi anggota DK- 
PWI dan DKD-PWI adalah sekurang-kurangnya sudah lima tahun menjadi anggota PWI. Itu 
berarti, yang menjadi anggota DK-PWI seluruhnya terdiri dari para wartawan, tidak ada lagi 
yang mewakili tokoh masyarakat. 

Padahal tadinya dalam sejarah keanggotaan DK-PWI pada umumnya terdiri dari 
tokoh masyarakat. Sebagai contoh, keanggotaan DK-PWI untuk pertama kali tahun 1952 
praktis terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat seperti H. Agus Salim, Mr. Moh. Natsir, Prof. Dr. 
Soepomo dan Roeslan Abdulgani. Dan dalam DK-PWI periode berikutnya banyak tokoh 
masyarakat duduk di dalamnya seperti Prof. Oemar Seno Adji, Soedjarwo Tjondronegoro, 
SH, Manai Sophiaan, Ali Alatas SH, Prof. Padmo Wahjono, Dr. M. Alwi Dahlan, H. Soekamo, 
SH, Prof. Dr. Zakiah Daradjat. H. Boediardjo, Prof. Dr. Ihromi MA, Prof. Dr. H. Loebby 
Logman, SH, Dr. A. Alatas Fahmi, Dra. Ina Ratna Mariani MA, Dr. Din Syamsuddin. 

Barulah pada Kongres XVIII PWI di Samarinda, Kalimantan Timur tahun 1988 untuk 
pertama kalinya dua orang anggota PWI aktif menjadi anggota DK-PWI secara kelembagaan 
yaitu Drs. Djafar H. Assegaff sebagai ketua dan R.H. Siregar, SH sebagai sekretaris. 
Kombinasi antara tokoh masyarakat dan anggota PWI dalam komposisi keanggotaan DK- 
PWI berlanjut hingga Kongres XIX PWI di Lampung pada 1993. Tetapi dalam Kongres XX 
PWI di Semarang 1998, diadakan perubahan terhadap PD-PWI dan ditetapkan bahwa yang 
menjadi anggota DK-PWI semuanya terdiri dari anggota PWI. Dengan kata lain, sejak 
Kongres XX itu tidak ada lagi anggota DK-PWI yang mewakili unsur masyarakat. 

Dalam Pasal 21 ayat (4) PD-PWI ditegaskan, Anggota Dewan Kehormatan maupun 
Anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah wartawan yang telah berusia 40 tahun dan 
sudah menjadi anggota PWI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Sedangkan ketentuan 
sebelumnya tidak mensyaratkan keanggotaan PWI. Jadi, siapa saja warga negara RI, 
berdomisili di Indonesia dan berumur sekurang-kurangnya 40 tahun serta yang mempunyai 
keahlian, menaruh minat dan berjasa terhadap perkembangan pers nasional serta 
menghormati dan mengakui Kode Etik Jurnalistik PWI, dapat dipilih menjadi anggota Dewan 
Kehormatan PWI. Komposisi keanggotaan DK-PWI seperti sekarang, yaitu seluruhnya terdiri 
dari wartawan anggota PWI, merupakan konsekuensi prinsip personal dan prinsip otonom 
tadi. Sebab dalam Pasal 16 KEJ-PWI ditegaskan, wartawan anggota PWI menyadari 
sepenuhnya bahwa penaatan Kode Etik Jurnalistik terutama berada pada hati nurani 
masing-masing. Ketentuan Pasal 16 KEJ-PWI inilah yang menjadi sumber prinsip personal 
dimaksud. Karena dalam pasal sebelumnya, yaitu Pasal 15 KEJ-PWI, telah ditegaskan 
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bahwa wartawan anggota PWI harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan 
mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI dalam melaksanakan profesinya. 

Dengan demikian jelaslah, tidak ada pihak di luar diri wartawan bersangkutan yang 
memaksa mereka harus melaksanakan kode etik. Dengan kata lain, hati nurani wartawan 
bersangkutan itulah yang memaksa dirinya melaksanakan kode etik karena telah berikrar 
untuk menaatinya. Konsekuensi prinsip personal ini tidak bisa tidak adalah prinsip otonom 
tadi. Seperti dikatakan, kode etik dibuat oleh, dari, dan untuk para wartawan yang tergabung 
dalam PWI. Mengingat kode etik disusun dan dirumuskan sendiri oleh para wartawan 
anggota PWI kemudian berikrar untuk menaati, maka dengan sendirinya kalau terjadi 
pelanggaran, pihak yang memutuskan dan yang menetapkan sanksi atas pelanggaran itu 
adalah organisasi seperti ditegaskan dalam Pasal 17 KEJ-PWI: “Wartawan Indonesia 
mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik 
ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan 
dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI. Tidak satu pihakpun diliuar PWI yang dapat 
mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasar pasal-pasal 
dalam Kode Etik Jurnalistik ini.” Inilah yang disebut prinsip otonom dari Kode Etik Jumalistik 
PWI. 

Berangkat dari prinsip otonom itu, maka tidak ada satu pihak pun di luar PWI yang 
dapat mengambil tindakan terhadap wartawan anggota PWI dan atau medianya berdasar 
pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik PWI. Oleh karena itu tidak tepat kalau ada pihak lain 
di luar PWI yang memvonis telah terjadi pelanggaran kode etik. Paling-paling kalau ada 
pihak-pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers dan menganggap wartawan.I| 
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Hand-Out 10 
KODE ETIK JURNALISTIK DAN UU PERS 


KODE ETIK JURNALISTIK 

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang 
dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi 
dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan 
manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari 
adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma- 
norma agama. 

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati 
hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh 
masyarakat. 

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh 
informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi 
sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan 
integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan 
menaati Kode Etik Jurnalistik: 


Pasal 1 
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, 
berimbang, dan tidak beritikad buruk. 


Penafsiran 

(a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani 
tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik 
perusahaan pers. 

(b) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. 

(c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 

(d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk 
menimbulkan kerugian pihak lain. 


Pasal 2 
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan 
tugas jurnalistik. 


Penafsiran 
Cara-cara yang profesional adalah: 
a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber: 
Menghormati hak privasi: 
tidak menyuap: 
Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, 


dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang: 

(f) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, 

(9g) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai 
karya sendiri: 

(h) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi 
bagi kepentingan publik. 


Pasal 3 
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, 
tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak 
bersalah. 
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Penafsiran 
(a) Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. 
(b) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing 
pihak secara proporsional. 
(c) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini 
interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. 
(d) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. 


Pasal 4 
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 


Penafsiran 

(a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal 
yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. 

(b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. 

(c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 

(d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, 
grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. 

(e) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu 
pengambilan gambar dan suara. 


Pasal 5 
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan 
susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 


Penafsiran 
(a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang 
memudahkan orang lain untuk melacak. 
(b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. 


Pasal 6 
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 


Penafsiran 
(a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi 
atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi 
pengetahuan umum. 
(b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain 
yang mempengaruhi independensi. 


Pasal 7 
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak 
bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, 
informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. 


Penafsiran 

(a) Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber 
demi keamanan narasumber dan keluarganya. 

(b) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan 
narasumber. 

(c) Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang 
disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. 

(d) “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh 
disiarkan atau diberitakan. 
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Pasal 8 
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka 
atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, 
jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, 
cacat jiwa atau cacat jasmani. 


Penafsiran 
(a) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui 
secara jelas. 
(b) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. 


Pasal 9 
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, 
kecuali untuk kepentingan publik. 


Penafsiran 
(a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. 
(b) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang 
terkait dengan kepentingan publik. 


Pasal 10 
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru 
dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau 
pemirsa. 


Penafsiran 
(a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak 
ada teguran dari pihak luar. 
(b) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. 


Pasal 11 
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. 


Penafsiran 
(a) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan 
atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 
(b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang 
diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 
(c) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. 


Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi 
atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau 
perusahaan pers. 


Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia: 
1. Aliansi Jurnalis Independen (AJl)-Abdul Manan 

2.Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo 

3.Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis 

4.Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu 
5.Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe 

6.Federasi Serikat Pewarta-Masfendi 

7.Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa'a Hia 

8.Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S 
9.Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril 
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10.Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho 

11.Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA)-Nainggolan 
12.Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk 

13.Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprapto 

14.Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus 

15.Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam 

16.Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin 

17.Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans MaxKawengian 
18.Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar 

19.Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro 

20.Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi 

21.Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan 
22.Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja Ramli 
23.Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses RamonaS. 
24.Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian- 
25.Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli 

26.Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem 

27.Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun 

28.Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra 

29.Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso Kusumodiningrat.IJ 


UU 40/1999, PERS 

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
Nomor: 40 TAHUN 1999 (40/1999) 

Tanggal: 23 SEPTEMBER 1999 (JAKARTA) 
Tentang: PERS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang: 

a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi 
unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin: 

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, 
kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak 
memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan 
untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa: 

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan 
pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya 
dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus 
mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan 
dari manapun, 

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah 
dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan 
perkembangan zaman, 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, 
perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers: 
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Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 
tentang Hak Asasi Manusia, 


Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 


Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS. 


BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan 
jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta 
data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media 
elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers 
meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan 
media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan 
informasi. 


3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau 
media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. 

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. 

5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 

6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. 

7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing. 

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi 
yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat 
mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari 
pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. 

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran 
atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. 

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan 
nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. 

11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan 
atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan 
informasi yang diberitakan oleh pers, baik “9980 tentang dirinya maupun tentang orang lain. 
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu 
informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers 
yang bersangkutan. 

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. 


BAB II 

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS 

Pasal 2 

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip- 
prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 


Pasal 3 
(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan 
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kontrol sosial. 
(2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai 
lembaga ekononi. 


Pasal 4 

(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan 
penyiaran. 

(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, 
memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai 
Hak Tolak. 


Pasal 5 

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati 
norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. 
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab. 

(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi. 


Pasal 6 

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: 

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui: 

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan 
Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan: 

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, 
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal “9981 yang berkaitan 
dengan kepentingan umum, 

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 


BAB III Wartawan 

Pasal 7 

(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. 

(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. 


Pasal 8 
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. 


BAB IV PERUSAHAAN PERS 

Pasal 9 

(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. 
(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. 


Pasal 10 

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam 
bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan 
lainnya. 


Pasal 11 
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. 


Pasal 12 

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara 
terbuka melalui media yang bersangkutan: khusus untuk penerbitan pers ditambah nama 
dan alamat percetakan. 
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Pasal 13 

Perusahaan pers dilarang memuat iklan: 

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan 
hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat: 

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku: 

C. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. 


Pasal 14 

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara 
Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita. 

BAB V DEWAN PERS 

Pasal 15 

(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers 
nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. 

(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain: b. melakukan pengkajian 
untuk pengembangan kehidupan pers, c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode 
Etik Jurnalistik, d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan 
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers: e. 
mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, f. memfasilitasi 
organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan 
meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, g. mendata perusahaan pers. 

(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari: 

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih 
oleh organisasi perusahaan pers, c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau 
komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi 
perusahaan pers. 

(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota. 

(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden. 

(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat 
dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. 

(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: 

a. organisasi pers, b. perusahaan pers, c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak 
mengikat. 


BAB VI PERS ASING 

Pasal 16 

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia 
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 17 

(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan 
menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. 

“9983 (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: 

a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan 
teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers: b. menyampaikan usulan dan saran kepada 
Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. 


BAB VIII KETENTUAN PIDANA 

Pasal 18 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang 
berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat 
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(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana 
dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 


BAB IX KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang 
pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan 
fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan 
undang-undang ini. 

(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib 
menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 
(satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. 


BAB X KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: 

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers 
(Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815 ) yang 
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235): 

2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap “9984 
Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran 
Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) 
sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, 
majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala, dinyatakan tidak berlaku. 


Pasal 21 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 


Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 


ttd MULADI 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166 
PENJELASAN ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS 


I. UMUM 

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media 
elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana 
diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang 
tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu 
perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. 


Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem 
penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. 


Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi “9985 juga 
sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak 
Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan 
memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak 
Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai 
dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa 
gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran 
melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah". 


Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan 
penyimpangan lainnya. 


Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi 
setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh 
masyarakat. 


Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab 
dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media 
watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari 
pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah 
diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 


Il. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas 


Pasal 2 
Cukup jelas 


Pasal 3 

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar 
kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat 
dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. 


Pasal 4 
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga 
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negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau 
penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers 
adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi 
hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan 
dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Ayat (2) 
Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan 
media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik 
diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. “9986 Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) 
Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan 
cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika 
wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di 
pengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau 
ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. 


Pasal 5 

Ayat (1) Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat 
kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses 
peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam 
pemberitaan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. 


Pasal 6 

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk 
mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang 
tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, 
serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. 


Pasal 7 
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik 
yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. 


Pasal 8 

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan 
atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan 
peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Pasal 9 

Ayat (1) Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja 
sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers nasional mempunyai fungsi 
dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk 
lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers. Ayat (2) Cukup jelas 


Pasal 10 

“9987 Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, 
bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan 
berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan 
pers. 


Pasal 11 

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham 
mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Pasal 12 

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara : a. media cetak memuat kolom nama, 
alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan, b. media 
elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap 
siaran karya jurnalistik: c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter 
media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud 
pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud 
dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi 
bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana 
menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 


Pasal 13 
Cukup jelas 


Pasal 14 
Cukup jelas 


Pasal 15 

Ayat (1) Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers 
dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Ayat (2) Pertimbangan atas 
pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan 
dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. 
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) 
Cukup jelas 


Pasal 16 
Cukup jelas 


Pasal 17 

Ayat (1) Cukup jelas “9988 Ayat (2) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau 
media (media watch). 


Pasal 18 

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh 
perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana 
dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Ayat (3) Cukup jelas 


Pasal 19 
Cukup jelas 


Pasal 20 
Cukup jelas 


Pasal 21 
Cukup jelas 


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887 .I| 


59 


AD 


journalism basic training/ nur sayyid santoso kristeva 


Hand-Out 11 
KODE ETIK JURNALISTIK AJl 
(ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN) 


. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. 


Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan 
dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar. 

Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk 
menyuarakan pendapatnya. 

Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. 

Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat. 
Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen. 
Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the 
record, dan embargo. 

Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat. 


. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan 


seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur. 


. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam 


masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar 
belakang sosial lainnya. 


. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat. 
. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman kekerasan 


fisik dan seksual. 


. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari 


keuntungan pribadi. 


. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan. (Catatan: yang dimaksud dengan sogokan 


adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan atau fasilitas lain, yang 
secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat 
kerja jurnalistik.) 


. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak. 
. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik. 
. Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat 


pelaksanaan prinsip-prinsip di atas. 


. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode 


Etik.(J 


60 


journalism basic training/ nur sayyid santoso kristeva 


Hand-Out 12 
KODE ETIK JURNALISTIK ETIKA PROFESIONAL WARTAWAN 


Wartawan adalah sebuah profesi. Dengan kata lain, wartawan adalah seorang 


profesional, seperti halnya dokter, bidan, guru, atau pengacara. Sebuah pekerjaan bisa 
disebut sebagai profesi jika memiliki empat hal berikut, sebagaimana dikemukakan seorang 
sarjana India, Dr. Lakshamana Rao: 


1. 


Harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan tadi. 


2. Harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu. 
3. 
4. Harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan. (Assegaf, 1987). 


Harus ada keahlian (expertise). 


Menurut penulis, wartawan (Indonesia) sudah memenuhi keempat kriteria profesioal 


tersebut. 


1. 


Wartawan memiliki kebebasan yang disebut kebebasan pers, yakni kebebasan 
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. UU No. 
40/1999 tentang Pers menyebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi 
warga negara, bahkan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, 
atau pelarangan penyiaran (Pasal 4 ayat 1 dan 2). Pihak yang mencoba menghalangi 
kemerdekaan pers dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau dena maksimal 
Rp 500 juta (Pasal 18 ayat 1). Meskipun demikian, kebebasan di sini dibatasi dengan 
kewajiban menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta 
asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat 1). Memang, sebagai tambahan, pada 
prakteknya, kebebasan pers sebagaimana dipelopori para penggagas Libertarian 
Press pada akhirnya lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal atau owner media 
massa. Akibatnya, para jurnalis dan penulisnya harus tunduk pada kepentingan 
pemilik atau setidaknya pada visi, misi, dan rubrikasi media tersebut. Sebuah koran 
di Bandung bahkan sering “mengebiri” kreativitas wartawannya sendiri selain mem- 
black list sejumlah penulis yang tidak disukainya. 

Jam kerja wartawan adalah 24 jam sehari karena peristiwa yang harus diliputnya 
sering tidak terduga dan bisa terjadi kapan saja. Sebagai seorang profesional, 
wartawan harus terjun ke lapangan meliputnya. Itulah panggilan dan keterikatan 
dengan pekerjaan sebagai wartawan. Bahkan, wartawan kadang-kadang harus 
bekerja dalam keadaan bahaya. Mereka ingin —dan harus begitu- menjadi orang 
pertama dalam mendapatkan berita dan mengenali para pemimpin dan orang-orang 
ternama. 

Wartawan memiliki keahlian tertentu, yakni keahlian mencari, meliput, dan menulis 
berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan dan Bahasa Jurnalistik. 

Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU No. 
40/1999 tentang Pers). Dalam penjelasan disebutkan, yang dimaksud dengan Kode 
Etik Jurnalistik adalah Kode Etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan 
oleh Dewan Pers. 


Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pertama kali dikeluarkan dikeluarkan PWI (Persatuan 


Wartawan Indonesia). KEJ itu antara lain menetapkan. 


1. 
2. 


3. 
4. 


Berita diperoleh dengan cara yang jujur. 

Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan (check and 
recheck). 

Sebisanya membedakan antara kejadian (fact) dan pendapat (opinion). 

Menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak mau disebut 
namanya. Dalam hal ini, seorang wartawan tidak boleh memberi tahu di mana ia 
mendapat beritanya jika orang yang memberikannya memintanya untuk 
merahasiakannya. 

Tidak memberitakan keterangan yang diberikan secara off the record (for your eyes 
only). 
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6. Dengan jujur menyebut sumbernya dalam mengutip berita atau tulisan dari suatu 
suratkabar atau penerbitan, untuk kesetiakawanan profesi. 

Ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan berakhirnya rezim Orde Baru, 
organisasi wartawan yang tadinya “tunggal”, yakni hanya PWI, menjadi banyak. Maka, KEJ 
pun hanya “berlaku” bagi wartawan yang menjadi anggota PWI. Namun demikian, 
organisasi wartawan yang muncul selain PWI pun memandang penting adanya Kode Etik 
Wartawan. Pada 6 Agustus 1999, sebanyak 24 dari 26 organisasi wartawan berkumpul di 
Bandung dan menandatangani Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Sebagian besar 
An mirip dengan KEJ PWI. KEWI berintikan tujuh hal sebagai berikut: 

Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 
benar. 

2. Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis untuk memperoleh dan 
menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. 

3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan 
fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak 
melakukan plagiat. 

4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, 
cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. 

5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. 

6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi 
latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan. 

7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan 
serta melayani Hak Jawab. 


KEWI kemudian ditetapkan sebagai Kode Etik yang berlaku bagi seluruh wartawan 
Indonesia. Penetapan dilakukan Dewan Pers sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 
1999 tentang Pers melalui SK Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 tanggal 20 Juni 2000. 

Penetapan Kode Etik itu guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta 
terpenuhinya hak-hak masyarakat. Kode Etik harus menjadi landasan moral atau etika 
profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan 
profesionalitas wartawan. Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik 
tersebut sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang 
dibentuk untuk itu. 

KEWI harus mendapat perhatian penuh dari semua wartawan. Hal itu jika memang 
benar-benar ingin menegakkan citra dan posisi wartawan sebagai “kaum profesional”. Paling 
tidak, KEWI itu diawasi secara internal oleh pemilik atau manajemen redaksi masing-masing 
media massa.I| 


62 


journalism basic training/ nur sayyid santoso kristeva 


Hand-Out 13 
TEHNIK DASAR PENULISAN ARTIKEL 


Mengapa menulis artikel ? 


Secara teknis jurnalistik, artikel adalah salah satu bentuk opini yang terdapat dalam 
surat kabar atau majalah. Disebut salah satu, karena masih ada bentuk opini yang 
lain. 

Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu 
masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk 
memberitahu (informatif), mempengaruhi dan meyakinkan (persuasif argumentatif), 
atau menghibur khalayak pembaca (rekreatif). 


Kelompok opini, meliputi : 


Tajuk rencana atau editorial, opini pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai 
institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontoversial yang 
berkembang dalam masyarakat. 

Karikatur, opini redaksi media dalam bentuk gambar yang sarat dengan muatan kritik 
sosial dengan memasukkan unsur kelucuan, anekdot, atau humor agar siapa pun 
yang melihatnya bisa tersenyum, termasuk tokoh atau objek yang dikarikaturkan itu 
sendiri. 

Pojok, kutipan pernyataan singkat narasumber atau peristiwa tertentu yang dianggap 
menarik atau kontroversial, untuk kemudian dikomentari oleh pihak redaksi dengan 
kalimat atau kata-kata yang mengusik, menggelitik, adakalanya reflektif. 

Kolom, opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pemaknaan 
dan pengamatan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat dalam 
masyarakat. 

Surat pembaca, opini singkat yang ditulis oleh pembaca dan dimuat dalam rubrik 
khusus surat pembaca. 


Karakteristik artikel 


Ditulis dengan atas nama (by line story) 

Mengandung gagasan aktual atau dan kontroversial 

Gagasan yang diangkat harus menyangkut kepentingan sebagian besar khalayak 
pembaca 

Ditulis secara referensial dengan visi intelektual 

Disajikan dalam bahasa yang hidup, segar, populer, komunikatif 

Singkat dan tuntas 

Orisinal 


Jenis-jenis artikel 


Artikel praktis, Lebih banyak bersifat petunjuk praktis tentang cara melakukan 
sesuatu (how to do it). Artikel praktis biasanya ditulis menggunakan pola kronologis. 
Artikel ringan, lebih banyak mengangkat topik bahasan yang ringan dengan cara 
penyajiannya yang ringan pula, dalam arti tidak menguras pikiran kita. Artikel ringan 
dikemas dengan gaya paduan informasi dan hiburan (infotainment). 

Artikel halaman opini, mengupas suatu masalah secara serius dan tuntas dengan 
merujuk pada pendekatan analitis akademis. Sifatnya relatif berat. 

Artikel analisis ahli, ditulis oleh ahli atau pakarnya dalam bahasa yang populer dan 
komunikatif. 


Kedudukan dan fungsi artikel 


Sebagai penafsir dan penerjemah berita bagi surat kabar 
Bagi surat kabar berkualitas, kehadiran artikel merupakan keharusan, sebagai syarat 
mutlak, dan bukan sebagai pilihan. 
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Sebagai wahana diskusi dan sosisalisasi gagasan, kontribusi pemikiran dalam 
kerangka mencari solusi, serta proses sarana aktualisasi dan eksistensi diri bagi 
penulis. 


Syarat menjadi penulis artikel 


Teknikal, menunjuk pada kemampuan menggunakan atau mengoperasikan peralatan 
kerja yang diperlukan seperti mesin tik, komputer, laptop, notebook, desk noot, atau 
e-mail. 

Mental, menunjuk pada tekad, semangat , dan kemauan keras untuk terus belajar 
dengan disertai sikap pantang menyerah. 

Reading —habit, menunjuk pada kebisaan dan budaya baca sebagai kebutuhan 
pokok sehari-hari 

Intelektual, berkaitan denga visi akademis, daya nalar, wawasan ilmu pengetahuan, 
serta kemampuan dalam menyajikan tulisan seacara logis, sistematis, dan analistis 
dengan didukung oleh referensi yang relevan. 

Sosiokultural, berkaitan dengan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial 
termasuk menjalin komunikasi dengan pihak media massa. 


Persiapan menulis artikel 
Sebagai proses kreatif, menulis artikel dibagi ke daam tiga tahap: 


1. Persiapan penulisan (prewriting) 


Aspek administratif, disini kita menyiapkan hal-hal yang bersifat administratif, seperti 
alat-alat mesin yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. 

Aspek teknis, pastikan peralatan kerja yang kita perlukan berfungsi dengan baik. 
Aspek akademis, membuat kerangka karangan. 

Aspek psikologis, jangan pernah menganggap menulis sebagai pekerjaan yang 
memberatkan. 


2. Pelaksanaan penulisan (writing) 


Kita harus memusatkan perhatian hanya kepada tulisan yang kita buat dan 
menghindari gangguan yang bisa membatalkan tulisan kita. 


3. Perbaikan materi (editing) 


Revisi judul, baca dan periksa kembali judul “sementara” yang dipakai, apakah akan 
diubah menjadi “permanen”. 

Revisi intro, yang baik cukup tiga paragraph, ringkas, jelas, menarik, dan ditulis 
dalam bahasa jurnalistik yang baik. 

Revisi komposisi 

Revisi akurasi dan relevansi data, teliti dalam mengutip nama,jabatan, pangkat,dll. 
Revisi ejaan dan istilah teknis, harus dipahami secara umum. 

Revisi gramatika, gunakan struktur dan makna yang benar. 

Revisi bobot dan substansi materi tulisan, tulisan menunjukka kualitas dan kredibilata 
penulis. 

Asumsi dampak yang diharapkan. 


Carilah Ide yang Menarik 
Sumber ide Artikel 


seorang jurnalis harus selalu kreatif. Ide ada dan bisa dicari dimana saja, kapan saja, 
dan oleh siapa saja. Jurnlis harus banyak melihat, mendengar, membaca, dan 
mengalami suatu hal secara langsung. Sumber ide dikutip dari Fundamentals of 
Communication oleh Prof. Wayne N. Thompson, sumber ide berasal dari : 
Pengalaman pribadi,. 

Hobi atau keterampilan., 
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Pengalaman pekerjaan atau profesi, pelajaran sekolah, kuliah, penataran atau 
pelatihan. 

Pendapat dan hasil pengamatan pribadi seperti kritikan pada permainan, 
pertunjukkan, pameran, film, sinetron, buku, puisi, kaset, tulisan. 

Peristiwa aktual, yakni peristiwa yang sedang atau baru terjadi dan menjadi sorotan 
serta pembicaraan publik, seperti berita halaman muka surat kabar, berita radio0 dan 
televisi, ceramah, penemuan mutakhir. 

Peristiwa yang bakal terjadi. 

Masalah abadi seperti agama, pendidikan, kemanusiaan. 

Masalah masyarakat yang belum selesai seperti KKN. 

Kejadian khusus seperti peringatan atau perayaan hari-hari bersejarah. 

Minat khalayak seperti kesehatan, penampilan, mode, pengembangan diri, tambahan 
ilmu, tambahan penghasilan. 


Menyeleksi dan Menetapkan Ide 
Tidak semua ide daoat ditulis. Ide masih abstrak dan perlu peningkatan menjadi topic 
kongkret sehingga operasional. Syarat ide yang baik : 


Aktual 
Relevan 
Terjangkau 


Tetapkan topik secara spesifik 


Topik harus sesuai dengan latar belakang pengertahuan, pendidikan, atau bidang 
keahlian kita, sehingga memungkinkan kita untuk lebih tahu dibandingkan dengan 
rata-rata khalayak pembaca. 

Topik harus menarik minat kita sekaligus menarik minat khalayak sehingga terjadi 
titik singgung kepentingan. 

Topik harus sesuai dengan bingkai pengetahuan khalayak sehingga khalayak dapat 
dengan mudah mengikuti jalan pikiran dan seluruh uraian artikel kita. 

Topik harus aktual, fenomenal, atau kontroversial sehingga dengan cepat dan mudah 
memancing motivasi kepada khalayak pambaca untuk segera membaca artikel kita. 
Topik harus jelas ruang lingkup dan pembatasannya. 

Topik harus dapat ditunjang dengan bahan yang ada. 


Pilih judul provokatif 
Judul artikel yang baik konsumsi pers harus memenuhi tujuh syarat : 


Provokatif, harus mampu membangkitkan minak khalayak pembaca. 

Singkat padat, langsung menusuk jantung, tegas, lugas, terfokus. 

Relevan, berkaitan atau sesuai dengan pokok bahasan. 

Fungsional, setiap kata yang terdapat pada judul bersifat mandiri, memiliki arti yang 
tegas dan jelas. 

Informal, menghindari penulisan judul yang bersifat kaku. 

Refresentatif, judul yang dituliskan mewakili pokok bahasan. 

Merujuk kepada bahasa baku. 

Rumuskan tesis secara ringkas 


Tesis artikel harus memenuhi tiga syarat : 


Ringkas dan jelas 
Mencerminkan topik 
Mengandung kebaruan 


Buatlah kerangka sederhana 


Lembar kerangka ini secara berurutan berisi pernyataan tentang (1) Ide, (2) topik, (3) 
tesis, (4) judul, (5) kerangka artikel dengan merujuk pada pola 3P dan rumus ABC, 
dan (6) referensi. 
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Rumus 3P: 


Pendahuluan 
Pembahasan 
Penutup 


Rumus ABC 


Pada rumus ini konsep yang sudah diterapkan pada rumus 3P harus diisi pernytaan 
tertentu sehingga menjadi operasional dan fungsional. 

Pilih referensi yang relevan 

Cara pengutipan artikel lebih sederhana dan praktis, terdapat beberapa cara yang 
bisa kita pakai ketika menulis kutipan untuk artikel : 


MUlpan lengkap 


Kutipan lengkap tetapi menyebutkan halaman yang dikutip 

Kutipan yang hanya menyebutkan nama penulis, judul buku, dan tahun terbit. 

Kutipan yang hanya menyebutkan nama penulisnya saja. 

Kutipan yang hanya menyebutkan nama belakang penulis, namun halaman yang 
dikutip masih dicantumkan. 

Kutipan yang hanya menyebutkan nama belakang penulisnya saja. 


Pelaksanaan menulis artikel 
Ada tujuh langkah yang harus kita kuasai dalam bab ini: 


Apakah Intro itu? 


Dalam artikel kedudukan intro sangat strategis. Intro harus dipilih dengan baik. Intro 
yang baik akan membangkitkan minat baca serta mengantarkan khalayak pada 
tujuan secara singkat dan efektif. 


Fungsi intro artikel 


Atraktif, harus mampu membangkitkan perhatian dan minat khalayak pembaca. 
Fungsi pertama intro lebih banyak mengusik wilayah psikologi pembaca. 

Introduktif, harus memuat topik yakni pernyataan tentang isi pokok bahasan sesuai 
ruang lingkupnya. 

Korelatif, harus dapat membuka jalan bagi paragraf kedua. 

Kredibilitas, intro menunjukkan tingkat pengetahuan, keahlian, dan bidang 
pengalaman penulis. 


Jenis-jenis intro artikel 


Langsung menyebutkan pokok bahasan (bila topik menjadi perhatian khalayak). 
Melukiskan latar belakang masalah. 

Menghubungkan dengan peristiwa mutalhir atau kejadian yang sedang menjadi pusat 
perhatian masyarakat. 

Menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati. 

Menghubungkan dengan tempat penulis melakukan aktivitasnya (mengungkap 
peristiwa historis, fungsi, atau hal-hal yang relevan dengan pokok bahasan). 
Menghubungkan dengan suasana emosi yang tengah meliputi khalayak. 
Menghubunkan dengan persitiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. 

Menghubungkan dengan kepentingan vital strategis khalayak. 

Memeberikan pujian pada khalayak pada prestasi mereka. 

Memulai dengan suatu pernyataan yang mengejutkan (the shock technic). 
Mengajukan pernyataaan provokatig atau serentetan pertanyaan. 

Menyatakan kutipan. 

Meceritakan pengalaman pribadi penulis sendiri atau orang lain. Memberikan kesan 
dekat dan nyata. 

Mengisahkan cerita faktual,fiktif, atau hipotesis. 
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" Menyatakan teori atau prinsip-prinsip yang diakui kebenarannya. 
" Membuat humor atau anekdot, relatif sukar. 


Mengembangkan bahasan artikel 
Untuk mengatasi “penyakit” kehabisan kata-kata, terdapat beberapa cara, yaitu: 


Penjelasan. 

" Memberi keterangan atau uraian terhadap suatu persoalan yang dibahas. Penjelsan 
dapat dilakukan dengan merujuk pendekatan: 

"  Etimologis : merujuk pada asal usul kata 

" Pendekatan filosofis: menunjuk pada substansi atau hakikat suatu masalah 

» Pendekatan fungsi : menguraikan suatu masalah dengan melihat pada nilai guna 
yang dikandungnya. 

" Pendekatan susunan: memetakan suatu masalah dengan melihat segi struktur atau 
susunanya. 

" Pendekatan bentuk : menguraikan suatu masalah dengan cara melihat pada segi 
bentuknya secara fisik. 

» Pendekatan sifat: merinci suatu masalah dengan membedah sifat-sifat yang 


dimilikinya. 
" Pendekatan tujuan: memetakan suatu masalah denga cara menyebutkan tujuan yang 
ingin dicapai. 
Contoh 


» Tak ada bahasa yang paling mudah dipahami manusia kecuali contoh 


Perbandingan 
"Artikel akan lebih jelas jika materinya kita bandingkan dengan masalah di tempat lain. 


Kutipan 
" Berfungsi untuk mengembangkan bahasan, mendukung dan mengukuhkan gagasan, 
dan membangun kredibiiltas penulis. 


Statistik 
" Menghidupkan angka-angka membisu menjadi angka-angka yang bicara sendiri. 


Penegasan 
" Memberi penekanan pada kata atau kalimat tertentu dengan maksud untuk dijadikan 
rujukan khalayak. 


Tiga prinsip komposisi artikel 
Untuk mengingatkan kita agar tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan. Tiga prinsip 
dasarnya : 

" Kesatuan (unity) sifat, isi, dan tujuan. 

"  Pertautan (coherence), keharusan pesan yang mengalir lancar. 

" Titik berat (emphasis), memberikan tekanan bagi bagian tertentu yang penting. 


Enam Urutan Organisasi Pesan 
" Deduktif. Dimulai dari kesimpulan kemudian penjelasan, rincian, latar belakang, 
argumen, dan bukti-bukti. Cocok untuk artikel argumentatif. 
"  linduktif. Kebalikan dari deduktif, artinya tidak menghendaki penarikan kesimpulan 
yang mentah. 
Kronologis. Dismapaikan berdasar urutan waktu. 
Logis. Disusun berdasarkan hubungan sebab-akibat. 
Spasial. Disusun berdasarkan ruang dan tempat. 
Topikal. Disusun berdarsar urutan topik atau topik bahasan. 
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Cara Menutup Artikel 
Artikel dapat ditutup menggunakan salah satu teknik berikut: 


menegaskan kembali topik atau pokok bahasan. 

mengakhiri dengan klimaks 

mengajak khalayak untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu yang dianggap 
relevan dan sifatnya mendesak. 

menggunakan kutipan. 


Cara dan syarat mengirim artikel 
Syarat artikel layak kirim: 


Topik yang diangkat aktual dan atau kontroversial 

Tesis yang diajukan orisinal serta mengandung gagasan baru dan segar 

Materi yang dibahas menyaktu kepentingan masyarakt luas 

Topik atau pokok bahasan yang dikupasn diyakini tidak bertentangan denganb aspek 
etis, sosiologis, yuridis, dan ideologis. 

Ditulis dalam bahasa baku yang benar dan baik, lincah dan segar, mudah dan ringan 
dibaca. 

Mencerminkan visi dan sikap penulis sebagai seorang intelektual atau cendekiawan. 
Referensial 

Singkat utuh dan tuntas, tidak boleh menyita waktu. 

Memenuhi kebutuhan sekaligus bisa mengikuti selera dan redakksional media 
massa. 

Memenuhi kualifikasi teknis-administratif media massa bersangkutan 


Mengapa artikel tidak dimuat 


Jumlah artikel yang dibutuhkan, jadi artikel kita kalah bersaing dengana artikel orang 
lain. 

Naskah terlalu panjang 

Naskah kehilangan momentum. 


Revisi naskah artikel setelah ditolak 


Membaca dan memeriksa kembali untuk meyakinkan diri tidak ada yagn salah 
dengana artikel tersebut. 

Evaluasi secara menyeluruh seperti, cek judul, topik, kutipan, dan substansi lain. 
Revisi dan modifikasi seperlunya. 

Mendokumntasikan sebagai bahan introspeksi.JJ 
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Hand-Out 14 
TEHNIK DASAR PENULISAN TAJUK RENCANA 


Arti dan fungsi tajuk rencana 


Secara teknis jurnalistik, tajuk rencana diartikan sebagai opini redaksi berisi aspirasi, 
pendapat, dan sikap resmi media pers terhadap persoalan potensial, fenomenal, 
aktual dan atau kontroversial yang terdapat dalam masyarakat. 

Suara tajuk rencana bukan suara perorangan atau pribadi melainkan suara kolektif 
seluruh wartawan dan karywan dari suatu lembag penerbitan pers. Apa pun yang 
dibahas atau diulas, tajuk rencana tidak boleh mengeyampingkan pendapat redaksi. 


Menurut William Pinkerton, fungsi tajuk rencana yaitu : 


Menjelaskan berita, sebagai guru, menerangkan bagaimana suatu kejadian 
berlangsung 

Menjelaskan latar belakang, menghubungkan sebuah cerita dengan sesuatu yang 
telah terjadi sebelumnya. 

Meramalkan masa depan, menyajikan analisis. 

Menyampaikan pertimbangan moral, mempertahankan kata hati masyarakat. 


Jenis-jenis tajuk rencana 


Memberikan informasi semata. Jarang dijumpai. 

Menjelaskan, hampir sama dengan interpretasi berita. 

Memberikan argumentasi, analitis sebab akibat suatu persitiwa. 
Menjuruskan timbulnya aksi. 

Bersifat jihad. Umumnya datang berturut-turut dan dengan sikap yang jelas. 
Bersifat membujuk, untuk mengambil tindakan atau pendapat umum. 
Bersifat memuji. 

Bersifat menghibur. 


Tahapan menulis tajuk rencana 


Pencarian ide dan topik berita berdasar geografi dan dampak 

Seleksi dan penetapan topik, harus sesuai dengan klasifikasi penerbitan. 
Pembobotan substansi materi dan penetapan tesis, mengisi topik dengan pendapat- 
pendapat dari tim editorial. 

Proses pelaksanaan penulisan, ditunjuk satu orang dari tim editorial, gaya bahasa 
harsu selalu sama. 


Kriteria topik tajuk rencana 
Sebagai mahkota media, tajuk dipilih dengan sangat selektif. Kriterianya adalah: 


Aktual atau kontroversial 

Sesuai kebijakan media 

Sejalan dengan kualifikasi dan fokus sirkulasi 

Berpijak pada kaidah jurnalistik 

Tidak bertentangan dengan aspek yang berlaku dalam masyarakat 
Berorientasi pada nilai-nilai luhur perdaban. 


Tesis tajuk rencana 


Tesis adalah pendapat utama dari keseluruhan uraian tajuk rencana. Tesis disebut 
juga kesimpulan. 

Tesis terbuka, apabila tesis dirumuskan dalam rangkaian kaliamt ringkas, lugas, dan 
tegas tersurat. Pembaca dihapadkan pada pilihan menerima atau menolak tesis yang 
ditawarkan. 

Tesis tertutup, kebalikan dari tesis terbuka. 
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Judul tajuk rencana 
" Pertama, bagi tajuk itu sendiri, jati diri, tidak anonim, dll. 
" Kedua, bagi pembaca, judul pemicu daya tarik pembaca untuk tajuk rencana kita. 


Syarat judul tajuk rencana : 
" Provokatif, harus mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak terhadap 
uraian tajuk rencana kita. 
Singkat padat, langsung pada pokok pembicaraan dan sesuai kolom yang tersedia. 
Relevan, tidak menyimpang dari topic. 
Fungsional, setiap kata bersifat mandiri. 
Informal, atraktif, hidup, segar. 
Statistic, penyederhanaan masalah serta pemberian makan terhadap deretan angka. 


Teori ANSVA dan Teori SEES 
1. ANSVA 
" Attention, menarik minat baca 
" Need, memenuhi kebutuhan pembaca 
" Satisfaction, memuaskan kekritisan dan kelogisan pembaca. 
" Visualization, paparan yang mudah dipahami. 
" Action, kecepatan dan kesederhanaan. 


2. SEES 

" Statement, lontarkan pernyataan singkat yang menggugah pembaca 

» Explantion, beri penjelasan pernyataan singkjat tersebut 

" Example,yakinkan pernyataan tersebut dengan contoh 

» Summary, ikat hati khalayak dengan kesimpulan 
Mengenali Karakteristik Pers 

Pers mengandung dua arti, sempit dan luas. Dalam arti sempit, pers hanya 

menunjuk pada media cetak berkala, sedangkan dalam arti luas, pers bukan hanya 
menunjuk pada media cetak berkala melainkan juga mencakup media elektronik auditif dan 
media elektronik audio visual.IJ 
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Hand-Out 15 
TEHNIK DASAR PENULISAN ARTIKEL OPINI 


Bagaimana Mempertimbangkan Artikel Opini Untuk Media Massa 
Artikel Opini dalam Pers Indonesia 

Penulisan opini sudah menjadi perhatian sejak pemerintahan kolonial (Hindia- 
Belanda) Balai pustaka punya bukti sejarah yang kuat dengan manuskrip tulisan dari pers 
Melayu dan Cina yang terbit dalam bahasa Indonesia. Di masa perjuangan, tulisan opini 
seting dibuat dengan berani, seperti dari Penggugah dengan Soewardi sebagai pemimpin 
redaksinya. Kritik-kritik terhadap pemerintahan kolonial belanda menjadi isu utama yang 
beredar saat itu. 


Karakteristik Artikel Opini 
Menurut bobotnya dibedakan menjadi : 
" Berbobot Impresi: alat analisis yang digunakan adalah impresi penulis. 
» Berbobot evaluasi: alat analisis yang digunakan adalah judgements, yaitu norma 
dengan mana i9ntelek mengafirmasikan atau menegasikan sesuatu. 
" Berbobot intrepretasi: Alat analisis yang digunakan yaitu preposisi. 
" Berbobot Eksplanasi: alat analisis yang digunakan yaitu teori 


Menurut Posisi penulis dibagi menjadi : 
" Suara pribadi: opini dilansir dari suara pribadi si penulis dan ditulis secara by-line 
» Suara Lembaga: Opini berasal dari kolektivitas lembaga, bisasanya tanpa nama 
penulis 
" Suara Autoratif: Opini berasal dari orang yang pakar di suatu bidang 


Pusat-Pusat Pemikiran dan Para Pembentuk Opini Publik di Indonesia : 

Untuk memetakan pusat-pusat pemikiran yang sanggup membangun opini publik, 
kita perlu melihat misi pers yang diemban pers negara tersebut, dan opini seperti apa yang 
ingin dibangun beserta tujuannya. Proses pembentukan opini di masyarakat yang 
pemerintahannya menganut sistem totalitarian, dengan pers yang tanpa kebebasan hanya 
dapat dipuaskan oleh penguasa negeri tersebut. Misi pers di negara ini pun sebatas 
propaganda dengan tujuan menanamkan keyakinan doktriner yang dibangun di atas opini 
tunggal. Sementara di negeri yang pemerintahnnya menganut libertarian, dengan pers yang 
dikontrol penuh oleh mekanisme pasar, proses pembangunan opini dilakukan oleh para 
pemodal besar. Misi pers di negara ini lebih sebagai sarana penyiar dan sarana penyebar 
gagasan yang membela kepentingan bisnis. Menurut pemerintahan Soeharto, Indonesia 
berada di luar kedua sistem tadi dengan menganut paham sendiri yaitu pers pancasila yang 
diterjemahkan sebagai "pers bebas dan bertanggung jawab”. Proses pembentukan opini 
dalam sistem ini tentu tidak akan dikontrol oleh kepentingan libertarian dan totalitarian. Misi 
pers-nya memberikan layanan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, 
menyelenggarakan forum dialog dalam masyarakat dan mengawal tegaknya hak-hak 
individu untuk menghindari kesewenangan pihak yang kuat. 

Di sistem pancasila, ada tiga pembangun opini yang tipenya mudah dikenal, yaitu: 

" Lembaga di lingkungan pemerintahan 
" Organisasi politik dan kemasyarakatan 
" Lembaga kajian dan penelitian 


Di pihak media massa yang menyebarluaskan proses pembentukan opini, terdapat 
redaktur opini (biasa disingkat redop). Redop bertugas mempertimbangkan opini-opini yang 
masuk dan hendak dibentuk Ada tiga hal yang dibutuhkan redop yaitu: 

" Penguasaan terhadap bidang yang mau digarap 
" Mengetahui isu/peta pemikiran dari isu yang mau dibahas 
" Mengidentifikasi sumber dari peta pemikiran itu. 
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Selain itu Redop harus menguasai teori-teori pembangunan dan isu-isu/model- 
modelnya selain juga pengetahuan tentang budaya untuk dapat menganalisis isu 
pembangunan seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, lingkungan dsb. Redop mau tidak 
mau harus menawarakan terapi-terapi kepada masyarakat dalam menghadapi suatu 
masalah. 


Sumber Ide bagi Penulisan Artikel Opini: 

Selain masalah ekonomi, rumusan yang mulai diperbincangkan para peneliti ilmu 
sosial Indonesia adalah agenda politik. Saat itu, agenda politik dan kebijakan pemerintah 
digunakan untuk membahas dan mengaitkan fenomena-fenomena yang terjadi di 
masyarakat. Dalam konteks (pemerintahan Soeharto pada tahun 1995) ini setidaknya ada 
tiga isu besar yang bisa diangkat penulis opini, yaitu : 

Militer dan Politik. Contoh: masalah dwifungsi ABRI 

Islam dan Politik 

Bisnis dan Politik 

Lainnya : persoalan dikotomi Sipil-Militer, lemahnya civil society, Masalah HAM, dan 
persoalan ekonomi yang tidak transparan 


Pengelolaan Rubrik Opini oleh Redaktur: 

Rubrik opini yang tidak jarang menjadi penentu opini publik, harus dikelola secara 
maksimal. Ada tiga cara kerja redaktur opini yang penerapannya disesuaikan dengan sikap 
dan policy masing-masing media massa, yaitu: 

» Ragam Artikel Opini : proses seleksi dengan kategorisasi opini menurut unit analisis, 
bobot argumen, dan posisi penulis 

1 Kriteria Layak Muat : aktualitas newspeg, ide yang orisinil, kompetensi penulis, logika 
penulisan runtut, gaya penulisannya padat-populer-menarik, non-tautologis, tidak 
mengandung SARA, tidak menyerang pribadi seseorang, dan menggunakan bahasa 
yang jelas dan benar. 


Manajemen Perencanaan: 

" Mengenali dan mengikuti isu lokal, regional, dan internasional yang aktual dan faktual 

» Jemput bola meminta penulis yang kompeten di bidangnya dan nyetel dengan policy 
media tersebut 

» Memantau penulis agar menepati deadline, menyiapkan outline tulisan, dan 
memberikan alasan-alasan mengapa topic itu perlu diangkat. 

" Merancang artikel yang akan dimuat di rubrik opini sesuai dengan peristiwa yang 
teragenda maupun non agenda. 


Penyuntingan artikel 
Hal-hal yang perlu diperhatikan : 
" Mempertimbangkan isi dan aspek teknis penyajian 
" Menghubungi penulis untuk hal-hal yang perlu dikonsultasikan 
" Membuat perkiraan panjang naskah 
" Menyiapkan cadangan naskah untuk mengantisipasi perkembangan/perubahan isu 
lebih lanjut 


Bidang Kerja Redaktur Rubrik Opini 

1 Kebijakan keredaksian: segi surat kabar (filosofi dan kebijaksanaan), Segi Pembaca 
(kebutuhan segmen pembaca), Segi Penulis (mengenali dan mengarahkan ide 
penulis sesuai kebutuhan pembaca 

" Teknis operasional: membaca semua berita/artikel hari itu, memutuskan event yang 
perlu segera ditindaklanjuti, menyeleksi artikel yang masuk, menilai artikel yang layak 
muat dan mengedit, mengecek data, mensupervisi lay-out, melakukan administrasi 
pemberian honorarium, melakukan talent scouting penulis, dsb.I| 
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Hand Out 16 
TEHNIK DASAR PENULISAN FEATURE 


Feature 
Feature adalah artikel yang kreatif, kadang-kadang subjektif, yang terutama dimaksudkan 
untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, 
keadaan, atau aspek kehidupan. Dari pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa feature 
memiliki beberapa unsur, antara lain: 

" Kreativitas: Memungkinkan reporter “menciptakan” sebuah cerita 

"  Subjektivitas: Penulisnya dapat memasukkan emosi dan pikirannya sendiri 

" Informatif: Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai situasi atau aspek 

kehidupan yang mungkin diabaikan dalam penulisan berita 

" Menghibur: Feature memberikan variasi terhadap berita-berita rutin 

" Awet: Tulisan tidak mudah basi 

" Panjang: bisa ditulis sepanjang mungkin selama masih menarik 


Modal penting dalam menulis 
Dalam menulis berita yang diutamakan adalah pengaturan fakta-fakta, tapi dalam penulisan 
feature bisa menggunakan teknik “mengisahkan sebuah cerita”. 
Hal-hal yang harus dilakukan penulis feature ialah : 
" Akurasi: ceriita khayalan tidak boleh ada dalam feature 
Mengumpulkan informasi dengan tepat 
Memperhatikan Pengejaan dan pemakaian kata 
Pemakaian buku pedoman 
Mengangkap kesalahan dengan membaca ulang naskah itu untuk mengeceknya 


Tentang Lead. Lead memiliki dua tujuan utama : 
" Menarik pembaca untuk mengikuti cerita 
" Membuat jalan supaya alur cerita lancar 


Macam-macam Lead: 
» Lead ringkasan: Menggunakan inti cerita 
" Lead bercerita: Menggunakan kata-kata yang dapat membawa pembaca menjadi 
tokoh utama dalam cerita tersebut 
" Lead deskriptif: Menggunakan kata sifat 
" Lead kutipan: Menggunakan kutipan dari narasumber 
» Lead pertanyaan: Menggunakan pertanyaan yang merangsang pembaca untuk 
mengetahui jawabannya 
Lead menuding langsung 
Lead penggoda 
Lead nyentrik 
Lead gabungan 


Agar dapat menulis lead dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 
" Tulis dengan ringkas 
" Tulis alinea dengan ringkas 
" Gunakan kata-kata aktif 
"  Gaetlah pembaca pada beberapa kata pertama 


Tubuh dan Ekor Tulisan Feature 
Dalam piramida terbalik, bahan tulisan (informasi) disusun sedemikian rupa sehingga 
pembaca memeperoleh bagian terpentingnya segera pada bagian awal tulisan. Piramida 
terbalik mempunyai dua fungsi: 

" Memungkinkan editor memotong naskah dari bawah 

" Memungkinkan diketahui dengan cepat tentang kelayakan berita 
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Piramida terbalik juga umumnya digunakan oleh feature tetapi perbedaannya 
dengan straight-news ialah feature memerlukan ending atau penutup tulisan. Feature 
memerlukan ending karena: Tidak ada alasan untuk terburu-buru, Ending tidak bisa muncul 
tiba-tiba karena hasil dari penuturan mengalir di atasnya. 


Ada beberapa jenis penutup (ending), di antaranya: 
" Penutup ringkas: bersifat ikhtisar 
" Penutup penyengat: dapat mengagetkan pembacanya 
" Penutup klimaks: digunakan pada cerita yang memiliki kronologis dan bila puncak 
alur (kklimaks) ini adalah penyelesaian cerita 
" Penutup tanpa penyelesaian: menggunakan pertanyaan pokok yang tidak terjawab 


Penulisan feature juga harus memperhatikan transisi. Transisi adalah pengikat 
antar pokok pikiran / ide. Transisi ini berfungsi untuk : 
"  Memberitahukan pemindahan ke materi lain 
"  Meletakkan materi lain pada perspektifnya 


Teknik penulisan 
Ada tiga teknoik penulisan feature yang pokok, yaitu : 
" Spiral: paragraf selanjutnya nebguraikan lebih terperinci persoalan di paragraf 
sebelumnya 
x Blok: bahan disajikan dalam alinea-alinea yang terpisah secara lengkap 
" Mengikuti tema: Setiap paragraf menggarisbawahi atau menegaskan lead-nya. 


Untuk menarik pembacanya penulis harus menyajikannya dengan: Menggunakan 
alinea pendek : memotong paragraf yang kelihatan terlalu panjang 
Singkat, sederhana, logis , dan benar tata bahasanya 


Empat Senjata 
Empat senjata yang harus dipersiapkan seorang wartawan agar mampu 
Meng lkan tulisan yang menarik. 
Fokus: dalam menulis cerita, penulis harus mampu menjaga tulisan agar tidak 
melebar, maka dari itu setiap potong informasi harus menyentuh titik fokus. 


" Deskripsi 
"Anekdot 
" Kutipan 


Memilih segi (angel) yang tepat, pertimbangan yang perlu dilakukan : Pakailah 
imajinasi, Perhatikan orang yang memiliki pandangan berbeda tentang suatu persoalan. Ada 
yang perlu diperhatikan dari sebuah peristiwa sehingga bisa diramu menjadi berita: Feature 
berita, Feature human interest. Profil pribadi: adalah cerita mendalam tentang seseorang, 
sebuah cerita yang mampu menangkap inti kepribadiannya. Untuk memudahkannya, 


diperlukan : 
1 Riset 
"n Deskripsi fisik. 
" Penilaian terhadap kecerdasan dan kecakapan subjek 


Latar belakang tentang subjek 

" Anekdot dan bahan-bahan gambaran 
Agar tetap fokus, hal-hal yang perlu dilakukan : 

" Membuat outline (kerangka cerita) 

" Memilih awal cerita 

»  Runtun 

» Agar lebih menarik, buatlah boks (kotak khusus yang memberikan data tambahan 
yang masih berkaitan dengan tulisan).I| 
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Hand-Out 17 
TEHNIK DASAR PENULISAN RESENSI 


Beruntung orang yang suka membaca buku. Mereka yang gemar membaca buku 
akan terbuka wawasannya, tidak kuper dan cupet pandangan. Mereka akan mendapatkan 
informasi selain yang dipikirkannya selama ini, begitu juga referensi dan pengetahuannya 
akan bertambah luas. Inilah sebenarnya investasi berharga sebagai modal untuk 
mengarungi kehidupannya. Orang yang menyukai aktivitas membaca, biasanya mereka 
tidak akan terjebak dalam pola berpikir sempit ketika menghadapi problem-problem penting 
yang terjadi di dunia. Dalam kehidupan nyata juga berpeluang besar punya potensi dan 
kecenderungan yang bijak dalam mensikapi kejadian-kejadian keseharian di sekitarnya. 

Tapi, bagi orang yang ingin berbuat lebih dan mau berbagi ilmu kepada orang lain, 
membaca saja tak cukup. Mereka perlu memiliki ketrampilan lagi yaitu ketrampilan 
meresensi buku (berbagi bacaan). Sebelum melangkah kepada teknik ringkas meresensi 
buku, ada beberapa hal penting mengapa resensi perlu dibuat. Tujuannya, diantaranya 
sebagai berikut, 

1. Membantu pembaca (publik) yang belum berkesempatan membaca buku yang dimaksud 
(karena buku yang diresensi biasanya buku baru) atau membantu mereka yang memang 
tidak punya waktu membaca buku sedikitpun. Dengan adanya resensi, pembaca bisa 
mengetahui gambaran dan penilaian umum terhadap buku tertentu. Setidaknya, dalam 
level praktis keseharian, bisa dijadikan bahan obrolan yang bermanfaat dari pada 
menggosip yang tidak jelas juntrungnya. 

2. Mengetahui kelemahan dan kelebihan buku yang diresensi. Dengan begitu, pembaca 
bisa belajar bagaimana semestinya membuat buku yang baik itu. Memang, peresensi 
bisa saja sangat subjektif dalam menilai buku. Tapi, bagaimanapun juga tetap akan 
punya manfaat (terutama kalau dipublikasikan di media cetak, karena telah melewati 
seleksi redaktur). Lewat buku yang diresensi itulah peresensi belajar melakukan kritik 
dan koreksi terhadap sebuah buku. Disisi lain, seorang pembaca juga akan melakukan 
pembelajaran yang sama. Pembaca bisa tahu dan secara tak sadar akan menggumam 
pelan “Oooo buku ini begini.... begitu” setelah membaca karya resensi. 

3. Mengetahui latarbelakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Sisi Undercovernya. 
Kalaupun tidak bisa mendapkan informasi yang demikian, peresensi tetap bisa mengacu 
pada halaman pengantar atau prolog yang terdapat dalam sebuah buku. Kalau tidak, 
informasi dari pemberitaan media tak jadi soal. 

4. Mengetahui perbandingan buku yang telah dihasilkan penulis yang sama atau buku-buku 
karya penulis lain yang sejenis. Peresensi yang punya “jam terbang” tinggi, biasanya 
tidak melulu mengulas isi buku apa adanya. Biasanya, mereka juga menghadirkan karya- 
karya sebelumnya yang telah ditulis oleh pengarang buku tersebut atau buku-buku karya 
penulis lain yang sejenis. Hal ini tentu akan lebih memperkaya wawasan pembaca 
nantinya. 

5. Bagi penulis buku yang diresensi, informasi atas buku yang diulas bisa sebagai masukan 
berharga bagi proses kreatif kepenulisan selanjutnya. Karena tak jarang peresensi 
memberikan kritik yang tajam baik itu dari segi cara dan gaya kepenulisan maupun isi 
dan substansi bukunya. Sedangkan, bagi penerbit bisa dijadikan wahana koreksi karena 
biasanya peresensi juga menyoroti soal font (jenis huruf) mutu cetakan dsb. 


Nah, untuk bisa meresensi buku, sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan 
sebagian orang. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan siapa saja yang akan membuat 
resensi buku asalkan mereka mau. Diantaranya, 
ig ak lada Persiapan 

Memilih jenis buku. Tentu setiap orang mempunyai hobi dan minat tertentu pada sebuah 
buku. Pada proses pemilihan ini akan lebih baik kalau kita fokus untuk meresensi buku- 
buku tertentu yang menjadi minat atau sesuai dengan latarbelakang pendidikan kita. Hal 
ini didasarkan pada kenyataan bahwa seseorang tidak mungkin menguasai berbagai 
macam bidang sekaligus. Ini terkait dengan ” otoritas ilmiah”. Tidak berarti membatasi 
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atau melarang-larang orang untuk meresensi buku. Tapi, hanya soal siapa berbicara 
apa. Seorang guru tentu lebih paham bagaimana cara mengajar siswa dibandingkan 
seorang tukang sayur. 

2. Usahakan buku baru. Ini jika karya resensi akan dipublikasikan di media cetak. Buku- 
buku yang sudah lama tentu kecil kemungkinan akan termuat karena dinilai sudah basi 
dengan asumsi sudah banyak yang membacanya. Sehingga tidak mengundang rasa 
penasaran. Untuk buku-buku lama (yang diniatkan hanya sekedar untuk berbagi ilmu, 
bukan untuk mendapatkan honor) tetap bisa diresensi dan dipublikasikan misalnya lewat 
blog (jurnal personal). 

3. Membuat anatomi buku. Yaitu informasi awal mengenai buku yang akan diresensi. 
Contoh formatnya sebagai berikut: 


Judul Karya Resensi 
Judul Buku 

Penulis 

Penerbit 

Harga 

Tebal 


. Tahap Pengerjaan 
Membaca dengan detail dan mencatat hal-hal penting. Ini yang membedakan antara 
pembaca biasa dan peresensi buku. Bagi pembaca biasa, membaca bisa sambil lalu dan 
boleh menghentikan kapan saja. Bagi seorang peresensi, mesti membaca buku sampai 
tuntas agar bisa mendapatkan informasi buku secara menyeluruh. Begitu juga mencatat 
kutipan dan pemikiran yang dirasa penting yang terdapat dalam buku tersebut. 

2. Setelah membaca, mulai menuliskan karya resensi buku yang dimaksud. Dalam karya 
resensi tersebut, setidaknya mengandung beberapa hal, 

"  Informasi(anatomi) awal buku (seperti format diatas). 
" Tentukan judul yang menarik dan “provokatif”. 
" Membuat ulasan singkat buku. Ringkasan garis besar isi buku. 

3. Memberikan penilaian buku. (substansi isinya maupun cover dan cetakan fisiknya) atau 
membandingkan dengan buku lain. Inilah sesungguhnya fungsi utama seorang peresensi 
yaitu sebagai kritikus sehingga bisa membantu publik menilai sebuah buku. 

"  Menonjolkan sisi yang beda atas buku yang diresensi dengan buku lainnya. 
" Mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca. 

4. Mengkoreksi karya resensi. Editing kelengkapan karya, EYD dan sistematika jalan 

pikiran resensi yang telah dihasilkan. Yang terpenting tentu bukan isi buku itu apa, tapi 

apa sikap dan penilaian peresensi terhadap buku tersebut. 


-wu 


C. Tahap Publikasi 

1. Karya disesuaikan dengan ruang media yang akan kita kirimi resensi. Setiap media 
berbeda-beda panjang dan pendeknya. Mengikuti syarat jumlah halaman dari media 
yang bersangkutan adalah sebuah langkah yang aman bagi peresensi. 

2. Menyertakan cover halaman depan buku. 

3. Mengirimkan karya sesuai dengan jenis buku-buku yang resensinya telah diterbitkan 
sebelumnya. Peresensi perlu menengok dan memahami buku jenis apa yang sering 
dimuat pada sebuah media tertentu. Hal ini untuk menghindari penolakan karya kita oleh 
redaktur. 


Demikian ulasan sekilas mengenai teknik sederhana meresensi buku. Pada intinya, 
persoalan meresensi buku adalah soal berbagi (ilmu). Setelah membaca buku, biasanya kita 
bahagia karena memperoleh wawasan baru. Dengan begitu urusan meresensi buku juga 
bisa berarti kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain. 
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Catatan tambahan: 


Lima alasan kenapa kamu harus menulis resensi! 

1. Sebagai upaya mengikat makna. Dengan menulis kamu mengikat apa yang kamu baca. 
Dengan mengikatnya maka kamu tidak akan cepat lupa pada hal2 yang mungkin baik 
yang ada di buku itu. 

2. Menulis resensi juga merupakan latihan yang baik untuk mengapresiasi sebuah tulisan, 
dengan elemen-elemennya. Resensi tentu saja bukan sekumpulan pujian terhadap satu 
buku. Resensi boleh saja merupakan deretan kritikan terhadap buku itu. Sah-sah saja. 
Tapi dengan meresensinya maka kamu akan memikirkan baik buruknya buku yang kamu 
baca, dengan lebih dalam. Yang pada berikutnya akan memberimu masukan secara 
pribadi, kekurangan-kekurangan penulis yang tidak boleh dibiarkan ada pada tulisanmu 
nanti, maupun mencoba mengambil kelebihan2 si penulis, agar juga menjadi milikmu. 
Khususnya jika kamu ingin menjadi seorang penulis. 

3. Menulis resensi seperti juga diary, surat pembaca, atau blogging, merupakan latihan 
yang sangat baik untuk menulis. Dengan menulis resensi kamu belajar mengungkapkan 
gagasan dengan lebih baik. 

4. Menulis resensi, juga membantumu mengingat buku-buku apa yang telah kamu baca. 
Daripada sekadar membaca, toh kamu sudah membeli buku itu, kenapa tidak sekalian 
menulis apa kesanmu, apa yang bisa kamu ambil, apa protesmu tentang buku itu. Ini 
bisa jadi cara baik untuk mengajak temanmu yang lain membaca. Apalagi kalau diam- 
diam kamu punya koleksi resensi dari semua buku yang kamu baca. 

5. Menulis resensi juga bisa pembelajaran untuk bernalar dalam mentranskripsi teks yang 
sangat luas ke dalam teks lebih ringkas dengan mengembangkan analisis prioritas 
terhadap teks yang akan diresensi. Dengan demikian, kecerdasan otak kanan juga lebih 
terasah. 

6. Menulis resensi bisa jadi cara lain mendapatkan uang, atau pun hadiah buku. 


Manfaat Meresensi Buku 

Manfaat konkret yang kita serap dari membaca buku ternyata bukan pengetahuan 
atau gagasan penulis buku, melainkan kata-kata yang bermakna. Hanya dengan membaca, 
kita kemudian dapat memasukkan kata-kata tersebut dalam diri kita. Karena itu, semakin 
baik dan semakin kaya kosakata yang dimiliki sebuah buku, semakin baik pula kata-kata 
yang akan kita serap dan simpan. 

Kata-kata yang kita serap dari kegiatan membaca dapat membantu kita untuk 
menata apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Selain itu, membaca dapat 
mendorong kita untuk berkomunikasi secara tertulis dengan penuh kedalaman dan 
keindahan. Namun, yang ingin disampaikan di sini bukan soal kesalingterkaitan membaca 
dan menulis, melainkan betapa pentingnya melanjutkan kegiatan membaca buku dengan 
menuliskan hal-hal yang diperoleh dari pembacaan tersebut. Hal ini yang disebut dengan 
menulis resensi buku. 

Selain akan mengefektifkan kegiatan membaca, menulis resensi buku juga dapat 
melatih kita untuk mengungkapkan pemahaman terhadap sebuah gagasan secara tertulis. 
Selain itu, kegiatan ini juga akan membantu kita dalam merumuskan apa-apa yang kita 
pahami secara terstruktur. 

Dengan cara yang mudah kita pahami, resensi adalah suatu paparan ringkas 
tentang manfaat sebuah buku. Melalui resensi buku, seseorang dapat mengenali manfaat 
buku secara cepat. 

Namun, membuat resensi buku ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Sebab 
peresensi perlu membaca buku secara tuntas dan total. Untuk mendukung hal tersebut, 
peresensi buku yang baik perlu sekali mengetahui konsep-konsep dan teknik-teknik 
membaca buku secara menyenangkan dan dapat pula mengambil hal-hal penting dari buku 
yang dibacanya. Hal tersebut bisa jadi dapat membantu Anda membuat resensi buku 
dengan menyenangkan pula. 
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Ada tiga macam teknik meresensi buku yang dapat Anda lakukan. 


1. 


Teknik pertama disebut sebagai teknik "cutting and glueing”. Dinamakan seperti itu 
lantaran yang digunakan dalam teknik ini hanyalah "memotong" dan "merekatkan" 
potongan-potongan tulisan. Potongan tersebut berupa materi yang ada di dalam buku 
yang menarik perhatian Anda. Anda tinggal menyalin kalimat-kalimat menarik yang 
mencerminkan isi buku yang ditulis oleh penulis buku yang Anda baca. Sebagaimana 
Anda mengliping sebuah koran, begitulah yang Anda lakukan dengan "memotong" materi 
buku yang Anda baca. Yang dimaksud dengan "memotong" di sini adalah memindahkan 
materi buku, dalam artian, Anda menuliskan kembali kalimat-kalimat menarik yang ditulis 
oleh si penulis ke dalam catatan Anda. Bagian yang Anda potong bisa bagian depan, 
tengah, atau belakang. Yang penting, yang Anda "potong" benar-benar bagian yang 
menarik perhatian Anda dan menurut Anda merupakan gagasan inti yang disampaikan 
oleh si penulis buku. Setelah merasa cukup mengumpulkan "potongan", pilihlah yang 
lebih sesuai dan kaitkanlah "potongan-potongan" itu. Inilah tahap "merekatkan" atau 
menempelkan. Ingat, jangan asal tempel saja. Anda perlu waspada ketika mengaitkan 
"potongan" (baca: gagasan) yang satu dengan "potongan" yang lain. Usahakan agar 
tetap si penulis sendiri yang bicara. Peran Anda dalam resensi itu hanya dalam konteks 
menyambungkan, mengalirkan, dan mengaitkan gagasan yang satu dengan gagasan 
yang lain. Diri Anda terwakili oleh judul resensi yang akan Anda buat. Selain itu, Anda 
dapat memasukkan diri dalam kesimpulan atau kalimat pembuka resensi apabila Anda 
dapat memberikan komentar pendek atas gagasan yang Anda rangkai yang berasal dari 
tulisan si penulis. Teknik "cutting and glueing” ini merupakan teknik yang paling 
sederhana dalam membuat resensi atau teknik berlatih membuat resensi (sekaligus 
berlatih menulis) yang paling elementer. Apabila seseorang rajin berlatih dengan teknik 
ini, dia dapat meningkatkan penulisan resensinya dengan menggunakan teknik kedua. 


. Teknik kedua ini dinamai teknik "focusing”. Teknik ini berkaitan dengan kegiatan 


"memusatkan perhatian" kepada satu komponen yang disajikan oleh sebuah buku. Tapi 
pemusatan perhatian pada buku tetap berpangkal pada apa yang merupakan sesuatu 
yang menonjol, yang "eye catching”, dan yang memang sangat-sangat menarik 
perhatian. Kita dapat menemukan hal-hal yang menonjol dari sebuah buku, seperti tema 
buku. Bisa pula metode pembahasan yang digunakan penulis. Sampulnya, sosok 
pengarangnya, gaya penyajiannya, atau latar belakang penerbitan buku tersebut. Apa 
saja bisa diangkat. Namun, peresensi yang ingin menggunakan teknik ini perlu sekali 
memilih salah satu komponen yang ada di dalam buku yang memang sangat menarik. 
Teknik ketiga dinamai teknik "comparing". Teknik ini mengajak seorang peresensi untuk 
melakukan pembandingan atas hal-hal yang ada di dalam buku tersebut. Caranya 
dengan tidak hanya membaca satu buku saja. Selain buku yang ingin diresensi, seorang 
peresensi perlu membaca setidaknya lebih dari dua buku yang mempunyai kesamaan, 
misal satu tema, satu penulis, dan lain-lain. Hal ini membantu peresensi untuk dapat 
membandingkan buku yang ingin diresensinya dengan buku lain yang dibacanya. 
Meskipun proses pembandingan itu tidak langsung dan frontal, tapi dengan membaca 
banyak buku, peresensi dapat memiliki cakrawala yang luas dan dapat menemukan 
kelebihan ataupun kekurangan yang terdapat di dalam sebuah buku. Tentu, hasil resensi 
yang berasal dari penggunaan teknik ketiga ini akan lebih memperkaya pembaca resensi 
buku tersebut. 
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TEKNIK RESENSI BUKU JALTERNATIF CARA) 
Ulasan buku merupakan gambaran sekaligus evaluasi terhadap suatu buku. Sebuah 
ulasan harus berfokus pada tujuan, kandungan, dan otoritas buku. 


Pemindaian (Scanning) Halaman Awal Buku. 
Sebelum mulai membaca, perhatikan hal-hal berikut: 

1. Judul - Apa yang tersirat dari judul buku itu? 

2. Kata Pengantar - Memberikan informasi penting tentang tujuan pengarang menulis 
buku tersebut dan membantu Anda menakar keberhasilan karyanya itu. 

3. Daftar Isi - Memberi tahu Anda tentang pengorganisasian buku tersebut yang akan 
membantu kita dalam melihat gagasan utama pengarang dan bagaimana alur 
pengembangannya secara kronologis, berdasarkan topik, dan sebagainya. 


Bacalah Isinya 

Catat kesan-kesan yang Anda dapatkan saat membaca buku yang akan Anda ulas, 
dan perhatikan bagian-bagian yang patut dikutip. Pertimbangkan juga pertanyaan- 
pertanyaan berikut ini: 

1. Apa bidang kajian dan bagaimana buku itu bisa dikelompokkan ke dalamnya? (Jika 
perlu, gunakan sumber lain agar Anda lebih akrab dengan bidang kajian tersebut.) 

2. Dari sudut pandang mana buku itu ditulis? 

3. Bagaimana gaya penulisan si pengarang? Formal atau informal? Sesuaikah dengan 
target pembaca? Jika ini karya fiksi, teknik menulis apa yang dipakai pengarang? 

4. Apakah konsepnya didefinisikan secara jelas? Bagaimana penulis mengembangkan 
gagasannya? Bidang apa yang tercakup'tidak tercakup di dalamnya? Kenapa 
demikian? Hal-hal seperti inilah yang akan membantu dalam membangun otoritas 
sebuah buku. 

5. Jika buku tersebut adalah karya fiksi, buat catatan mengenai unsur-unsur seperti 
penokohan, plot, setting, dan bagaimana keterkaitan semua unsur tersebut dengan 
tema buku. Bagaimana cara pengarang menggambarkan tokoh-tokohnya? 
Bagaimana pengembangannya? Bagaimana struktur plotnya? 

6. Seberapa akurat informasi dalam buku itu? Bandingkan dengan sumber lain, jika 
perlu. 

7. Jika relevan, buat catatan mengenai format buku, tata letak, penjilidan, tipografi, dan 
lain-lain. Apakah ada peta, ilustrasi? Apakah gambar-gambar itu dapat membantu 
pemahaman pembaca? 

8. Periksa halaman-halaman belakang. Apakah indeksnya akurat? Sumber apa yang 
dipergunakan? primer atau sekunder? Bagaimana pemanfaatannya? Catat jika ada 
kelalaian-kelalaian yang bisa mengganggu. 

9. Terakhir, sejauh mana prestasi buku itu? Apakah masih diperlukan karya 
selanjutnya? Bandingkan buku itu dengan buku lain dari pengarang yang sama atau 
berbeda. (Gunakan daftar pustaka.) 


Rujukan kepada Sumber Tambahan 

Berusahalah menemukan informasi lebih jauh tentang si pengarang, reputasi, 
kualifikasi, pengaruh, dan informasi apa pun yang relevan dengan buku yang sedang Anda 
ulas dan yang akan membantu dalam membangun otoritas si pengarang. Pengetahuan 
tentang periode kesusasteraan dan teori-teori kritik sastra juga sangat berguna bagi ulasan 
Anda. Mintalah saran mengenai sumber yang bisa Anda pergunakan kepada orang yang 
menguasai tema buku itu dan/atau pustakawan rujukan. 


Persiapkan Kerangka Tulisan 

Sekarang, cermatilah catatan Anda, berusahalah untuk menyatukan kesan-kesan 
Anda menjadi sebuah pernyataan atau tesis yang dapat menggambarkan tujuan dari ulasan 
yang sedang Anda buat. Kemudian, buat kerangka argumen yang mendukung tesis Anda. 
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Argumen tersebut berguna untuk mengembangkan dan membuat supaya tesis Anda 
menjadi logis. 


Buat Draf Tulisan Resensi 

Amati kembali catatan Anda. Kemudian, dengan menggunakan kerangka tadi 
sebagai panduan sambil merujuk kepada catatan lain jika perlu, mulailah menulis. Ulasan 
buku Anda harus meliputi: 

1. Informasi Awal-Kutipan bibliografis lengkap dari buku tersebut, yaitu judul lengkap, 
nama penulis, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, edisi, jumlah halaman, tambahan 
khusus (peta, gambar/halaman berwarna, dan sebagainya), harga, dan ISBN. 
Pembukaan-Berusahalah memikat perhatian pembaca dengan kalimat pembuka 
Anda. Pembukaan ini harus menyatakan tesis utama, dan menentukan nada ulasan 
Anda. 

2. Pengembangan-Kembangkan tesis Anda dengan menggunakan argumen pendukung 
sebagaimana yang tersusun pada kerangka tulisan Anda. Gunakan deskripsi, 
evaluasi, dan jika mungkin penjelasan tentang alasan pengarang menulis buku itu. 
Cantumkan kutipan untuk menggambarkan poin-poin penting atau sesuatu yang 
ganjil. 

3. Kesimpulan-Apabila tesis Anda telah dikemukakan dengan baik, suatu kesimpulan 
akan mengikuti dengan sendirinya. Kesimpulan ini dapat berisi pernyataan terakhir 
atau sekadar mengulang tesis Anda. Jangan mengedepankan hal baru di sini. 


Perbaiki Draf Anda 
1. Beri jeda waktu yang cukup sebelum Anda memeriksa ulang ulasan Anda, untuk 
memberi kesempatan bagi perspektif baru. 
2. Dengan hati-hati bacalah naskah itu secara menyeluruh, periksa kejelasan dan 
pertalian antarbagian. 
3. Perbaiki tata bahasa dan ejaan. 
4. Cek kutipan dan ketepatan referensi catatan kaki. 


Kiat-kiat Dasar Menulis Resensi 

Menulis resensi atau kritik buku sebenarnya tidak sulit. Kalau mau, anda juga bisa. 
Nah, berikut ini ada beberapa tips agar anda piawai menulis resensi. Tulisan resensi yang 
menggambarkan sinopsis harus sesuai dengan isi buku. Banyak peserta yang terdaftar 
dalam kompetisi ini ternyata kurang memahami isi buku sehingga sinopsis mereka berbeda 
dengan isi buku. 

Ketajaman analisa. Setelah memahami isi buku, anda harus bisa menilai apakah isi 
buku bermanfaat atau tidak ? Jika memang bagus, beri penjelasan di mana letak sisi bagus 
itu. Begitu pun sebaliknya. Di samping itu, anda harus pula menguasai pengetahuan lain 
sebagai bahan pembanding isi buku yang hendak anda kritisi itu, termasuk di dalamnya 
menyikapi masalah yang ditampilkan buku tersebut. 
Asal anda tahu, prosentase terbesar kriteria penilaian ada pada ketajaman analisa. Di sini, 
anda harus bisa mengaitkan masalah lain yang ada dengan masalah yang diangkat buku itu. 
Dari sini, gagasan anda dan isi buku mengenai masalah yang sama, bisa bertemu. Tentu 
saja anda bisa mengungkapkan ketidaksetujuan atas gagasan penulis buku yang 
bersangkutan. Pada saat yang sama, anda juga harus menawarkan argumen untuk 
mendukung pendapatmu. 

Gunakan bahasa yang terstruktur, lugas, dan jelas sehingga memudahkan pembaca 
memahami maksud anda. Melalui bahasa semacam itu, anda bisa menulis ulang isi atau 
materi yang terkandung dalam buku, kemudian mengkritisi isinya jika ada yang dinilai kurang 
tepat. Selain itu, penulis resensi juga harus memiliki kemampuan memahami isi buku secara 
benar. Terakhir, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Kalimat panjang 
bisa mengaburkan pesan yang akan disampaikan. Jangan lupa, pilih kata-kata yang tepat 
untuk merangkai tulisan resensimu. Dengan cara ini, niscaya pembaca akan gampang 
memahami maksud anda.I| 
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Hand-Out 18 
ANALISIS WACANA MEDIA (MEDIA DISCOURSE ANALYSIS) 


Contents 

" Teori Wacana dan Bahasa 
Memahami Makna 
Media 
Simbol 
Teori Wacana dalam Tradisi Filsafat 
Pendekatan Analisis Wacana 
Wacana Tulis, Teks dan Konteks 
Wacana dan Ideologi 
Karakteristik Analisis Wacana 
Kerangka Analisis Wacana 


Apakah Wacana itu? 
" Komunikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi ide-ide atau gagasan-gagasan: 
konversasi atau percakapan. 
" Komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subjek studi atau pokok telaah. 
"  Risalat tulis: disertasi formal, kuliah: ceramah, khotbah. (Webster, 1983: 522). 


Sudjiman, 1993: 6 
" Wacana ialah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, 
biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian 
yang satu dengan yang lain. 
" Komunikasi itu dapat menggunakan bahasa lisan, dan dapat pula menggunakan 
bahasa tulisan. 


Firth, Samsuddin, 1992: 2 
» Language as only meaningtull in its context of situation. Makna suatu bahasa berada 
pada rangkaian konteks dan situasi. 
» Pembahasan wacana pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan 
antara konteks-konteks yang terdapat di dalam teks. 
" Pembahasan itu bertujuan menjelaskan hubungan antara kalimat atau antara ujaran 
(utterances) yang membentuk wacana. 


Foucault, Mills: 1994 

» Kontekstual Teoretis: Wacana berarti domain umum dari semua pernyataan, yaitu 
semua ujaran/ teks yang mempunyai makna & efek dalam dunia nyata. 

» Konteks Penggunaan: Wacana berarti sekumpulan pernyataan yang dapat 
dikelompokan kedalam kategori konseptual tertentu (Misalnya: imperealisme/ 
feminisme) 

" Metode Penjelasan, Wacana berarti suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan 
sejumlah pernyataan. 


Kebutuhan Dasar Wacana 
" Keinginan untuk memberi informasi kepada orang lain mengenai suatu hal. 
"n Keinginan untuk meyakinkan seseorang mengenai kebenaran suatu hal dan 
mempengaruhi sikap/pendapat orang lain. 
" Keinginan untuk mendeskripsikan cita-rasa suatu bentuk, wujud, objek. 
" Keinginan untuk menceritakan kejadian atau peristiwa yang terjadi. (Keraf, 1995: 6). 
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Bentuk Retorika Wacana 
" Wacana Transaksional: jika yang dipentingkan ialah 'isi' komunikasi. 
» Wacana Interaksional: jika yang dipentingkan hubungan timbal balik antara penyapa 
(addresses) dan pesapa (addressee). (Sudjiman, 1993: 6). 


Otoritas Analisis Wacana 
» Dalam Linguistik: Analisis wacana digunakan untuk menggambarkan sebuah 
struktur yang luas melebihi batasan-batasan kalimat. (Sunarto, 2001: 119-120) 
» Dalam Teks Tertulis: Analisis wacana bertujuan untuk mengeksplisitkan norma- 
norma & aturan-aturan bahasa yang implisit. Analisis wacana bertujuan untuk 
menemukan unit-unit hierarkis yang membentuk suatu struktur diskursif (Mills,1994) 


Bahasa 
" Manusia adalah mahluk berfikir. Demikian tesis klasik yang kita temukan dalam dunia 
filsafat. Konsekuensi logis dari tesis ini, bahwa manusia adalah mahluk berbahasa. 
» Hubungan pikiran dan bahasa sangat erat. Bahasa menunjukkan jalan pikiran 
seseorang. 
» Dalam bahasa terdapat sesuatu kekuatan yang tidak tampak yang diberi nama 
komunikasi. (Loren Bagus, 1990). 


Filsafat Bahasa 
" Dalam filsafat bahasa dikatakan, bahwa orang yang mencipta realitas dan 
menatanya lewat bahasa. 
» Bahasa mengangkat kepermukaan hal yang tersembunyi sehingga menjadi 
kenyataan. 
» Bahasa dapat dipakai untuk menghancurkan realitas orang lain. Bahasa dapat 
menjadi tiran. (Loren Bagus, 1990). 


Fungsi Bahasa 
» Fungsi Ideasional: untuk membentuk, mempertahankan dan memperjelas 
hubungan diantara anggota masyarakat. 
« Fungsi Interpersonal: untuk menyampaikan informasi diatara anggota masyarakat. 
» Fungsi Tekstual: untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian diskursus 
(wacana) yang relevan dengan situasi (features of the situation). (Halliday, 1972: 
140-165) 


" Makna merupakan kata yang subjektif (Jalaluddin Rahmat, 1996) 

» Para ahli filsafat dan linguis, membedakan antara struktur logis dan struktur bahasa, 
sehingga memudahkan kita untuk membedakan antara ungkapan yang tidak 
mengandung makna (meaningless) dan yang mengandung arti (meaningfull). 
(Mustansyir, 2001: 153-154) 


Makna dalam Konteks Wacana 

» Dalam konteks wacana, makna dapat dibatasi sebagai “hubungan antara bentuk 
dengan hal/ barang yang diwakilinya (referen-nya)” (Keraf, 1994: 25) 

» Kata rumah: adalah bentuk! ekspresi. Barang yang diwakili oleh kata rumah: sebuah 
bangunan yang beratap, berpintu, berjendela yang menjadi tempat tinggal manusia. 
Barang itu disebut referen. Hubungan bentuk dan referen menimbulkan makna/ 
referensi. 

» Makna atau referensi kata rumah timbul akibat hubungan antara bentuk itu dengan 
pengalaman-pengalaman non linguistik atau barang yang ada di alam. 
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Jenis-jenis Makna 

" Makna Emotif (emotive meaning) 
Makna Kognitif (cognitive meaning) 
Makna Deskriptif (descriptive meaning) 
Makna Referensial (referential meaning) 
Makna Piktorial (pictorial meaning) 
Makna Kamus (dictionary meaning) 
Makna Samping (fringe meaning) 
Makna Inti (core meaning) (Shipley, 1962) 


Makna Denotatif & Konotatif 
» Makna Denotatif, Kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan 
tambahan. 
» Makna Konotatif, Kata yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu atau 
nilai rasa tertentu, disamping makna dasar yang umum. (Keraf, 1994: 27-31) 


Perubahan & Pemberian Makna 

» Makna yang dikode oleh pemirsa terjadi dalam ruang yang berbeda dan individu 
yang berbeda berdasarkan pada kemampuan kognitif dan kemampuan afektif 
pemirsa. 

» Makna yang dikode oleh pemirsa tergatung pada bagaimana individu melakukan 
dekonstruksi terhadap iklan televisi/ tulisan di media cetak. 

" Setiap individu memiliki kebebasan menentukan metode interpretasi, termasuk 
kepentingan dalam melakukan dekonstruksi. (Bungin, 2001: 199-200). 


Peran Makna 
» Peran tanda (sign) di dalam masyarakat (semiotics), makna-makna tanda 
(semantics), serta kode-kode sosial (social codes) dibalik tanda dan makna tersebut 
diperlukan dalam studi kebudayaan, oleh karena itu makna tersebut merupakan 
pembentuk (construct) utama dari kebudayaan. (Piliang, 2001: 308). 
» Kata memperoleh maknanya melalui penggunaannya sehari-hari dalam konteks 
kebudayaan. (van Peursen, 1990: 2). 


Bias Media 
» Bias media terjadi karena media tidak berada dalam ruang vakum. 
» Media sesungguhnya berada ditengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai 
kepentingan, konflik dan fakta yang kompleks dan beragam. 


Louis Althusser, 1971 

" Media dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis, terutama 
karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi. 

» Media massa sebagaimana lembaga pendidikan, agama, seni, kebudayaan, 
merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna 
membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (ideological 
states apparatus). 


Antonio Gramsci, 1971 

» Pandangan Althusser tentang media dianggap oleh Gramsci mengabaikan resistensi 
ideologis dari kelas tersubordinasi dalam ruang media. 

" Media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi (the 
battle ground for competing ideologies). 

» Media adalah ruang dimana ideologi direpresentasikan. Media bisa menjadi sarana 
penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol wacana publik. 

» Pada sisi lain, media bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa 
menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas 
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dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas 
untuk membangun kultur dan ideologi tandingan. 


Kepentingan Media 


Althusser dan Gramsci sepakat bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, 
independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. 

Ada berbagai kepentigan yang bermain dalam media massa. Kepentingan ideologis 
antara masyarakat dan negara, juga kepentingan lain, misalnya, kepentingan 
kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan (suistainabilitas) lapangan 
kerja bagi para karyawan. 

Dalam kondisi ini media harus bergerak dinamis diatara pusaran yang bermain. Hal 
inilah yang menyebabkan bias berita di media yang sulit dihindari. 


Faktor Penyebab Bias Media 


Kapasitas dan kualitas pengelola media. 

Kuatnya kepentingan yang sedang bermain dalam realitas sosial. 

Taraf kekritisan dari masyarakat. (Winarko, 2000: xi) 

(Dari ketiga faktor tersebut menimbulkan derajat bias media yang berbeda-beda) 


Makna Bahasa Menimbulkan Bias 


Dalam sebuah penelitian terhadap fenomena perkosaan dalam pemberitaan surat 
kabar Kedaulatan Rakyat dan Suara Merdeka, ditemukan 22 kata yang digunakan 
untuk menggantikan kata “perkosaan”, yaitu: 1) merenggut kegadisan, 2) mencabuli, 
3) menggauli, 4) menggagahi, 5) menakali, 6) dianui, 7) dikumpuli, 8) menipu luar 
dalam, 9) digilir, 10) dinodai, 11) digarap, 12) dihamili, 13) korban cinta paksa, 14) 
dipaksa berhubungan intim, 15) berbuat tidak senonoh, 16) memaksa bersetubuh, 
17) korban kuda-kudaan, 18) memaksa memenuhi nafsu birahi, 19) dipaksa 
melayani, 20) melakukan perbuatan asusila, 21) digelandang, 22) dipaksa melakukan 
permainan ibu-ibuan. 

Pilihan atau pemakaian istilah tersebut jelas menimbulkan bias (Winarko, 2000: 50) 


Media & Politik Pemaknaan 


Politik pemberitaan media berhubungan dengan strategi media dalam meliput 
peristiwa, memilih dan menampilkan fakta serta dengan cara apa fakta itu disajikan— 
yang secara langsung atau tidak berpengaruh dalam merekonstruksi media. 
(Eriyanto, 2000) 

Makna media tidak bergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi lebih kepada 
praktik pemaknaan. Makna adalah suatu produksi sosial, suatu praktik konstruksi. 
Media massa pada dasarnya tidak mereproduksi, melainkan menentukan (to define) 
realitas melalui pemakaian kata-kata yang dipilih. 

Makna tidak secara sederhana bisa dianggap sebagai produksi dalam bahasa, tetapi 
sebuah pertentangan sosial (social struggle) sebuah perjuangan dalam 
memenangkan wacana. Pemaknaan yang berbeda merupakan arena pertarungan 
tempat memasukkan bahasa didalamnya. (Hall, 1982: 67). 


Bahasa Sebagai Sistem Simbol 


Proses komunikasi sebenarnya mencakup pengiriman pesan dari sistem saraf 
seseorang kepada sistem saraf orang lain, dengan maksud untuk menghasilkan 
sebuah makna yang sama dengan yang ada dalam benak sipengirim. Pesan verbal 
melakukan hal tersebut melalui kata-kata, yang merupakan unsur dasar bahasa, dan 
kata-kata sudah jelas merupakan simbol verbal. (Tubbs & Moss, 1994: 66) 

Bahasa adalah kombinasi kata yang diatur secara sistematis sehingga bisa 
digunakan sebagai alat komunikasi. Kata itu sendiri merupakan bagian integral dari 
simbol yang dipakai oleh kelompok masyarakat. Oleh karena itu kata bersifat 
simbolis. (Wibowo, 2001: 3-4) 
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Teori Wacana dalam Tradisi Filsafat 
" Aliran strukturalisme berpendapat bahwa arti bahasa tidak tergantung dari maksud 
pembicara atau pendengar ataupun dari referensinya pada kenyataan tertentu, arti 
bergantung pada struktur makna itu sendiri. 
» Yang dimaksud struktur disini ialah jaringan hubungan intern elemen-elemen terkecil 
bahasa yang membentuk suatu kesatuan otonom yang tertutup. (Hjelmslev, dalam 
Kleden, 1997: 34). 


Pendekatan Analisis Wacana 

" Pertama, Analisis wacana seluruhnya mengenai cara-cara wacana disusun, prinsip 
yang digunakan oleh komunikator untuk menghasilkan dan memahami percakapan 
atau tipe-tipe pesan lainnya. 

» Kedua, Analisis wacana dipandang sebagai aksi, cara melakukan segala hal dengan 
kata-kata. 

" Ketiga, Analisis wacana adalah suatu pencarian prinsip-prinsip yang digubakan oleh 
komunikator aktual dari perspektif mereka. (Littlejohn, 1996: 84-85). 


Wacana Tulis, Teks & Konteks 

" Tulisan bukan cuma sekedar “Iiteral pictographic” atau sekedar inskripsi yang 
bersifat ideografik, tetapi tulisan dapat merupakan suatu totalitas, termasuk 
kemampuannya untuk melampaui apa yang hanya bisa ditunjuk secara fisik. (Derrida 
1984, dalam Kleden-Probonegoro, 1998). 

x Teks adalah fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk 
tulisan. (Hidayat, 1996:129). 

» Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada diluar teks dan 
mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana 
teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dsb. (Eriyanto, 2001: 9). 


Konteks 

» Konteks Fisik (physical context), yang meliputi tempat terjadinya pemakaian 
bahasa dalam suatu komunikasi, objek yang disajikan dalam suatu peristiwa 
komunikasi itu, dan tindakan atau peilaku dari para peran dalam peristiwa komunikasi 
itu. 

» Konteks Epistemis (epistemic context), yaitu latar belakang pengetahuan yang 
sama-sama diketahui oleh pembicara maupun pendengar. 

» Konteks Linguistik (linguistic context), yaitu terdiri atas kalimat-kalimat atau 
tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu dalam peristiwa 
komunikasi. 

" Koteks Sosial (social context), yaitu relasi sosial dan latar setting yang melengkapi 
hubungan antara pembicara (penutur) dengan pendengar. (Syafi'ie, 1990, dalam 
Lubis, 1993: 58). 


Wacana dan Ideologi 

" Implikasi ideologi terhadap wacana, 1) ideologi secara inheren bersifat sosial, tidak 
personal atau individual, ia membutuhkan share diantara anggota kelompok, 
organisasi atau kolektifitas, 2) ideologi meskipun bersifat sosial, ia digunakan secara 
internal diatara anggota kelompok atau komunitas. 

» Wacana tidak bisa menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus melihat 
konteks, terutama bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada tersebut 
berperan dalam membentuk wacana. 

» Dalam teks berita misalnya, dapat dianalisis apakah teks yang muncul tersebut 
pencerminan dari ideologi seseorang, apakah feminis, kapitalis, sosialis, dsb. 
(Eriyanto, 2001: 13-14). 
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Karakteristik Analisis Wacana 


Pertama, dalam analisisnya analisis wacana lebih bersifat kualitatif dibandingkan 
analisis isi yang umumnya kuantitatif. 

Kedua, analisis isi kuantitatif pada umumnya hanya digunakan untuk membedah 
muatan teks komunikasi yang bersifat manifest (nyata), analisis wacana berpretensi 
memfokuskan pada pesan latent (tersembunyi). 

Ketiga, analisis isi kuantitatif hanya dapat mempertimbangkan “apa yang dikatakan” 
(what) tetapi tidak dapat menyelidiki “bagaimana ia dikatakan” (how). 

Keempat, analisis wacana tidak berpretensi melakukan generalisasi. Karena 
peristiwa selalu bersifat unik, karena itu tidak dapat diperlakukan prosedur yang 
sama untuk isu dan kasus yang berbeda. (Eriyanto, 2001: 337-341). 


Kerangka Analisis Wacana (Elemen Wacana Van Dijk) 


Struktur wacana | Hal yang diamati Elemen 
Super Struktur TEMATIK Topik 
(Apa yang dikatakan?) 
SKEMATIK 
Struktur Makro (Bagaimana pendapat Skema 
disusun dan dirangkai?) 
SEMANTIK Latar, detail, maksud, 
Struktur Mikro (Makna yang ingin praanggapan, 
ditekankan dalam teks nominalisasi 
berita) 
SINTAKSIS Bentuk kalimat, 
Struktur Mikro (Bagaimana pendapat koheresi, kata ganti 
disampaikan?) 
Struktur Mikro STILISTIK Leksikon 
(Pilihan kata apa yang 
dipakai?) 
RETORIS Grafis, metafora, ekspresi 
Struktur Mikro (Bagaimana dan dengan 
cara apa penekanan 
dilakukan?) 


Elemen-elemen Struktur Wacana 


Tematik: Informasi yang paling penting atau inti pesan yang ingin disampaikan oleh 
komunikator. 

Skematik: dalam konteks penyajian berita ada dua kategori skema besar, 1) 
Summary, yang ditandai judul (head line) & teras berita (lead), 2) Story, isi berita 
secara keseluruhan. 

Semantik: makna tertentu dalam suatu bangunan teks, dimensi teks, presupposition, 
makna yang implisit atau eksplisit, makna yang sengaja disembunyikan. Struktur 
wacana juga bisa menggiring kearah tertentu dari suatu peristiwa. 

Sintaksis: seluk beluk wacana, kalimat, klausa dan frase. Dianalisis dari koherensi, 
bentuk kalimat, kata ganti. 

Stilistik: gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan maksudnya. 
Peristiwa yang sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. 
Pilihan leksikal atau diksi pada dasarnya menandakan bagaimana seseorang 
melakukan pemilihan kata atai frase atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. 
Retoris: gaya yang diungkapkan ketika seseorang berbicara atau menulis. Misalnya 
hiperbolik (pemakaian kata yang berlebihan), repetisi (pengulangan), aliterasi 
(pemakaian kata seperti sajak), interaksi (bagaimana penulis menempatkan diri 
diatara khalayak), metafora (makna kiasan) visual image (membuat anggapan). 
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Penjelasan: 


Yang diamati Elemen 


TEMATIK " TOPIK: Informasi paling penting, inti pesan yang ingin 

disampaikan oleh komunikator 

SKEMATIK " HEAD LINE: Judul berita utama (to attrack the reader) 

" LEAD: Teras berita terletak pada paragraf pertama, bagian 
paling pokok dalam berita 

" STORY: Isi berita secara keseluruhan: 1) situasi, yakni 
proses jalannya peristiwa, aj kisah utama dari peristiwa, bj 
latar untuk mendukung kisah utama dipakai untuk memberi 
konteks, 2) komentar, yang ditampilkan dalam teks, 
komentar dari pihak yang terlibat dengan peristiwa itu, aj 
reaksi/ komentar verbal dari tokoh yang dikutip wartawan, bJ 
kesimpulan yang diambil wartawan dari berbagai tokoh. 

SEMANTIK » LATAR: Latar belakang peristiwa, hendak kemana makna 
suatu teks dibawa (Ex: Perselisihan politik, Krisis ekonomi, 
Konflik) 

" DETAIL: Apakah sisi informasi tertentu diuraikan secara 
panjang atau tidak 

" ILUSTRASI: Apakah sisi informasi tertentu disertai contoh 
atau tidak 

» MAKSUD: Apakah teks itu disampaikan secara eksplisit 
atau implisit 

» PRESUPPOSITION: Pernyataan yang digunakan untuk 
mendukung makna suatu teks 

" PENALARAN: Elemen yang digunakan untuk memberi 
basis nasional, sehingga teks tampak benar dan 
meyakinkan. 

SINTAKSIS » KOHERENSI: Kata hubungan yang dipakai untuk 
menghubungkan fakta/ proposisi (Ex: Peristiwa penjarahan 
massal, “karena tingkat pendidikan mereka rendah”—dapat 
memberi kesan bahwa rendahnya pendidikan yang 
menyebabkan mereka melakukan penjarahan. 

" NOMINALISASI: Sugesti kepada khalayak dengan 
generalisasi 

» ABSTRAKSI: Apakah komunikator memandang objek 
sebagai suatu yang tunggal berdiri sendiri/ sebagai suatu 
kelompok (komunitas) 

" BENTUK KALIMAT: Makna yang dibentuk oleh susunan 
kalimat, dengan cara berfikir logis (prinsip kausalitas). 
Dalam kalimat berstuktur aktif, seseorang menjadi subjek 
dari pernyataannya, dalam kalimat pasif, seseorang menjadi 
objek dari pernyataannya. 

" PROPOSISI: Proposisi diatur dalam satu rangkaian kalimat. 
Prosisi mana yang ditempatkan diawal, dan mana yang 
diakhir kalimat. Penempatan itu dapat mempengaruhi 
makna yang timbul dan menunjukkan bagian mana yang 
lebih ditinjokan kepada khalayak. 

" KATA GANTI: Kata ganti timbul untuk menghindari 
pengulangan kata (anteseden) dalam kalimat berikutnya. 
Dalam analisis wacana kata ganti merupakan alat yang 
dipakai komunikator untuk menunjukkan dimana posisi 
seseorang dalam wacana. (Ex: saya, kami, kita) 
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STILISTIK 


STYLE: Cara/ gaya bahasa yang digunakan seseorang 
untuk menyatakan maksudnya. Ciri-ciri penggunaan bahasa 
yang khas, kecenderungannya untuk secara konsisten 
menggunakan struktur bahasa tertentu, gaya bahasa pribadi 
seseorang. 

PILIHAN LEKSIKAL/ DIKSI: Bagaimana seseorang 
melakukan pemilihan kata atau frase atas berbagai 
kemungkinan frase yang tersedia. Pilhan kata/ frase yang 
dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Peristiwa 
yang sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang 
berbeda-beda. (Ex: Terorisme—pembela kebenaran, 
Pembunuhan—kecelakaan, Meninggal—mati, tewas, gugur, 
meninggal, terbunuh, menghembuskan nafas terakhir). 


RETORIS 


RETORIKA: Gaya yang diungkapkan penulis, apakah 
menggunakan kata yang berlebihan (hiperbolik), atau retoris 
persuasif, apakah menggunakan pengulangan untuk 
penegasan makna (repetisi), apakah kata-kata sepeti sajak 
(aliterasi), apakah menggunakan retoris ejekan (ironi), atau 
menggunakan majas untuk menggantikan nama yang ada 
hubungannya dengan nama yang digantikan (metonimia). 
INTERAKSI: Bagaimana pembicara/ penulis menempatkan/ 
memposisikan dirinya diantara khalayak, apakah memakai 
gaya formal, informal atau santai yang menunjukkan kesan 
bagaimana ia menampilkan dirinya. 

EKSPRESI: Bagaimana ekspresi maksud penulis untuk 
membantu menonjolkan atau menghilangkan bagian 
tertentu dari teks yang disampaikan. Dalam teks tertulis, 
ekspresi ini muncul misalnya dalam bentuk grafis, gambar 
foto, raster atau tabel untuk mendukung gagasan atau untuk 
bagian lain yang tidak ingin ditonjolkan. 

METAFORA: Apakah ada kiasan, ungkapan, ornamen atau 
bumbu dari suatu teks. Metafora dipakai oleh komunikator 
secara strategis sebagai landasan berfikir, alasan pembenar 
atas pendapat atau gagasan tertentu kepada publik. 
VISUAL IMAGE: Dalam teks, elemen ini ditampilkan 
dengan penggambaran detail bebera hal yang ingin 
ditonjolkan. (Ex: Tentang pentingnya peran kelompok 
tertentu dalam masyarakat, dan sebagai konsekuensinya, 
memarginalkan kelompok lain yang menjadi lawannya, 
saingannya, atau kelompok yang akan mengancam 
eksistensi dan peran kelompok yang menjadi pilihannya.II 
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Hand-Out 19 
ANALISIS FRAMING 


Prawacana 

Kehadiran surat kabar merupakan pengembangan suatu kegiatan yang sudah lama 
berlangsung dalam dunia diplomasi dan di lingkungan dunia usaha. Surat kabar pada masa 
awal ditandai oleh wujud yang tetap, bersifat komersial (dijual secara bebas), memiliki 
beragam tujuan (memberi informasi, mencatat, menyajikan adpertensi, hiburan, dan desas- 
desus), bersifat umum dan terbuka. 

Surat kabar lahir di abad tujuh belas di mana sudah terdapat pemisahan yang jelas 
antara surat kabar pemerintah dan surat kabar komersial. Namun, surat kabar pemerintah 
lebih sering dijadikan corong penguasa saat itu. Hal ini berbeda dengan surat kabar 
komersial. Pengaruh surat kabar komersial merupakan tonggak penting dalam sejarah 
komunikasi karena lebih menegaskan perannya dalam pelayanan masyarakat dan buka 
sebagai terompet penguasa. 

Sejak awal perkembangannya surat kabar telah menjadi lawan yang nyata atau 
musuh penguasa mapan. Secara khusus, surat kabar pun memiliki persepsi diri demikian. 
Citra pers yang dominan dalam sejarah selalu dikaitkan dengan pemberian hukuman bagi 
para pengusaha percetakan, penyunting dan wartawan, perjuangan untuk memperoleh 
kebebasan pemberitaan, pelbagai kegiatan surat kabar untuk memperjuangkan 
kemerdekaan, demokrasi, dan hak kelas pekerja, serta peran yang dimainkan pers bawah 
tanah di bawah penindasan kekuatan asing atau pemerintahan diktator. Penguasa mapan 
biasanya membalas persepsi diri surat kabar yang cenderung tidak mengenakan dan 
menegangkan bagi kalangan pers. 

Terlepas dari adanya kemunduran besar, sejarah juga mencatat adanya kemajuan 
yang pesat dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan kebebasan mekanisme kerja pers. 
Kemajuan itu kadangkala menimbulkan sistem pengendalian yang lebih ketat terhadap pers. 
Pembatasan hukum menggantikan tindak kekerasan, termasuk penerapan beban fiskal. 
Dewasa ini, institusionalisasi pers dalam sistem pasar berfungsi sebagai alat pengendali 
sehingga surat kabar modern sebagai badan usaha besar justru menjadi lebih lemah dalam 
menghadapi semakin banyak tekanan dan campur tangan. 

Lebih dari itu, penyampaian sebuah berita ternyata menyimpan subjektivitas penulis. 
Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya. Berita akan 
dipandang sebagai barang suci yang penuh dengan objektivitas. Namun, berbeda dengan 
kalangan tertentu yang memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih dalam 
terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologis/ latar 
belakang seorang penulis. Seorang penulis pasti akan memasukkan ide-ide mereka dalam 
analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan. 

Misalnya, analisis tentang Ekonomi Pancasila. Ekonom yang memiliki ideologi 
sosialis akan menulis dengan analisis yang dibumbui ideologinya. Demikian pula dengan 
penulis yang memiliki latar belakang kapitalis. Meskipun keduanya memiliki data-data yang 
sama, tapi hasil analisis keduanya pasti akan memiliki cita rasa ekonomi sosialis dan 
kapitalis. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis tersendiri terhadap isi berita sehingga 
akan diketahui latar belakang seorang penulis dalam menulis berita. Hal ini akan 
memberikan dampak positif terhadap pembaca itu sendiri. Pembaca akan lebih memahami 
mengapakah seorang penulis (atau institusi pers: Kompas, Republika, Jawa Pos, dan lain- 
lain) menulis berita sehingga seminimal mungkin menghindari terjadinya respon yang 
reaksional. Pembaca tidak akan fanatik terhadap salah satu institusi pers dengan alasan 
ideologi. Artinya, masyarakat akan lebih dewasa terhadap pers. 

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menganalisa berita, yaitu analisis isi 
(content analysis), analisis bingkai (frame analysis), analisis wacana (disccourse analysis), 
dan analisis semiotik (semiotic analysis). Semuanya memiliki tujuan yang berbeda-beda, 
disesuaikan dengan target pelaku analisis. 
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Pembahasan 
Analisis bingkai (frame analysis) berusaha untuk menentukan kunci-kunci tema 
dalam sebuah teks dan menunjukkan bahwa latar belakang budaya membentuk 
pemahaman kita terhadap sebuah peristiwa. Dalam mempelajari media, analisis bingkai 
menunjukan bagaimana aspek-aspek struktur dan bahasa berita mempengaruhi aspek- 
aspek yang lain. (Anonimous, 2004:—). Analisis bingkai merupakan dasar struktur kognitif 
yang memandu persepsi dan representasi realitas. (King, 2004:—). Menurut Panuju (2003:1), 
frame analysis adalah analisis untuk membongkar ideologi di balik penulisan informasi. 
Disiplin ilmu ini bekerja dengan didasarkan pada fakta bahwa konsep ini bisa 
ditemui di berbagai literatur lintas ilmu sosial dan ilmu perilaku. Secara sederhana, analisis 
bingkai mencoba untuk membangun sebuah komunikasi bahasa, visual, dan pelaku dan 
menyampaikannya kepada pihak lain atau menginterpretasikan dan mengklasifikasikan 
informasi baru. Melalui analisa bingkai, kita mengetahui bagaimanakah pesan diartikan 
sehingga dapat diinterpretasikan secara efisien dalam hubungannya dengan ide penulis. 
Beberapa model analisa bingkai telah dikembangkan: 
1. Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 
Model ini membagi struktur analisis menjadi empat bagian: 
a. Sintaksis adalah cara wartwan menyusun berita. 
Struktur sintaksis memiliki perangkat: 
1. Headline merupakan berita yang dijadikan topik utama oleh media 
2. Lead (teras berita) merupakan paragraf pembuka dari sebuah berita yang biasanya 
mengandung kepentingan lebih tinggi. Struktur ini sangat tergantung pada ideologi 
penulis terhadap peristiwa. 


3. Latar informasi 
4. Kutipan 

5. Sumber 

6. Pernyataan 

7. Pentup 


cc 


. Skrip adalah cara wartawan mengisahkan fakta. 

Struktur skrip memfokuskan perangkat framing pada kelengkapan berita: 
1. What (apa) 

2. When (kapan) 

3. Who (siapa) 

4. Where (di mana) 

5. Why (mengapa) 

6. How (bagaimana) 


c. Tematik adalah cara wartawan menulis fakta. 

Struktur tematik mempunyai perangkat framing: 

1. Detail 

2. Maksud dan hubungan kalimat 

3. Nominalisasi antar kalimat 

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata ganti 

Unit yang diamati adalah paragraf atau proposisi 


d. Retoris adalah cara wartawan menekankan fakta. 
Struktur retoris mempunyai perangkat framing: 
1. Leksikon/pilihan kata 
Perangkat ini merupakan penekanan terhadap sesuatu yang penting. 
2. Grafis 
3. Metafor 
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4. Pengandaian 
Unit yang diamati adalah kata, idiom, gambar/foto, dan grafis 


2. Model William A. Gamson dan Andre Modigliani 

Model ini membagi struktur analisis menjadi tiga bagian: 

a. Media package merupakan asumsi bahwa berita memiliki konstruksi makna tertentu. 

b. Core frame merupakan gagasan sentral. 

c. Condnsing symbol merupakan hasil pencermatan terhadap perangkat simbolik (framing 
device/perangkat framing dan reasoning device/perangkat penalaran). 


Perangkat framing terbagi menjadi lima bagian: 

a. Methaphors adalah perumpamaan dan pengandaian 

b. Catcphrase adalah perangkat berupa jargon-jargon atau slogan. 

c. Exemplaar adalah uraian untuk membenarkan perspektif. 

d. Depiction adalah leksikon untuk melabeli sesuatu. 

e. Visual image adalah perangkat dalam bentuk gambar, grafis dan sebagainya. 


Perangkat penalaran terbagi menjadi tiga bagian: 

a. Root merupakan analisis kausal atau sebab akibat. 

b. Appeals to principle merupakan premis dasar, klaim-klaim moral. 
c. Conseguence merupakan efek atau konsekuensi. 


Media Frames dan Individual Frames 

Media frames (framing media) telah didefinisikan oleh Tuchman dalam Scheufele 
(1999:106) bahwa framing berita mengorganisasikan realitas berita setiap hari. Framing 
media juga mencirikan sebagai kerja jurnalis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 
informasi secara cepat dan menyampaikan secara capat kepada para pembaca. Kegiatan 
framing merupakan kegiatan penyeleksian beberapa aspek dari realita dan membuatnya 
lebih penting dalam sebuah teks. Selain itu lebih berperan dalam penyelesaian dan 
pemehaman definisi dari permasalahan, interpretasi sebab akibat (kausal), evaluasi moral, 
dan rekomendasi metode-metode selanjutnya. Kegiatan framing, penyajian peristiwa dan 
berita mampu memberikan pengaruh yang sistematis tentang metode agar penerima berita 
mengerti. 

Individual frames (framing individu) didefinisikan sebagai kegiatan penyimpanan ide 
yang membimbing proses informasi secara individu. (Entman dalam Scheufele, 1999:107). 
Framing jenis ini maupun sebelumnya dapat digunakan sebagai kegiatan interpretasi dan 
proses informasi. 

Analisa Framing sebagai Variabel Bebas dan Terikat. Studi tentang analisa framing 
sebagai variabel terikat telah mencoba peran dan beberapa faktor dalam mempengaruhi 
kreasi dan modifikasi framing. Pada tingkat media, seorang wartwan melakukan analiasa 
framing dari sebuah isu yang dapat dipengaruhi beberapa variabel organisasi atau sosio- 
kultur, serta sifat individu dan variabel ideologis. Pada tingkat audien (penerima berita), 
framing sebagai variabel terikat lebih banyak diterapkan sebagai hasil langsung dari media 
massa membingkai sebuah isu. 

Studi tentang analisa framing sebagai variabel tak terikat lebih banyak ditarik ke 
dalam efek framing. Dalam kasus media frames, hasil logisnya adalah sebuah penghubung 
terhadap framing audien. Dalam kasus individual frames, apakah analisa framing yang 
dilakukan seseorang akan mempengaruhi evaluasi isu atau aktor politik? Apakah analisa 
framing itu juga memiliki dampak terhadap kemauan mereka untuk berperan aktif dalam aksi 
dan partisipasi politik? 
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Tipologi Framing 

Tipologi ini dapat diarahkan ke dalam tiga orientasi. Pertama, orientasi terhadap 
konsep framing itu sendiri dan hubungan antara framing dan variabel lainnya. Kedua, tipologi 
harus menyediakan informasi tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan dalam penelitian 
framing. 


1. Apabila dipakai orientasi media frames sebagai variabel terikat, kita seharusnya 
menanyakan: 
A. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jalan seorang wartawan atau kelompok 

sosial lainnya menulis/ menganalisis sebuah isu? 
B. Bagaimana proses ini bekerja dan sebagai hasilnya, kemasan seperti apakah 
(bingkai) yang digunakan oleh wartawan? 

2. Apabila digunakan orientasi media frames sebagai variabel bebas, kita seharusnya 
menanyakan: 
C. Media frames jenis apa yang mempengaruhi persepsi para audien terhadap isu-isu 
tertentu dan bagaimana proses itu bekerja? 

3. Apabila digunakan orientasi individual frames sebagai variabel bebas, kita seharusnya 
menanyakan: 
D. Seberapa jauh audien mampu memainkan peran aktif dalam membangun 
pemahaman/persepsi dan penolakan terhadap media? 

4. Apabila digunakan orientasi individual frames sebagai variabel terikat, kita seharusnya 
menanyakan: 
E. Sejauh mana analisis framing seseorang mempengruhi persepsinya terhadap suatu 
isu? 
Ketiga, tipologi ini masih terus dikaji untuk mendapatkan pemahaman bersama mengenai 
konsep framing. 


Model Proses Framing 
Proses analisis ini dibagi menjadi empat bagian: 


A. Frame Bulding (Bangunan Bingkai/Frame) 

Studi-studi ini mencakup tentang dampak faktor-faktor seperti pengendalian diri 
terhadap organisasi, nila-nilai profesional dari wartawan, atau harapan terhadap audien 
terhadap bentuk dan isi berita. Meskipun demikian, studi tersebut belum mampu menjawab 
bagaimanakah media dibentuk atau tipe pandangan/analisis yang dibentuk dari proses ini. 
Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses yang mampu memberikan pengaruhnya terhadap 
kreasi atau perubahan analisa dan penulisan yang diterapkan oleh wartawan. 

Frame bulding meliputi kunci pertanyaan: faktor struktur dan organisasi seperti apa 
yang mempengaruhi sistem media, atau karakteristik individu wartawan seperti apa yang 
mampu mempengaruhi penulisan sebuah berita terhadap peristiwa. Gans, Shoemaker, dan 
Reeses menyarankan minimal harus ada tiga sumber-sumber pengaruh yang potensial. 
Pengaruh pertama adalah pengaruh wartawan. Wartawan akan lebih sering membuat 
konstruksi analisis untuk membuat perasaan memiliki akan kedatangan informasi. Bentuk 
analisa wartawan dalam menulis sebuah fenomena sangat dipengaruhi oleh varibel-variabel, 
seperti ideologi, perilaku, norma-norma profesional, dan akhirnya lebih mencirikan jalan 
wartawan dalam mengulas berita. Faktor kedua yang mempengaruhi penulisan berita adalah 
pemilihan pendekatan yang digunakan wartwan dalam penulisan berita sebagai konsekuensi 
dari tipe dan orientasi politik, atau yang disebut sebagai “rutinitas organisasi”. Faktor ketiga 
adalah pengaruh dari sumber-sumber eksternal, misalnya aktor politik dan otoritas. 


B. Frame setting (Pengkondisian Framing) 

Proses kedua yang perlu diperhatikan dalam framing sebagai teori efek media 
adalah frame setting. Para ahli berargumen bahwa frame setting didasarkan pada proses 
identivikasi yang sangat penting. Frame setting ini termasuk salah satu aspek pengkondisian 
agenda (agenda setting), Agenda setting lebih menitikberatkan pada isu-isu yang 
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menonjol/penting, frame setting, agenda setting tingkat kedua, yang menitikberatkan pada 
atribut isu-isu penting. Level pertama dari agenda setting adalah tarnsmisi objek yang 
penting, sedangkan tingkat kedua adalah transmisi atribut yang penting. 

Namun, Nelson dalam Scheufele (1999:116) menyatakan bahwa analisa penulisan 
berita mempengaruhi opini dengan penekanan nilai spesifik, fakta, dan pertimbangan 
lainnya, kemudian diikuti dengan isu-isu yang lebih besar, nyata, dan relevan dari pada 
memunculkan analisa baru. 


C. Individual-Level Effect of Farming (Tingkat Efek Framing terhadap Individu) 

Tingkat pengaruh individual terhadap seseorang akan membentuk beberapa 
variabel perilaku, kebiasaan, dan variabel kognitif lainnya telah dilakukan dengan 
manggunakan model kota hitam (black-box model). Dengan kata lain, studi ini terfokus pada 
input dan output, dan dalam kebanyakan kasus, proses yang menghubungkan variabel- 
variabel kunci diabaikan. 

Kebanyakan penelitian melakukan percobaan pada nilai keluaran framing tingkat 
individu. Meskipun telah memberikan kontribusi yang penting dalam menjelaskan efek 
penulisan berita di media dalam hubungannya dengan perilaku, kebiasaan, dan variabel 
kognitif lainnya, studi ini tidak mampu menjelaskan bagaimana dan mengapa dua variabel 
dihubungkan satu sama lain. 


D. Journalist as Audience (Wartawan sebagai Pendengar) 

Pengaruh dari tata mengulas berita pada isi yang sama dalam media lain adalah 
fungsi beragam faktor. Wartawan akan lebih cenderung untuk melakukan pemilihan konteks. 
Di sini, diharapkan wartawan dapat berperan sebagai orang yang mendengarkan analisa 
pembaca sehingga ada timbal balik ide. Akibatnya, analisa wartawan tidak serta merta 
dianggap paling benar dan tidak terdapat kelemahan. 


Guestioning Answers or Answering OGuestioning (Menjawab Pertanyaan atau 
Mempertanyakan Jawaban)? 

Perkembangan efek media, konsep pengulasan sebuah peristiwa masih jauh dari 
apa yang sedang diintegrasikan dalam sebuah model teoritis. Hasilnya, sejumlah 
pendekatan framing dikembangkan tahun-tahun terakhir, namun hasil perbandingan empiris 
masih jauh dari apa yang diaharapkan. Oleh karena itu, penelitian masa depan harus 
mampu menggabungkan penemuan-penemuan masa lalu ke dalam sebuah model dan 
mampu mengisi kekurangan yang ada sehingga diperoleh model framing yang sempuma. 

Framing sebagai teori efek media membutuhkan konsep proses model dari pada 
terfokus pada input dan output. Oleh karena itu, penilitian masa depan harus 
mengakomodasi empat kunci di atas. Model proses diharapakan menjadi acuan kerja masa 
depan yang secara sistematis mampu memberikan pemecahan terhadap isu-isu framing dan 
melakukan pendekatan detail dalam teori yang koheren.IJ 
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TENTANG PENULIS 


al Nur Sayyid Santoso Kristeva, lahir di Cilacap 27 Juli 1980 dari 

| keluarga petani miskin di pesisir selatan kota Cilacap Jawa 
Tengah. Berkat ketekunan dan kegigihanya mencari ilmu sejak 
tahun 1999 ia melanjutkan studi di Fakultas Tarbiyah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melahirkan karya ilmiah 
berbentuk skripsi kontroversial dan dianggap keluar dari tradisi 
akademik UIN, dengan judul: “Emansipasi Keterasingan 
Manusia Menurut Karl Marx: Tinjauan Filsafat Pendidikan 
Islam” yang kini menjadi buku ini. Dan sekarang sedang 
! menempuh studi di Program Pascasarjana Sosiologi Fisipol 
UGM dan sedang menyusun tesis dengan judul: “Negara 
Marxis & Revolusi Proletariat: Ajaran Marxis Tentang Negara & 
Tugas-Tugas Proletariat di Dalam Revolusi Sosial”. 

Perjalanan akademis dari sekolah dasar sampai 
sekolah menengah ditempuh di desa kelahirannya Cilacap. 
Kemudian melanjutkan Sekolah Menegah Atas di Madrasah 
Aliyah sekaligus menjadi santri dan Lurah di Pondok Pesantren 
Pendidikan Islam  (PPPI)  Miftahussalam  Al-Haditsah 
Banyumas. Kegemaranya melahap buku kiri, filsafat dan sosial 
sejak SMU telah menciptakan pemikiran dan pengaruh di 
lingkungan organisasi dan kelompok studi, sehingga selain 
menjadi lurah pondok ia juga dipercaya sebagai ketua OSIS 
MA dan MTS PPPI Miftahussalam Banyumas dan masuk 
terpilih sebagai siswa teladan tingkat SMU se-eks Karesidenan 
Banyumas. 

Kegemarannya berorganisasi, berdiskusi dan 
berdialektika terus dilanjutkan selama menjadi mahasiswa. Di 
| Intra kampus ia terlibat secara politik di PRM dan didelegasikan 
untuk menjabat posisi prestisius sebagai Sekjend DEMA UIN 
Sunan Kalijaga. Aktif di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) 
Paradigma Fakultas Tarbiyah, Komunitas Studi Ilmu 
Pendidikan (KSIP) Fakultas Tarbiyah, Dewan Senat Presidium Mahasiswa Fakultas 
Tarbiyah, dan karena nalar pemberontakan jalanan gerakan intra kampus ia terlibat 
demonstrasi pembubaran seminar nasional dan penolakan konversi IAIN menjadi UIN, aksi 
penolakan SISDIKNAS dan aksi pembubaran partai Golkar setelah penumbangan Rezim 
Orba “98. 

Kemudian di gerakan ekstra kampus pernah aktif secara kultural di PMII Rayon 
Fakultas Tarbiyah dan terus berproses di PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga, Pengurus 
Cabang PMII D.I. Yogyakarta dan kemudian secara kultural berproses di Bidang Kaderisasi 
PB PMII. Pernah terlibat advokasi petani di Klaten bersama dengan jaringan Katholik. 
Terlibat advokasi anak jalanan dengan LSM Humana. Menjadi peserta vouletir diskusi di 
LKIS. Di kampus dan luar kampus ia gigih membetuk forum diskusi pembebasan. Forum 
diskusi yang pernah digeluti antara lain Forum Diskusi para seniornya: Forum Diskusi Sosial 
“T-Visionary Club”, Forum Diskusi Filsafat “Kipas” dan membidani Forum Diskusi “Komunitas 
Kultural” serta Forum Diskusi “Lintas Organ Ekstra”. Di organisasi etnis ia pernah menjabat 
sekjend HIMMAH SUCI dan ketua umum Himpunan Mahasiswa Cilacap-Jogjakarta 
(HIMACITA), ia juga membidani berdirinya organ-organ etnis dilingkungan UIN. Menjadi 
deklarator sekaligus menjabat sebagai dewan presidium Komite Mahasiswa Cilacap se- 
Indonesia (KMCI). 

Selepas studi sebagai sarjana muda ia melanjutkan untuk mengaji kitab kuning di 
Ponpes Al-Madaniah Cilumpang-Cilacap terutama mengkaji ilmu alat, figih, tauhid dan tafsir, 
juga untuk mengobati kekeringan spiritualitas selama menjadi aktivis. Selain mengaji kitab 
kuning ia juga menjadi dosen muda progressif di Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) 
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Cilacap dan tetap aktif di pembasisan kader dan gerakan sosial. Terlibat di Jaringan Kultural 
PMII Jawa Tengah, khususnya di Jaringan Inti Ideologis Sayap Kiri Pesisir Selatan—yang 
dianggap sebagai gerakan sparatis dan subversif oleh sebagian pengurus Korcab PMII 
Jateng. Selain itu bersama SETAM dan aktivis PMII Cilacap terlibat perebutan (reclaiming) 
tanah petani dengan Perhutani di tumpangsari Cilacap. Terlibat aktif di LAKPESDAM NU, 
IPNU, Gerakan Pemuda Anshor, Lembaga Advokasi Buruh Migran Cilacap, Yapeknas, 
Lajnah Bahsul Masail, Dialog Antar Agama FKUB, LP Ma'arif. Membidani sekolah kader 
kultural: Pelatihan Basis, Sekolah Ideologi, Sekolah Marxis, Sekolah Gerakan Sosial, 
Sekolah Pendidikan Kritis, Sekolah Filsafat dan menginisiasi pembentukan organ taktis Front 
Aksi Mahasiswa Cilacap (FAM-C) untuk memekikkan aspirasi perlawanan dan isu-isu polulis. 

Jaringan intelektual yang pernah dan sedang digelutinya antara lain: Center for 
Asia Pasific Studies Gadjah Mada University (PSAP) Jogjakarta, Institute for Islamic and 
Social Studies (LKIS) Jogjakarta, Indonesia Sanitation Sector Development Program (WSP/ 
BAPPENAS) Jakarta, Institute for Human Resources Studies and Development (LKPSM) 
Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LAPPERA) Jogjakarta, 
Institute for Women and Children's Studies & Development (LSPPA) Jogjakarta, Institute for 
Human Resources Studies and Development (LKPSM) Cilacap, Forum Kerukunan Ummat 
Beragama (FKUB) Cilacap, Institute for Research and Empowerment (IRE) Jogjakarta, 
Institute Sosiologi Dialektis (INSIDE) Gadjah Mada University, Institute for Philosophycal and 
Social Studies (INPHISOS) Yogyakarta, Forum Diskusi Eye on The Revolution - Revdem 
Yogyakarta. 

Sampai saat ini masih laten mendampingi pembasisan kader secara kultural di 
lingkungan PMII Yogyakarta, Jaringan Gerakan Prodem Jawa Tengah 4 Jawa Barat dan 
Jaringan PMII Jawa Tengah Sayap Kiri Pesisir Selatan. Untuk mewadahi dan menjaga spirit 
intelektual di Jogjakarta ia telah membentuk Lembaga Kajian Sosiologi Dialektis (LKSD), 
Institute for Philosophical and Social Studies (INSPHISOS), Forum Diskusi EYE ON THE 
REVOLUTION 4 REVDEM, dan sampai saat ini ditengah keseriusan menyusun tesis, ia 
terus berusaha membunuh waktu dan terus produktif untuk melahirkan karya intelektual 
karena terinspirasi oleh karya-karya hebat seperti: Shahihain Bukrari Muslim, Al-lhya 
Ulumuddin Ghozali, Magnum Opus Das Capital Karl Marx, Tetralogi Pramoedya Ananta Toer 
dan Master Peace Madilog Tan Malaka. Karena karya-karya besar dan berpengaruh 
tersebut maka, penulis berusaha terus menggerus pikiran dalam membuat manuskrip buku 
panduan praxis aktivis gerakan sosial untuk jaringan revolusi demokratik (revdem) dan untuk 
Pembasisan Kader Gerakan PMII, antara lain: Manifesto Wacana Kiri: Membentuk 
Solidaritas Organik (2007) Buku Panduan Pelatihan Basis 1. Teori Analisis Geo-Ekosospol 
(2009) Buku Panduan Pelatihan Basis 2. Marxisme untuk Revolusi Demokratik (2007). Buku 
Panduan Sekolah Marxis 1. Pemikiran Marx Tentang Kritik Ekonomi-Politik: Melacak 
Gagasan Dasar Kapitalisme (2009) Buku Panduan Sekolah Marxis 2. Seri Ideologi Dunia 
(2008) Buku Panduan Sekolah Ideologi 1. Manifesto Ideologi kiri: Melacak Akar Ideologi 
Dunia dan Epistemologi Perubahan Sosial Revolusioner-Subversif (2007) Buku Panduan 
Sekolah Ideologi 2. Refleksi Paradigma Pendidikan Kritis: dari Tatanan Ekonomi Global 
Sampai  Kapitalisasi Pendidikan (2007) Buku Panduan Pelatihan Pendidikan Kritis. 
Paradigma dan Sosiologi Perubahan Sosial (2007) Buku Panduan Sekolah Analisis Sosial. 
Merebut Alat Produksi Pengetahuan: Transformasi dari Student Movement Menuju Social 
Movement (2008) Buku Panduan Sekolah Gerakan Sosial. Metodologi Pelatihan, Fungsi dan 
Peranan Fasilitator (2009) Buku Panduan Training Fasilitator Transformatif. Materi Dasar 
Pelatihan Jurnalistik (2009) Buku Panduan Pelatihan Jurnalistik.IJ 
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Panidji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H, Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926. 
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journalism basic training/ nur sayyid santoso kristeva 


Bunuhlah waktumu dengan aktifitas produktif dan progressif, jangan engkau 
terbunuh waktu karena aktifitas yang mengasingkan rasionalitas. 
- Ik (Nur Sayyid Santoso Kristeva) 


Ilmu tidak boleh menjadi kesenangan untuk diri sendiri. Buku-buku adalah budak 
saya dan, makannya harus melayani kemauan saya. Orang-orang yang memiliki 
nasib baik terjun dalam pencarian ilmu pertama-tama harus menempatkan 
pengetahuannya demi kepentingan kemanusiaan. Manusia jenius adalah yang 
menenggelamkan pemikiranya kedalam buku dan realitas sosial. (Karl Marx) 


Even the criminal thought of a metafactore has more grandeus and nobility than the 
wonders of the heavens—bahkan pikiran jahat seorang penjahat lebih mulia dan 
berharga daripada keajaiban surga. (G.W.F. Hegel) 


Saya menanyakan tentang kreasi absurd yang saya inginkan dari aneka pemikiran— 
pemberontakan, kebebasan dan keragaman. Hasil pemikiran mengembang menjadi 
imaji-imaji (images). (Albert Camus) 


“ Menulis itu merupakan suatu usaha, karena para penulis adalah makhluk yang hidup 
. sebelum kemudian menjadi mayat: karena kita berfikir bahwa kita harus sedapat 
mungkin mencoba menulis. (Jean-Paul Sartre) 
Saya mulai memperhatikan Brazil, lantas menganalisis praktik yang saya lakukan 
sehingga saya menemukan konteks baru dari realitas. Saya berfikir secara dialektis 
tidak hanya membicarakan tentang dialektika. (Paulo Freire) 
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Anti-Copyright: dengan mencantumkan penulis sebagai hak dan pengakuan intelektual 
k penulis, maka. penulis dan penerbit memperbolehkan untuk mengutip, mereproduksi 
atau memperbanyak, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini dengan cara'ssi 
& elektronik, mekanik, fotokopi, perekaman, scanner, microfilm, vcd & cd-room, rekaman « 
suara atau dengan tehnologi apapun dengan izin atau tanpa seizin penulis dan penerbit. .-4 
Dokumen“intelektual ini diterbitkan dan disebarkan demi kebutuhan gerakan sosia 
Sebarkan dan berorganisasilah! baca & lawan! 
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